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RINGKASAN

Arbitrase merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa
perdata diluar Pengadilan Negeri yang sangat diharapkan pelaku bisnis dewasa
ini. Penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase selain proses dan
prosedurnya tidak memakan waktu yang lama dan tidak berbelit-belif, juga
karena dijaminnya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dan berdasarkan
perjanjian arbitrase yang dibuat atas kesepakatan para pihak

Undang-tndang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999,
mengatur proses, prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara
para pihak yang telah mengadakan perjanjian arbitrase melalui prosedur
arbitrase. Dengan adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian , Pengadilan
Negeri tidak diperkenankan untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat
dalam perjanjian Arbitrase,

‘Dalam melaksanakan putusan arbitrase terlebih dahulu harus
didaftarkan atau dideponir di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan fiat
eksekusi. Namun terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat pula mengajukan
permohonan pembatalan, apabila putusan tersebut diduga mengadung unsur-
unsur: surat atau dokumen yang diajukan dinyatakan palsu atau diakui palsu;
dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan pihak lawan atau putusan

diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.
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Permohonan pembat_élan perkara arbitrase harus diajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat
diajukan banding ke Mahiamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama -
dan terakhir.

Dari uraian kajian terhadap kasus-kasus putusan arbitrase yang
diajukan‘ke pengadilan, adanya klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu
perjanjian menjadi dasar pertimbangan bagi pengadilan dalam putusannya

menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima.
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Appeal on Arbitration Decision
in Indonesia

Arbitration is one of resolutions for dispute in private matters,
exclude the district court and its applied by many entrepreneurs in recently.

Process and procedures in arbitration are simpler and easier than the district

ones, and itu protects parties more confidential as well as based on arbitration

agreement was made by them.

Act No.30/1989 concerning Arbitration and aiternative dispute
resolution, acted in August 12, 1999, regulates process and procedures to get
resolutions for parties in Arbitration. By added clause of arbitration in a contract,
the district court no longer competence {o process the caselbefore the court.

In order to applied an arbitration decree, at first, it must registered
in distric court to get the execution order. But its also possible for parties to apply
an annulment, in case the sentence supposed has faked documents or a
meanness made by a party.

An annulment application in arbitration should apply to the chief of
district court. And the sentence was made by district court can be applealed to
the supreme court.

According to previous cases in arbitration, the clause of arbitration
that added in contract, were becoming a consideration for the court to make a

decision that an annuiment application can not be accepted.
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BAB |
PENDAHULUAN

L Latar belakang Permasalahan,

Perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di
bidang perdagangan baik nasional maupun internasionlal- masih menunjukkan
intensitasnya sekalipun di beberapa belahan bumi ini sedang dilanda
berbagai krisis, utamanya krisis moneter.

Kegiatan perdagangan yang semakin pesat, tidak menutup kemungkinan
timbuinya konflik diantara beberapa pelaku usaha yang memerlukan
penyelesaian dengan cepat. Sengketa diantara beberapa pelaku usaha atau
diantara pihak-pihak yang ingin segera mendapatkan penyelesaian, perlu
dibuka kemungkinan adanya lembaga diluar pengadilan yang dapat

memberikan jasa sebagai media dalam periyelesaian sengketa. Oleh karena

itu perlu di tembagakan cara penyelesaian di luar pengadilan yakni melalui

Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. '

Dalam Undang Undang No, 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercatat dalam Lembaran Berita
Negara R.| Tahun 1998 Nomor 138 berikut Tambahan Lembafan Negara R.I
Nomor 3872 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Arbitrase,

disebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa

! Keterangan Pemerintsh dibadapen Rapet Paripurna DPR-RI mengenai Fancangan Undang-undang
tentang Arbitrase Alternatif; Pery elesaian sengheta tanggal 24 Maret 1999, hal. 2-3

[UPT-PUSTAK-TRETP)




perdata di uar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanj“ian arbitrase-

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

T.L.T. Longdong menyebutkan, bahwa arbitrase adalah suatu cara
penyelesaian sengketa dengan suatu putusan yang mempunyai keputusan
pasti dan tetap, berdasarkan hukum atau dengan persetujuan para pihak

berdasarkan keadilan dan kepatutan, 2

Sedangkan Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa Arbitrase :

adalah institusi hukum éltematif bagi penyelesaian sengketa di luar
pengadilan.

Arbitrase menurut definisi yang diberikan oleh Frank Elkouri dan
Edna Elkouri tercantum dalam bukunya yang berjudul : "How Arbitration
Works" adalah : Arbitration is a simple proceeding chosen by paities who
want a dispute determined by an impartial judge of their on mutual selection,
whose decision on the merits of the case, they agreed in advance to accept
as final and binding" *
| | H.M. Abdurrahman mengatakan bahwa arbitrase adalah
penyelesaian suatu sengketa perdata secara sederhana di luar pengadilan

umum oleh arbiter (wasit) atau team arbiter (majelis wasit) yang dipilih atau

ditunjuk oleh kedua pihak yang bersehgketa dengan persetujuan bahwa

? THneke Louise Teugeh Longdong, Azas Ketertitun Urum dan Konvensi NewYork, 1998, Citra
Aditya Bakti Bandung 1998, hal. 26

* Erman Radjagukeuk; ArBiirase dalam Putusan Pengadilan, 2000, hal.. Cancra Pratama, Jakarta

*HM. Abddurshman, SH. Pidato Dies Natalis Ke XTX Universitas Thisakti Jakcarta

pacha tanggal 1 Desember 1981.




mereka akan tunduk dan mentaati putusan arbiter tersebut sebagai putusan
yang final dan mengikat. 5

Makin maju usaha perindustrian dan perdagangan, makin luas
hubungan hukum yang diadakan oleh para penguséha, dan tentu saja tidak
dapat dipungkiri kemungkinan terjadi sengketa dalam pemenuhan kewajiban
dan hak mereka. Sudah menjadi suatu ciri profesi pengusaha bahwa setiap
sengketa ingin diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang relatif singkat
oleh badan yang terdiri dari para ahli yang menguasai betul bidang usaha
yang disengketakan itu, badan yang dimaksud adalah Badan Arbitrase:

Kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk
menyerahkan penyelesaian perselisihannya pada arbitrase sudah diatur jauh
sebelum berlakunya HIR. Oleh Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847
No. 50 jo 1849 No. 63), yang biasa dikenal sebagai Rv. Secara umum dapat
dikatakan bahwa Ry, kini sudah tidak berlaku lagi. &

Namun demikian, Pasal 377 HIR menyebutkan apabila orang-
orang yang tidak tunduk pada Hukum Perdata Barat hendak menyelesaikan
sengketanya melalui seorang arbiter, maka dalam hal ini mereka wajib

mengikuti peraturan mengadili perkara yang berlaku bagi orang-orang Eropa,

® Ibid, hal. 54-55 -
¢ Masalah-nasalah Fukun dakem Arbitrase. Diterbitkan oteh THm Pengkajian MLA —R.11990, hal,
1; Jakarta.




vakni Reglement op de Rechtsvorderning itu sebagaimana tersebut dalam
Pasal 615 sampai dengan Pasai 651.7 ‘
Dengan telah dfundangkannya. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Atternatif Penyelesaian Sengketa, maka secara umum R V dinyatakan sudah
tidak berlaku lagi. |

Berkembangnya Badan Arbitrase Banyaik bergantung kepada
itikad balk pihak yang memilih arbitrase sebagal tempat penyelesaian
sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksénéan arbitrase tersebut.
Pertama, jika para pihak telah memilih arbitrase sébagai tempat penyelesaian
sengketa, semestinya kedua belah pihak tunduk kepada ketentuan yang
telah mereka setujui tersebut. Namun apabila isalah satu pihak dengan
berbagai alasan akhimya membawa sengketanya ke Pengadilan atau tidak
mentaati keputusan arbitrase, maka terbuka kémungkinan penyelesaian
sengketa yang berlarut-farut.
Kedua, apabila salah satu pihak mengajukan gsengketa ke Pengadilan,
padahal séjak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian
sengketa, maka berhasil tidaknya langkah itu banyak tergantung kepada
sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi: tersebut atau terhadap putusan
arbitrase yang bersangkutan. |

Pengadilan tetap mempunyai peranan penting dalam
menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, walaupup para pihak telah sepakat

untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui Badan Arbitrase.

7 Erman Radjagukenk, op cit, hal. 2




Walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang
mungkin timbul diantara mereka melalui badan arbitrase, namun ada kalanya
salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan
berbagai alasan.

Salah satu perkara yang sebelumnya telah sepakat antara para pihak yang
diselesaikan lewat Pengadilan Negeri adalah perkara perdata
No.454/Pdt.G/1999/PN. Jak-Sel, séngketa antara PT. Perusahaan Dagang
Tempo (PT.TEMPO) dengan PT. Roche Indonesia, adalah salah satu kasus
dimana kedua belah pihak sebelumnya telah sepakat untuk memilih arbitrase
sebagai badan yang memutus apabila terjadi sengketa antara bara pihak.
Sedangkan dalam kenyataannya salah satu pihak telah melakukan gugatan
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Seiatan, dan Pengadilan telah memeriksa
dan memutuskan periara tersebut.

Perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua sengketa perdata dapat
diselesaikan melalui arbitrase. Jika demikian sengketa perdata yang mana
yang dapét diselesaikan melalui arbitrase.

Dalam hal ini perlu dibedakan 2 jenis sengketa perdata yaitu :

a. Sengketa perdata dalam hubungan hukum harta kekayaan.

b. Sengketa perdata dalam hubungan hukum keluarga. ®

® Abdulkadir Muhammad, Fam Perusakaan Indonesia Bandmg, PTCitra Aditya Bakti, 1999, hal.
409




Sengketa perdata dalam hubungan harta kekayaan adalah sepenuhnya

dikuasai oleh pihak-pihak karena penegakan hukumnya tidak bersangkut

paut dengan seperti yang umum (masyarakat, negara) melainkan melulu

kepentingan pribadi pihak-pihak. ® Sengketa perdata semacam ini dapat
diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan pihak-pihak sebagali

pengusaha, yang menjalankan perusahaan.

Sedangkan sengketa perdata dalam hubungan hukum keluarga adalah

sengketa perdata yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak karena
penegakan hukumnya bersangkut paut dengan kepentingan umum

(masyarakat, negara) ketertiban umum, kesusilaan dalam masyarakat.

Tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, '

melainkan juga kepentingan pihak lain dalam masyarakat, atau menyangkut
juga kepentingan negara.

Sengketa-sengketa tersebut menyangkut kepentingan umum,
ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karena itu sengketa perdata semacam
ini tidak 'dapat diselesaikan oleh arbitrase melainkan oleh peradilan negara
(Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama).

Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa
yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada pengaditan karena

beberapa alasan.

S Soekardono; Iikum dagang Indonesia, jlid] bag. Pertama 1977, hal. 205-206.
12 Erman Radjagukgul; op cit, hal 1-3




Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa
melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan
pengadilan setempat asing bagi mereka. Sebenarnya pun alasan ini tidak
selalu benar karena mereka bisa menunjuk pengacara setempat untuk
mewakili mereka di depan pengadilan.

Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan
hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa
dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan
internasional yang rumit. Alasan ini juga sepenuhnya tidak benar karena
para hakim dapat memanggi! saksi ahli. Sistem pengadilan tertentu, séperti
Pengadilan Niaga di Indonesia memungkinkan pengangkatan hakim ad-hoc
atau hakim yang diangkat karena keahliannya.

Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian
sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya
yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama
sampai déngan tingkat Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui
arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu yang lama.

Keempat, keengganan pengusaha asing unfuk menyelesaikan
sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa Pengadilan
akan bersikap subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan
diadili dan berdasarkan bukan hukum negara mereka, oleh hakim bukan dari

negara mereka,




Kelima, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari
siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat
merenggangkan hubungan dagang diantara mereka.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan
kompromis, yang dapat diterima oieh kedua belah pihak.

Keenam, penyelesaian sengketa melaiui arbitrase tertutup
sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul.
Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui sidang terbuka,
dapat disiarkan oleh media massa yang mungkin bisa melahirkan penilaian
yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Sedangkan Abdulkadir Muhammad mengemukakan, ada
beberapa alasan pihak bersengketa itu memilih penyelesaian melalyi
arbitrase yaitu ':

a. Orang-orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak menjadi arbiter adalah
ahli (pakar), dan berpengalaman dalam hal ‘yang menjadi pokok
sengketa. Dengan demikian, putusan arbitrase diharapkan obyektif
dan diterima oleh kedua belah pihak:

b. Proses penyelesaian sengketa melalui arbiter relatif lebih cepat karena
merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir sehingga kepastian

hukum mengenal pokok-pokok sengketa cepat diperoleh pihak-pihak.

11 Abdulkadir Muhammad, FHiskwn Perusahoan Indonesia, Bandang, PT, Citra Aditya Bakti, 1999,
Hal. 411-412.




c. Pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dilakukan secara tertutup,
sehingga kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dijamin
kerahasiaannya karena tidak dipublikasikan. |

d. Setiap putusan Arbitrase memuat pertimbangan hukum dan amar
putusan (dicfum) serta ditandatangani oleh para arbiter. Terhadap
putusan arbitrase tidak diadakan perlawanan.

e. Setiap Putusan Arbitrase dimintakan fiat eksekusi dari Pengadilan
‘Negeri setempat, sehingga memperoleh kekuatan eksekutorial sama
dengan putusan Pengadilan. Dengan Demikian, pelaksanaan putusan
dapat dipaksakan.

Namun dalam penjelasan Pasal 3 (1) Undang-undang No.14
Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar
pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap
diperbolehkan, akan tetapi Putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan
eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi
| (executioﬁ) dari pengadilan.

Datam Undang Undang Ne.30 Tahun 1999 penggunaan sarana
lembaga arbitrase umumnya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan
lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

a. dijamin kerahasiaan sengketa para pih#k, karena majelis arbitrase selalu

bersidang dengan pintu tertutup (Pasal 27);
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b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena' hal prosedural dan
administratif (Pasal 36);

¢. para. pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai
pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai
masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase (Pasal
56);

f. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pikak dan dengan
melalui tata cara (proéedur) sederhana saja ataupun langsung dapat

dilaksanakan(Pasal 52).

Walaupun pada kenyataannya apa yang disebutkan diatas tidak semuanya
benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat
darj pada proses arbitrase, namun demikian penyelesaian sengketa melalui
* arbitrasé masih lebih diminati daripada litigasl dimuka pengadilan terutama
untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu
lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta
perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam
Reglement Acara Perdata Barat (Regiement op de Rechtsvordering) yang
dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu

dirubah sesuai dengan kebutuhan karena pengaturan perdagangan yang
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bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua non
sedangkan hal-hal tersebut tidak diatur; dalam Hukum Acara Perdata Barat
(Reglement op de Rechtsvordering) yang mendasari arbitrase tersebut.
Arbitrase lebih disukai usahawan asing hal ini dikemukakan oleh
Sudargo Gautama'? dalam Undang-undang Arbitrase yang baru UU No.30
Tahun 1899, dinyatakan antara lain bahwa dibandingkan dengan perkara
biasa melalui Pengadilan Negeri, arbitrase lebih diutamakan oleh pelaku
bisnis Internasional. Salah satu sebab karena “jebih cepat, murah dan
sederhana”. Cepat karena :lialam rangka arbitrase ditentukan; baik dalam
peraturan RV (Reglement op de Rechtsvordering), Hukum Acara Perdata
yang lama (Pasal 620) maupun yang baru, ditentukan pada prinsipnya
putusan arbitrase ini harus dijatuhkan dalam waktu € (enam) bulan setelah
pengangkatan arbiter. Jika hal ini tidak dilakukan atau putusan terlambat,
maka para arbiter ini dapat dihukum membayar kerugian yang diakibatkan
karena kelambatan tersebut kepada para pihak. Ratio adanya sanksi dan
membayér kerugian ini, adalah bahwa arbiter-arbiter Ini telah dibayar untuk
membuat keputusan ini. Maka harus dilakukan seperti mereka ini telah
berjanji “me-lever barang yang telah dibeli”. Memang para arbiter ini
menerima bayaran untuk "memprodusir® suatu putusan, untuk mana mereka

telah dibayar.

12 Sudargo Gavtama ; Undang-undang Arbiirase Baru, Bandimg, PT. Citra Aditya Bakti, 1998 Hal.
7-10.
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Kadang-kadang kedengarannya agak “aneh”, bagaimana orang

yang mengadili suatu perkara harus dibayar untuk itu. Para arbiter memang

dapat’ dipandang sebagai hakim partikelir. Orang-orang dari dunia swasta,

kadang-kadang professional, praktisi hukum, konsultan hukum, Pengacara
tetapi tidak boleh menjabat sebagai Hakim, Jaksa, Panitera Pengadilan atau
Penyidik lain dalam dunia peraditan. Jalan perkiraan pembuat Uhdang—
undang ialah agar mereka sebagai arbiter dapat m:emelihara obyektifitas
mereka.

Pernah dipertanyakan, Mengapa orang-orang mau membayar
sendiri untuk para hakim yang akan memeriksa dzin ‘mengadili perkara
mereka, sedangkan sudah tersedia Hakim-hakim oleh negara secara gratis.
Hakim-hakim yang karena jabatan harus memutus perkara, dan tidak perlu
dibayar oleh para pihak yang sedang berperkara. Tetapi para pihak memilih
para hakim partikelir (arbiter) sendiri, walau harus membayar mereka
menganggap arbiter yang mereka pilih ini, akan bertindak lebih jujur. adil, dan
obyekdtif, s;erta lebih menguasai permasalahannya , karena mereka expertise
atau pengalaman mereka ini, dibandingkan hakim pengadilan biasa. Para
usahawan, apailagi yang beﬁindak melalui- “Internasional” lebih mempercayai
penyelesaian secara arbitrase karena cepatnya pemeriksaan dari pemutusan
sengketa dibandingkan deng‘an peraditan biasa, yang memakan wakty

bertahun-tahun lamanya.
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Maka dalam teks Undang-undang Arbiter baru ini dinyatakan
secara tegas, bahwa arbitrase oleh para pedagang lebih disukai, antara lain
karena “cepat dan adilnya, jufurnya® putusan arbitrase. Mereka yang
memeriksa perkara ini adalah yang télah dipilih sendiri dan dipercayai oleh
para pihak yang berperkara, maka sebagai salah ‘satu “kelebihan” dari
arbitrase dalam teks Memori Penjelasan (bagian Umum) dinyatakan pada
umumnya lembaga arbitrase mémpunyai kelebihan dari lembaga peradilan,
kelebihan tersebut antara lain :

o Dapat dihindari ketertambatan yang diakibatkan hal prosedural dan
administrative. |

* Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan
dengan melalui tata cara (prosedur} sedarhana saja atau langsung
dapat dilaksanakan. (Memorl Penjelasan Bagian Umum). |

Tetapi syukur pembuat Undang-undang Arbitrase baru ini tidak
tutup mata untuk kenyataan, bahwa kadang-kadang dalam praktek , arbitrase
ini tidak !:;egitu cepat, murah dan sederhana. Teringat kami pada kenyataan
dalam praktek, bahwa pernah suatu perkara arbitrase, yang diajukan
dihadapan Pusat Arbitrase Bank Dunia, Infernasional Centre for the
Settlement of Investment Diputies (ICSID), justru berlangsung tidak cepat,

tidak murah. Yakni tidak kurang dari total 12 (dua belas) Tahun, sebelum final

yaitu dalam perkara AMCO lawan Republik Indonesia, perkara tentang
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investasi modal asing dalam “Hotel Kartika Plaza” Idi Jakarta (case No,
ARB/81/1).

Bahwa Arbitrase bersifat konfindensial sebagai salah satu
kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifatnya yang konfindensial,
oleh karena keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter tidak
dipublikasikan dan itupun kalau tidak ada perlawanan. Ditambahkan datam
Memori Penjelasan : “ namun demikian penjelasan itu sengketa melalui
arbitrase masih diminati daripada litigasi terutama untuk kontrak bisnis
bersifat Internasional”,

Dalam hubungan ini, jangan dilupakan bahwa pelaku bisnis
Internasional umumnya sangat takut terhadap pemeriksaan perkara melalui
pengadilan karena anggapan bahwa pengadilan domestik lebih
memperhatikan kepentingan dirisendiri saja. Karena mereka takut adanya
factor X, yang merupakan dikenal sebagai mafia peradilan. Tetapi juga
karena pada umumnya para investor asing kurang mengenal sistem hukum
-domestik. ini, dengan segala seluk-beluknya. Sistem hukum peningglan
zaman kolonial dipandang sebagai kurang pasti, oleh para pedagang
Jerman, diibaratkan seperti orang melompat ke luar dalam kegelapan {een
sprong in het duister) atau seperti masuk dalam gua singa.

Para investor luar negeri takut sekali persoalan mereka dibawa

kehadapan pengadilan-pengadilan. domestik. karena integritas badan
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peradilan-peradilan ini, dianggap terlalu biased, condong selalu
memenangkan pihak pengusaha nasional, atau pemerintah nasional sendiri.

Badan Arbiter Nasional Indonesia (BAND telah didirikan oleh
Kamar Dagang Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977.
Pada umumnya disemua negara yang memprakarsai berdirinya Badan
Arbitrase, adalah Kamar Dagang Indonesia, karena memang para
pedaganglah yang berkepentingan dalam lembaga arbitrase.

Setelah lahirnya Bani, Arbitrase di Indonesia dilakukan secara
tidak terkoordinir yang dinamakan Arbitrase ad hoc, sedangkan arbitrase
vang diadakan setelah lahirnya BAN! dinamakan suatu arbitrase yang
dikoordinasikan oleh suatu lembaga.

Adapun tujuan pendirian BAN| adalah memberikan
penyelesaian yang adil &an tepat dala{m sengketa-sengketa perdata yang
timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang

bersifat nasional maupun yang bersifat internasional (Pasal 1 Anggaran

Dasar BANi).

Adapun susunan kelembagaan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, beberapa anggota tidak
tetap dan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Ketua, wakil ketua dan para anggota tetap merupakan pengurus badan

tersebut, sedangkan para anggota tidak tetap merupakan arbiter yang dapat



16

ditunjuk atau dipilih oleh para pihak untuk menjadi ketua team abiter yang
akan memeriksa dan memutus sengketa mereka.

Pasal 1 (2) Anggaran Dasar BAN! dinyatakan bahwa dalam
melakukan tugasnya BANI adalah bebas (otonomi) dan tidak boleh dicampuri
oleh sesuatu kekuasaan lain. Antara BANI dam KADIN telah dicapai suaty
pengertian, bahwa apabila seorang anggota KADIN terlibat dalam suatu
sengketa yang yang diselesaikan lewat arbitrase BANI dan anggota itu
dikalahkan oleh mejelis ‘arbitrase. ‘maka KADIN akan menggunakan
pengaruhnya agar anggota tersebut mentaati keputusan arbitrase yang telah
dijatuhkan itu untuk mengulangi kemungkinan bahwa pelaksanaan keputusan
itu harus dimintakan kepada pengadilan.

Dengan telah berdirinya BAN| tersebut diatas, diharapkan sengketa yang
diajukan pada lembaga Arbiter/BANI, putusannya dapat diterima oleh. para
pihak,sebagai putusan yang “Final and binding” sehingga tidak melakukan

banding ke pengadilan negeri.

I RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik
pokok permasalahan yang akan diteliti antara {ain :
1. Apakah putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan ke Pengadiian
Negeri ?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri atas pembatalan perkara arbitrase

bisa dimintakan banding 7
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3. Bagaimana peran Peradilan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase ?

Hl. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

Kerangka teoritis ini meliputi landasan teori yang mendasari
persoalan-persoalan yang dapat dihubungkan dengan banding atas putusan
arbitrase di Indonesia. Pelaku bisnis menghendaki penyelesaian sengketa
yang cepat oleh karena itu mereka pada wakiu membuat kontrak
mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat pada akhir perjanjian atau
dalam perjanjian tersendiri.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai suatu terjemahan dari
Burgerlijk Wetboek (B.W) Stb.1847-23 selanjutnya disebut dengan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa "semua persetujuan yang
dibuat secara sah bérlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”. Azas ini dikenal sebagai Pacta Sunt Servanda.

‘Hal ini tidak berarti bahwa kebebasan para pihak ini tanpa batas. Adanya

pembatasan terhadap kebebasan berkontrak ini diatur dalam_ Pasal 1320
KUH -Perdata, yang mensyaratkan bagi sahnya suatu perjanjian ada
4 (empat) syarat .

1. Sepakat mereka yang rﬁengikatkan dirinya; (Persetujuan para pihak);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.
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Dalam Pasal 5 (1) Undang Undang No.30 Tahun 1998
dinyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalul arbitrase hanya
sengketa dibidang perdagangan dan mengenat hak yang menurut  hukum
dan peraturan perundang - undangan dikuasal sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa apa yang diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk
diputus harusiah mengenai hal-hal yang berada dalam kekuasaan bebas
para pihak.

Demikian halnya Pasal 5 (2) Undang Undang No.30 Tahun
1989 dinyatakan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui
arbitrase adaiah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan
tidak dapat diadakan perdamaian. Dengan dibuatnya perjanjian berarti para
pihak setuju untuk memilih yuridiksi arbitrase dengan mengenyampingkan
peraditan umum, hal ini dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menyadarkan
para pihak tentang pilihan para pihak tentang forum yang telah mereka
sepakati.

| Berikut akan dikemukakan' pengertian-pengertian dari istilah-
istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini menurut Undang Undang
Arbitrase (UU No.30 Tahun 1999) :
1. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,

pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan perselisihan;
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Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis olehpara pihak yang bersengketa [Pasal 1 (DI

Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun
hukum publik [Pasal 1 (2)]; \
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa ldausula yang
tercantum dalam suatu pérjanjian tertulis yang dibuat para pihak
sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang
dibuat para pihak setelah timbul sengketa [Pasal 1(3)}

Pengaditan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pemohon;

Pemohon adalah pihak yang mengajukan parmohonan penyelesaian
sengketa melalui arbitrase;

Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrase [Pasal 1 (6)];

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri atau oleh
lembaga arbitrase, unt.uk‘ memberikan putusan mengenai sen'gketa
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalul arb_itrase [Pasal 1
Dl

Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu,




10.

1.

12.

13.

Arbitrase Di Indonesia” dititikk beratkan pada data primer dari penelitian

20

lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat
mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa
[Pasal 8 (8)];

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian
-sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh
para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahfi:

Ex aequo ef bono, adalah berupa kewenangan yang diberikan kepada
para arbiter untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan

kepatutan {Pasal 56]

Execuator adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pangadilan

Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung Rl vang menyatakan

bahwa suatu putusan arbitrase dapat dilaksanakar:

Public Policy adalah alasan yang dapat dipakai untuk diajukannya suatu

sengketa pada peradilan umum, karena klausula yang dibuat para pihak

bertentangan dengan public policy, sedangkan menurut ketentuan yang

beriaku putusan arbitrase tersebut d_apat dilaksanakan:.

Metode Penelition.

Dalam penulisan tesis mengenai “Banding atas Putusan

lapangan yang didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari
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penelttian kepustakaan sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat
diperoleh kesimpulan umum mengenai arbitrase dan upaya hukum terhadap
putusan arbitrase. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penulis

menggunakan metode sebagai berikut :

a) .Metode Pendekatan.

'Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris karena penulisan
ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritik mengenai arbitrase secara
umum dan banding atas putusan Arbitrase., Dalam penelitian normatif ini
yang berlaku adalah teorli-teori hukum normatif sebagai- kerangka
konseptualnya. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologis
dilakukan dengan cara meneliti data yang langsung diperoleh dari data

primer dan dengan melakukan studiiapangan.

'b) Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang berkaitan dengan judul
tesis ini, diperlukan data-data berupa ;

1. Penelitian Kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan
bahan rujukan yang. peneliti peroleh dari bahan-bahan kepustakaan
meliputi : |
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat atau berupa peraturan perundang-undangan dalam




22

hal ini adalah antara lain Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang
arbitrase dan peraturan lain yang berkaitén dengan masalah arbitrase.
Hukum Acara Perdata Indonesia dan butusan-putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian
hukum, bahan-bahan seminar dan ceramah ilmiah, pendapat para ahii,
pendapat beberapa ahli hukum.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum ‘pelengkap untuk menambah
wawasan guna memperiuas cakrawala pandang terhadap analisis
hasil penelitian. Bahan hukum ini berguna untuk memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder soperti
kamus, dan bahan-bahan penunjang lainnya.

2. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan informasi yang diperoleh dari
instansi terkait seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah

Agung dan nara sumber yang terkait.

V. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan selain untuk memenuhi persyaratan
memperoleh derajat Magister limu Hukum gari Universitas Diponegoro, juga
dimaksudkan agar dapat diketahui gambaran tentang pelaksanaan banding

atas putusan arbitrase dilndonesia melalui putusan Pengadilan baik yang




diatur dalam Rv maupun dengan telah berlakunya UU No. 30 tahun 1999

tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut.

V. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai isi
serta tujuan dari penulisan thesis ini penulis menguralkan secara ringkas
tentang sistematika pembahasan yang dibagi dalam empat bab, vyaitu
sebagai berikut :

BAB |

Menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan
perumusan masalah, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian,
kegunaan penelitian guna memberi kemudahan pemahaman akan uraian-
uraian pada bab-bab selanjutnya.

BAB Il

Dalam tinjauan pustaka akan diuraikan ruang lingkup arbitrase, landasan
hukum, éeﬂa tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase (prosedur
arbitrase) yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak

serta bagaimana putusan arbitrase yang harus dilaiisanakan oleh para pihak.

BAB Il
Menguraikan hasil-hasil penelitian terhadap kasus-kasus arbitrase yang
mengajukan tuntutan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan dan

pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada
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bab ini diuralkan hasil penelitian mengenai prosedur dan syarat-syarat
pengajuan banding atau tuntutan pembatalan putusain arbitrase baik yang
diatur datam Rv maupun dengan beriakunya Undang Undang No.30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeleéaian Sengketa.

Setelah diuraikan penelitian terhadap kasus-kasus arbitrase, pada bagian
pembahasan akan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut terhadap
permohonan banding putusan arbitase oleh pihak yang tidak dapat menerima
putusan arbitrase, serta peran fembaga Peradilan yang akan diuraikan
berdasarkan kasus-kasus yang ada baik ditingkat Pengadilan Neger,

Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

BAB IV
Memuat penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa simpulan yang diambil dari hasil

penelitan terhadap banding atas putusan arbitrase yang terjadi d Indonesia

berdasarkan studi kasus yang ada dan memuat saran-saran yang dapat
diajukan sebagai tindak lanjut terhadap perkembangan banding atas putusan

arbitrase di Indonesia,
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA
BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE Di INDONESIA

A LMUM :

| Dalam setiap hubungan hukum (perdata) terbuka kemungkinan
terjadi sengketa terutama disebabkan keadaan dimana pihak yang satu
mempunyal masalah dengan pihak lainnya dalam hubungan tersebut. Komar
Kantaatmadja,SH,LLM (aim)"® menyebutkan bahwa sengketa terjadi jika
salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau .tidak berbuat
sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Sengketa tersebut
harus diselesaikan untuk menjaga keseimbangan hubungan yang telah
terbentuk dan penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau
berdasarkan kesepakatan awal diantara para pihak.
Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi dimana ada pihak yang
- merasa dirugikan oleh pihak lain. Blasanya diawali oleh perasaan tidak puas,
bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun
kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa diruglkan akan
menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan-apabila pihak

kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah

13 ¥ omar Kantastmadja, Beberaga Hal Tentang Arbitrase, Makal sh Path Penataran Hidaum ekonomi
Intertmsionsl, Falaltas Fidum UNPAD, 1989,

(5P T-PUSTAE-IBIP)

e a7
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hubungan konfliktual tersebut. Sebaliknya apabila beda pendapat terus

berkelanjutan maka terjadi apa yang disebut “sengkets”.

Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang
berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai
kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir déngan putusnya jalur
komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar
tanpa memikirkan nasib atau kepentingan pihak lainnya. Untuk adanya
proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar
kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus terpenuhi. Dengan begitu
baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu (common ground)
yang akan menjadi panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat
betjalan.

Ada 3 (tiga) factor utama yang mempengaruhi dalam proses penyelesaian
sengketa :

- Kepentingan (interest)

- Hak-hak (rights)

- Status kekuasaan (power)
Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya
dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan
dipertahankan. Dalam proses penyelesalan sengketa pihqk—pihak yang
bersengketa lazimnya akan bersikeras untuk mempertahankan ketiga faktor

tersebut diatas.
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Dalam kaitan penyelesaian sengketa dilingkup dunia ekonomi, mengenal
salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di luar mekanisme
penyelesaian melalui badan pengadilan (litigasi) yaitu *Arbitrase” dimana
‘mekanisme penyelesaian senlg'ketanya tersebut dilakukan dengan bantuan
pihak ketiga (arbiter) yang ditunjuk dan diberi weweriang oleh para pihak.
Bahwa mengingat dari seluruh mekanisme penyelesaian sengketa yang ada,
ternyata proses litigasi dianggap sebagai paling tidak efisien oleh para pelaku
dunia ekonomi komersial berkenaan dengan ‘waktu -dan biaya yang
dibutuhkan.
Rendahnya kesadaran hukum juga turut mempengaruhi dimana para pihak
yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan
untuk memenangkan perkara, karenanya tidak jarang terdengar ada pihak
yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Yahya Herahep't
menyebutkan beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap
tidak responsive, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan
- kepeMinéan rakyat biasa serta kalangan miskin (ordinary citizen).

Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya
generalis, hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui
secara detail mengenai suatu perkara halmana menjadi pertimbangan bagi

tumpuinya badan pengadilan, Sefain hal itu rumitnya proses pemeriksaan

14 vahya Harshap, Aftermatif Dispute Resclution, BPAN, JTakartahal .16
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perkara di pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan
penyelesaian sengketa sehingga mengakibatkan lambatnya pengambilan
keputusan, Atas dasar hal tersebut dalam dunia perdagangan berpaling pada
“Altematif Dispute Resoiution” (ADR) sebagai alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (litigasi) karena keperluan perniagaan
menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim
perniagaan sedangkan jika melalui lembaga peradilan justru dirasakan tidak
dapat mengakomodasikannya.

Beberapa alasan tersebut, tampaknya menjadi alasan pembenar bagi
terselenggaranya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. .Dengan kata
tain pengadilan (litigasi) hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir (fast resort)
apabila mekanisme non judikatif (Yirst resort) tidak mampu
menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga altematif tersebut juga
tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas vyaituv tidak
diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur baku dalam Alternatif
Dispute Reaolutfon (ADR). Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk
menyelesaikan sengketa tersebut tidak harus berpedoman pada presedur

beracara sebagaimana yang terjadi pada lingkup peradilan (litigasi).
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1. Ruang Lingkup Arbitrase.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, bahwa saat
ini ada tendensi hampir disetiap kontrak dagang mencantumkan klausula
penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan suatu cara
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dikarenakan bahwa pranata
arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pranata peradilan yakni
antara lain :

a. dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak; |

b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural
dan administratif;

¢. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang
cukup mengenai masalah yang sengketakan, jujur dan adil;

d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan

e. pL;tusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan
dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung

dapat dilaksanakan.

Gary Goodpaster, Felix O.Soebagjo, dan Fatmah Jatim', dalam “Tinjauan

terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di

15 - - . 3 “
Gary Goodpaster,Felix O.Subagjo dan Fatimah Jatim, “ArZétrase o Indonesia; Beberapa Contoh
Kasus dan Pelaisanaan dalarn Praiui®” . Dalam Arbitrase d Indonesia, Jakarta Ghalia Indonesia,
1995,




Indonesia”, didalam buku Arbitrase di Indonesia, disebutkan ada beberapa
alasan memilih arbitrase dikarenakan faktor : Kebebasan, kepercayaan dan
keamanan, Keahlian (expertise), cepat dan hemat biaya, bersifat rahasia dan
non preseden, kepekaan arbiter, pelaksanaan putusan, kecenderungan yang
moderen.

Hampir senada, Sudergo Gautama' dalam bukunya “Arbitrase Dagang
Internasional”, juga menyebutkan beberapa alasan yang - menjadikan

arbitrase demikian popular dalam transaksi-transaksi dagang internasiona,

antara lain :
a, dihindarkannya publisitas;
b. tidak banyak formalitas:
¢. bantuan pengadilan hanya pada taraf eksekusi:
d. baik untuk pedagang-pedangan bonafide;
e. ﬁda jaminan dari perkumpulan-perkumpulan pengusaha;

f.  lebih murah dan lebih cepat.

Bahwa sekalipun semua kelebihan tersebut diatas tidak seluruhnya dapat

menjamin proses penyelesaian sengketanya secara cepat; namun

penyelesaian sengketa melalui arbitrase qleh pengusaha masih lebih diminati
daripada proses melalui litigasi, terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat

infernasional.

15 Sucdargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, Bandmg, Alumni, 1986,
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“Arbitrase” yang berasal dari kata arbifrare (latin), arbitrage
(Belanda), arbitratfon (Inggris), Schiedspruch (Jerman) dan arbitrage
(Perancis} yang berarti kékuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut
kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.
Batasan Arbitrase sebagaimana dirumuskan oleh Abdulkadir Muhammad
" bahwa “Arbitrase adalah badan peradilan-swasﬂa di luar lingkungan
peradilan umum, yang dikenall khusus dalam dunia perdagangan. Arbitrase
adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan se;ndiri secara sukarela oleh

pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar

- pengadilan negera merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak

bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat
sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan

berkontrak dalam hukum perdata® (Abdulkadir Muhammad, 1993:276).

Demikian halnya menurut Frank Elkoury dan Edna elkoury '
dalam bukunya “How Arbitrase Works” Woshington DC (1974), dikatakan
bahwa Arbitrase adalah suatu proses mudah atau simple yang dipilih oleh
para pihak secara suka rela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah
yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka

berdasarkan dalil-dalit dalam perkara tersebut.

17 Abdulkadir Muhamad, Pengantar Fukum Perusahaan Indonesia, Banding, PT.Citra Aditya Baki,
1993,

18 M.Husseyn Umar den A Supriyani Kardono, Hikum dan Lenioga ArBitrase Di Indonesia,
Komporen Hikum Ekonomi elips Project, 1995, '
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Merujuk pada pengertian arbitrase yang diberikan dalam pasal 1 angka 1
Undang Undang No.30 Tahun 1999, dapat dikemukakan bahwa

a. arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;

b. perjanjian arbitrase harys dibuat dalam Bentuk tertulis,

¢. perjanjlan arbitrase tersebut merupakﬁn perjanjian  untuk

menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Berkenaan hal tersebut sungguhpun yang namanya arbitrase itu
bermacam ragam pengertian dan pengaturannya disetiap negara, namun dari
pengertian arbitrase tersebut dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis atas
suatu arbitrase yakni :

1. Adanya kontroversi diantara para pihak.

2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter.

3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu.
Arbiter adalah pihak diluar badan peraditan umum.

Dasar pengajuan sengketa arbitrase adalah perjanjian.

o o

Arbiter melakukan pemeriksaan perkara.
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan

arbitrase tersebut dan mengikat para pihak,

Berdasarkan karakteristik juridis tersebut diatas jelas bahwa
keberadaan arbitrase tidak lain didasarkan pada adanya kesepakatan para

pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian baik sebelum terjadinya
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sengketa maupun setelah terjadi sengketa untuk menyelesaikan sengketa
diluar peradilan umum. Sehingga atas dasar adanya kesepakatan
penunjukkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, maka salah
satu pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta

proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui prosedur

arbitrase.

2. Perjanjian Arbitrase bersifat Asesor

Perjanjian arbitrase bukanlah perjanjian bersyarat atau
voorwaardelijke verbintenis dan tidak termasuk pada pengertian ketentuan
Pasal 1253-1267 KUHPdt. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian arbitrase
tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu dimasa yang akan
datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan
perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang
berwenang menyelesaikan perselisihan (disputes settlement) atau
difference yang terjadi antara pihak yang berjanji.

Fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada
masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Disamping itu
para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian perselisihan
yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan
resmi tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang

bersifat netral yang lazim disebut “wasit” atau “arbitrase”. Jika pada




perjanjian bersyarat yang lazim disebut contractsbeding, maka pelaksanaan
dan pemenuhan perjanjiannya digantungkan pada suatu kejadian atau
perbuatan di masa yang akan datang (foekomstig). Demikian ‘pula syarat
yvang terdapat pada perjanjlan bersyarat merupakan satu kesatuan yang tak
terpisah dalam perjanjian, syarat dalam perjanjian bukan merupakan
tambahan yang ditempelkan dalam perjanjian tetapi meliputi pokok atau
materi perjanjian.

Lain halnya dengan perjanjian arbitrase, yang tidak melekat
menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase
yang lazim disebut “klatsula arbitrase” merupakan tatmbahan yang
diletakkan pada perjanjian pokok, itu sebabnya mengapa disebut sebagat
perjanjian “Asesor’. Keberadaannya hanya sel;agai tambahan kepada
pe‘rjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan
pemenuhan perjanjian. Astinya tanpa klausula arbitrase, pemenuhan
perjanjian pokoknya tidak terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase
tidak be'rakibat batal dan cacatnya perjanjian pokok. Sehingga dalam hal
lumpuhnya perjanjian pokok ataupun pemenuhan terhadap perjanjian pokok
dengan sendirinya kiausula arbitrase tersebut akan khilang fungsinya. Dapat
difihat bahwa tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri
dengan sempurna, sebaliknya tanpa adanya perjanjian pokok para pihak

tidak mungkin dapat mengadakan ikatan perjanjian arbitrase.
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Bahwa sifat perjanjian arbitrase yang merupakan perjanjian
accessoir dari perjanjian pokoknya, yang berarti perjanjian pokok menjadi
dasar lahimya kiausula atau perjanjian arbitrase. Pelaksanaan perjanjian
pokok tidak bergantung pada perjanjian arbitrase, sebaliknya pelaksanaan
perjanjian arbitrase bergantung pada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian
pokok tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase menjadi batal

dan tidak mengikat para pihak. Dengan kata lain perjanjian arbitrase tidak

" bisa berdirl sendiri dan mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase tidak

berbarengan dengan perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase ini dibuat dengan
maksud menentukan cara dan pranata hukum yang akan menyelesaikan
sengketa atau perselisihan yang timbul dalam perianjian pokok.

Atas dasar hal tersebut jelas sudah bahwa perjanjian arbitrase merupakan
perjaniian asesor yang berisi persyaratan khusus mengenal cara
penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Karena yang
akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai perselisihan-
perselisiﬁan yang timbul dari perjanjian pokok, sehingga bagaimana mungkin
mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada
(M.Yahya Harahap,1991:96)'°, itulah sebabnya mengapa disebut "klausula
arbitrase’ atau “arbitration clause” yang berisi cara penyelesaian sengketa

melalui wasit atau arbiter, sehingga klausula arbitrase yang ditambahkan.

1 M. Yahya Harahap ArZétrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991 hal 96.




dalam perjanjian pada hakikatnya berada diluar isi atay materi perjanjian

pokok.

3.  Kausula Arbitrase merupakan “Pacta Sunt Servanda”.

| Bahwa makna Pacta Sunt Servanda, dimana kata pacta berasal
dari kata pactum (latin) yang berarti agreerment atau perfanjian. Sehingga
dari perkataan pactum, Iahir ungkapan pacta sunt servanda yang
kemudian berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum yang
mengandung makna “setiap 'per]'anjian vang sah (legal agreement)
mengikat kepada para pihak, oleh karena itu para pihak wajib
menaatinya”. Lebih lanjut makna tersebut dipertegas lagi bahwasanya semua
persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi
para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan
itikad baik.

Jika makna tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata , serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat asas yang
yang sangat esensial untuk diterapkan yang menentukan kewenangan
yurisdiksi arbitrase yakni :

- setiap perjanjian adalah mengikat kepada para pihak,
- kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang,

. hanya dapat ditarik atas kesepakatan bersama para pihak.
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Berkenaan dengan klausula arbitrase yang merupakan persetujuan atau
kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, maka asas-asas
vang terkandung dalam pacta sunt servanda dan ketentuan Pasal 1338
KUH Perdata, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase.

Acuan penerapannya bahwa:

- persetujuan arbitrase mengikat secara mutiak kepada para pihak,

- oleh karena itu apabila'timbul sengketa dari apa yang telah mereka
perjanjikan, kewenangan untuk ‘menyelesaikan dan memutus
sengketa “mutiak” menjadi kewenangan badan arbitrase, |

- dengan demikian, pengadilan tidak berwenang memeriksa dan
mengadili sengketa secara mutlak, dan

- gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas
ditarik kembali atas kesepakatan para pihak, serta

- tidak dibenarkan hukum, penarikan secara diam-diam apalagi

penarikan secara sepihak atau secara unilateral.

Atas dasar hal tersebut .sejak para pihak mengadakan perjanjian
arbitrase, maka para pihak secara mutlak telah terikat. Kemutlakan
keterikatan kepada perjanjian arbitrase ini, dengan sendirinya mewujudkan
kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus
sengketa vyang timbul dar perjanjian. Adapun gugurnya kewenangan.
mutlak badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa

arbitrase, hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan
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setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Sehingga ada
tidaknya eksepsi yang diajukan dalam hal gugat sengketa senyatanya
diajukan ke pengadilan, pengadilan harus tunduk menyatakan diri tidak
berwenang untuk mengadili.

Bertolak belakang dari aliran pacts sunt servenda ini yang justru
menganggap bahwa klausula arbitrase bukan publik orde (niet ven
openbaar orde), dimana penarikan klausula arbitrase dapat dibenarkan

secara diam-diam, bahkan dapat ditarik secara ‘sepihak dengan jalan

mengajukan gugat sengketa ke pengadilan. Sehingga apabila salah satu:

pihak telah mengajukan gugat sengketa ke pengadilan,dan pihak lawan tidak
mengajukan eksepsi, dianggap Idausula arbitrase “gugue” dan
kewenangan mengadili sengketa yang timbul menjadi kewenangan
pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No.30 Tahun 1999, yang
secara tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk
mengadili .sengketa para pihak yang telah terikat dalam pefjénjian arbitrase”,
hal ini membuktikan bahwasanya penerapan klausula arbitrase dalam suatu
perjanjian secara juridis adalah merupakan “Pacta &mt Servanda”. Artinya
para pihak vang tanpa adanya paksaan sepihak telah sepakat untuk
menyelesaikan masalah yang terjadi dilakukan melalui badan arbitrase.

Dengan demikian Pengadilan dalam hal adanya gugat sengketa yang
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memuat klausula arbitrase, wajib tanpa harus ada eksepsi .menyatakan diri

untuk tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa arbitrase.

B. LANDASAN HUKUM ARBITRASEDI!ND&)I\ESIA

Di Indonesia sebenarnya arbitrase sudah dikenal dalam
peraturan perundang-undangan sejak berlakunya hukum acara perdata
Belanda, yaitu sejak mulai ‘berlakunya Reglement op de Burgeriijke
Rechtvordering (Rv). Sungguhpun begitu secara institusionai sejarah
perkembangan arbitrase  kita mendapatkan momentumnya dengan
terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tahggal 3 Desember 1977
(Munir Fuady,2000:27)%.

Semula arbitrase diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa
dan mereka yang dipersamakan dengan itu, yang péngaturannya terdapat
dapat Reglement op de Burgeriijke Rechtsvordering = B.Rv atau Ry,
yang merupakan hukum perdata bagi golongan Eropa dan mereka yang
dipersamakan dengan itu dengan Raad van Justitie dan Residentie-gerecht
sebagai badan peradilannya.

Sebagai pedoman aturan umum arbitrase yang dianut dalam Reglement
Acara Perdata, meliputi fima bagian pokok :
- Bagian Pertama (615-623) : Persetujuan arbitrase dan pengangkatan

arbitor atau arbiter.

2 Munir Foady, Ariitrase Nasional (Aernatif Feny elesaian Sengheta Bisnis), PT.Citra Aditya
Bakdi, Bandung, 2000, hal 27,
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- Bagian Kedua (6824-630) : Pemeriksaan dimuka badan arbitrase.
- Bagian Ketiga (631-640) : Putusan Arbitrase.
- Bagian Keempat (641-647) : Upaya-upaya-terhadap putusan arbitrase

- Bagian Kelima (647-651) . Berakhirnya acara acara arbitrase.

Bahwa kemudian hukum acara perdata golongan penduduk
Bumiputera dan Timur Asing, lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan pula
oleh golongan penduduk Bumiputera dan Timur Asing dalam menyelesaikan
perselisihannya. Ketentuan Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg menentukan
bahwa jika orang Bumiputera atau Timur Asing menghendaki perselisihan-
mereka diputuskan oleh juru pisah atau arbiter, maka mereka wajib menuruti
peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi orang Eropa.
Bahwa dalam Rv, antara lain terdapat ketentuan diperkenankan kepada
siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang
berada dalam kekuasaannya untuk melepaskan, untuk menyerahkan
pemutusén sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang arbiter.
Bahkan diperkenankan mengikatkan diri satu sama !ain untuk menyerahkan
sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada pemutusan
seorang atau beberapa orang arbiter.

Sejalan dengan isi aturan pada Pasal |l Aturan Peralihan
Undang-Undang Dasar 1945, rnaka ketentuan hukum kolonial masih tetap

berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur dalam Undang
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Undang Dasar 1945, Dengan belum adanya pengaturan tersendiri terhadap
arbitrase tersebut maka hukum acara perdata kitapun dengan sendirinya
masih bersumber pada. Reglemen Acara Perdata (Regleament op de
Rechsvordering, Staatblad,1847:52), Reglemen Indonesia yang diperbaharui
(Het. Herziene Indonesich Reglement Staatblad 1941:44) dan Reglemen
Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement
Buitengewesten Staatbied,1927:227). Ketentuan dalam Rv tersebut yang
dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbiterase di iIndonesia.

Bahwa dalam penyelenggaraan kekuasan kehakiman yang
diserahkan kepada badan peradilan, berpedomaﬁ pada Undang Undang
No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.35
Tahun 1999, merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar
dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan yang masing-
masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebelumnya melalui Undang
Undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan
Pengadila'n Mahkamah Agung Republik Indonesia, pernah disinggung soal
arpitrase atau perwasitan. Pada Pasal 15 dan dihubungkan Pasal 108
ditentukan bahwa Mahkamah Ag".ung juga memutuskan pada tingkat kedua
atau putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga dua puluh lima rupiah
atau lebih. Demikian halnya menurut Pasal 39 dan penjelasannya dari
Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikatakan

bahwa Mahkamah Agung dapat diseritugas dan kewenangan lain
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berdasarkan undang-undang misainya arbitrase. Dengan demikian nampak
bahwa undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung sudah
memberikan dasar hukum arbitrase di Indonesia.

Bahwa sistematika aturan arbitrase ‘yang terdapat dalam
Reglement Acara Perdata yang wajib dituruti dan pada saat itu dianggap
sudah mencukupi kebutuhan praktek. Akan tetapi memperhatikan laju
pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dan laly fintas di bidang
perdagangan, baik nasional maupun internasional serta perkembangan
hukum pada umumnya yang semakin cepat dan beraneka ragam, ketentuan
arbitrase tersebut dirasakan sudah tidak mengakomodir lagi, sehingga perlu
dipikirkan dan diusahakan pembangunan dan pembaharuan hukum dibidang
arbitrase yang lebih utuh dan terpadu, meliputi segala segi yang menyangkut
arbitrase asing yang diputus diluar negeri. Hal ini didasarkan pertimbangan

bahwa ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam Reglemen Hukum

Acara Perdata (Rv), belum meliputi hakhal yang berkenaan dengan.

pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing. Bahkan mengenai masalah
upaya bandin.g atas putusan arbitrase yang diﬁtur dalam Pasal 6815 Rv bisa
menimbulkan ketidak-pastian hukum. Demikian pula mengenai masalah
pemeriksaan apakah mesti bersifat audit et alteram partem yang merupakén
asas yang bersifat imperatif. Sifat imperatifnya sampai meliputi keharusan
para pihak mesti hadir atau diwakili dalam forum arbitrase, sehingga benar-

benar tercipta suatu forum yang memberi kesempatan yang pantas dan layak
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kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan
kepentingannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka diwujudkan dalam Undang Undang
No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang Undang ini selain mengatur mengenai arbitrase, juga mengatur
mengenai pilihan penyelesaian sengketa lainnya. Adapun falsafah yang

melatar belakangi pengesahan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yakni ;

a. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
penyelesaian sengketa disamping dapat diajukan ke peradilan umum
juga terbuke kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa;

b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk
penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah ticfak sestef lagf
dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut, maka
perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan -Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

Dengan berlakunya ketentuan Undang Undang No.30 Tahun 1999, maka
dengan sendirinya ketentuan-ketentuan yang mengatur arbitrase yang ada
dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 yang

berbunyi :
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“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai
arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai Pasal
651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering,
Staathlad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang
diperbaharui (Het Herziene Indonesich Reglement, Stastblad
1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa

dan Madura (Rechtsreglement  Buitengewesten, Staatblad,
1927:227), dinyatakan tidak berlaku”

C. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE -

Secara umum dapat dikatakan bahwa jalannya pemeriksaan

sengketa arbitrase oleh lembaga Arbitrase tidak akan jauh berbeda dengan

jalannya proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan pada

umumnya. Proses jalannya pemeriksaan tersebut akan meliputi antara lain
acara yang dipergunakan, bahasa yang dipakai, system pembuktian yang
diterapkan, hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan, serta alur
jalannya pemeriksaan itu sendiri yang dimulai dari sejak permohonan- untuk
pemeriksaan sengketa diajukan hingga pada akhirnya dijatuhkan suatu
putusan pada tingkat akhir yang mengikat para pihak yang meminta
penyelesaian perselisihan atau sengketa mereka dilakukan melalui- pranata

arbitrase-tersebut.
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Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk menentukan sendiri acara dan proses arbitrase yang akan digunakan
dalam pemeriksaan sengketa. Artinya dalam pelaksanaan prosedur
Arbitrase, prinsipnya dapat diatur atau ditentukan sendii oleh para pihak.
Namun dalam hal tidak ditentukan oleh para pihak maka prosedur tersebut
akan ditentukan oleh para arbiter apabila para pihak telah setuju untuk
mengajukan sengketa kepada Arbiter, BANI atau Badan Klausula Arbitase
telah diperjanjikan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan oleh
arbiter menurut prosedur BANI, maka penyelesaian tersebut akan
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase yang telah
ditetaplcan BANY, yang mulai berlaku sejak Desember 1977. BANI memiliki

kewenangan untuk menyatakan bahwa surat permohonan penyelesaian

sengketa dapat diterima atau tidak dalam jangka waktu 30 (tiga puluth) hari, |

Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, apabila perjanjian yang

menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau klausula
arbitrase. tersebut dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan
" BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.

Dalam kerangka pelaksanaan proses pemeriksaan sengketa
arbitrase, diawali dengan penyampaian surat tuntutan oleh pemchon.

Penegasan ini disebutkan dalam Pasal 38 Undang Undang No6.30 Tahun

1999, antara lain menyatakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh

arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampailkan surat
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tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase. Proses penyampaian surat
tuntutan dimaksud sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase
pada BANI, menyebutkan bahwa, *“Prosedur Arbitrase dimulai dengan

didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase, .dalam

| register BANI, oleh sekretaris”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 (1) menyebutkan persyaratan surat

permohonan harus memuat :

a. Nama lengkap dan tempat -'tingg,al (tempat kedudukan) kedua belah pihak;
b. Suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa;

¢. Apa yang dituntut,

Segera setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua
majelis arbitrase akan menyampaikan satu salinan surat tuntutan tersebut
kepada termohon. Penyampaian surat tuntutan tadi defngan disertai perintah
bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara

tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

'diterimanya saliman tuntutan oleh termohon. Dalam hal pihak termohon tidak

menyampaikan jawabannya maka arbiter atau majelis arbiter wajib
memanggil termohon hadir dipersidangan arbitrase yang ditetapkan dalam
jangka waktu 24 (empat belas) hari terhitung mulai dikeluarkannya surat
perintah pemanggilan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 (2) dinyatakan bahwa pada surat

permohonan hatrus dilampirkan salinan dari masalah atau akta perjanjian
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yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada Arbitrase
atau badan

Arbitrase atau perjanjian yang memuat Kausula Arbitrase, yaitu ketentuan-
ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian
tersebut akan diputus oleh arbiter atau badan arbitrase.

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis,
artinya pihak pemohon harus mengajukan surat tuntutan secara tertulis
kepada arbiter atau majelis arbitrase, demikian halnya dengan pihak
termohon juga akan memberikan jawaban dalam bentuk tertulis. Namun
demikian berdasarkan Pasal 36 (2) Undang Undang No.30 Tahun 1999,
memberikan kemungkinan pemeriksaan sengketa dalam arbitrase dilakukan
secara lisan. Pemeriksaan secara lisan ini dapat dilakukan dengan
memenuhi persyaratan, yaitu :

a. apabila disetujui oleh para pihak yang bersengketa; atau

b. apabila hal itu dianggap periu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Selanjutnya dalam hal suatu surat permohonan yang diajukan
oleh seorang juru kuasa, maka surat kuasa khusus untuk mengajukgn
permohonan tersebut harus dilampirkan pula. Berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 29 (2) Undang Undang No.30 Tahun 1999, kita dapat mengetahui
kalau pemberian kuasa tersebut harus dilakukan secara tertulis, bentuknya
tertulis yang berisikan pemberian kuasa secara khusus untuk mewakili

kepentingan salah satu pihak yang bersengketa. Pemberian kuasa dalam
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bentuk tertulis yang dinamakan Surat Kuasa Khusus (bijzondere

schrifftelfike machtiging) ini-dianggap paling baik dan sempurna. Walaupun

dalam Pasal 123 (1) HIR/Pasal 147 (1) Rbg yang memperkenankan
pemberian kuasa untuk mengurusi perkara di pengadilan secara lisan,
namun khusus untuk arbitrase disyaratkan pemberian kuasa dilakukan
secara tertulis (Bandingkan M. Yahya Herahap,1991:210)%'.
Tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi surat kuasa khusus di
depan sidang arbitrase, juga mengikuti ketentuan yang berlaku di depan
sidang pengadilan. Syarat formal dimaksud adalah hal-hal yang mesti
tercantum dalam surat kuasa meliputi mencantumkan identitas para pihak
yang berperkara, mencantumkan objek dan kasus yang disengketakan dan
menyebut di depan arbitrase mana sengketa yang akan diselesaikan
(M.Yahya Harahap, 1991:211)%. Salah satu hak-hal tidak dimuat dalam
kuasa khusus tersebut menyebabkan surat kuasa menjadi tidak sah,
sehingga berakibat pemegang kuasa tidak sah bertindak sebagai kuasa
mewakili kepentingan pemberian kuasa.

Selanjutnya sesuai Pasal 2 (3) dalam surat pérmohonan
tersebut pemohon dapat menunjuk (memilih) seorang arbiter atau

menyarahkan penunjukan arbitase itu kepada Ketua BANI. Demikian

halnya dengan yang tersurat dalam Pasal 5 (2) menyebutkan bahwa

dalam jawaban tersebut si termohon harus pula menunjukan {memilih)

2! M Yatrya Harahap Op.Cithal 210
22 M. Yahya Harahap Cp.Ci¢ hal 211
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seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada ketentuan

BANI. Penunjukan arbiter sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan UU

No.30 Tahun 1998, dapat dilakukan dengan beberapa céra yakni :

a Penunjukan oleh para pihak.

Penunjukan cara ini dapat berdasarkan pada akta compromitendo
dimana para pihak menunjuk arbiternya dalam kontrak atau perjanjian
sebelum terjadinya sengketa, ataupun kedalam suatu akta compromise
dimana penunjukan arbiternya ditentukan dalam suatu kontrak khusus untuk

itu yang dibuat setelah terjadinya sengketa.

b. Penunijukan oleh hakim
Cara lain dalam pengangkatan atau penunjukan arbiter adalah dengan
meminta bantuan hakim atau Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk

arbiter atau majelis arbitrase, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan

" datam penunjukan arbiter (vide Pasal 13, 14 (3), Pasal 15 (4) UU No.30

Tahun 1999).

C. Penunjukan oleh Lembaga Arbitrase.

Disamping cara tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dalam hal
para pihak tidak berhasil menentukap arbiternya, kemungkinan lainnya
adalah dengan meminta lembaga arbitrase untuk menyusun suatu majelis

arbitrase atau arbiter tunggal. Penunjukan arbiter tunggal harus mendapat
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persetujuan kedua belah pihak, sebaiiknya untuk penunjukan majelis
arbitrase maka jumlah arbiter yang dipilih sebanyak 3 (tig;a) orang dimana
para pihak terlebih dahulu menunjuk 2 (dua) orang arbiter yang mewakili
masing-masing pihak dan selanjutnya para arbitef tersebut berwenang
memilih dan menunjuk arbiter ketiga yang diangkat sebagai ketua majelis
arbitrase.
Lebih lanjut dalam Pasal 2 (4) dinyatakan bahwa Pendaftaran tidak akan
dilakukan oleh sekretaris apabila biaya-biaya pendaftaran dan
administrasifpemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang
biaya Arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon. |

Pasal 3 UU NO. 30 TAHUN 1999, menyatakan bahwa
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak

yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Berkenaan hal diatas, dalam Pasal 3 (1) disebutkan bahwa, “BANI akan

menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila perjanjian yang
menyeraﬁkan pemutusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau
klau.sula arbitrase tersebut diatas dianggapnya tidak cukup untuk dijadikan
dasar kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu”.
Bahwa sengketa yéng dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya mengenai
halhal yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa. Sedangkan terhadap sengketa yang tidak dapat diselesalkan

melalui arbitase adalah meliputi :
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a. Pemberian dan hibah untuk biaya hidupnya, tempat tinggal dan sandang.

b. Perceraian.
c. Status hukum seseorang.
d. Kepentingan anak dibawah umur dan
o. Sengketa lainnya yang menurut peratruran perundang-undangan tidak
dapat diadakan perdamaijan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
(1) tidak terpenuhi maka putusan tentang tidak dapat diterimanya
permohonan arbitrase tersebut diberitahukan kepada si pemohon dalam
waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari. Bila hal ini terjadi maka, biaya

pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon Pasal 3 (3).

Sejalan hal tersebut dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa :
1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara
mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah
" memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan
dalam putusannya apé yang mérupakan hak dan kewajiban para
pihak jika hal ini tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian

mereka.

2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu

dokumen yang ditanda tangani oleh para pihak.

UPT-PUSTALTHP)

4
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Ayat ini menentukan syarat arbitrase harus dilaksanakan oleh
para pihak secara terfulis dimaksudkan untuk menghiﬁdarkan timbulnya
persoalan, apakah para pihak memang telah mengadakan persetujuan untuk

menyelesaian persengketaan antara mereka melalui arbitrase atau tidak atau

untuk lebih menjamin kepastian.

Dalam Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa. “Apabila perjanjian
Arbitrase atau klausula arbitrase menunjuk BANI sebagai badan arbitrase
yang akan memutus sengketa atau apabila dengan tegas disebutkan bahwa
pemutusan akan dilakukan oleh sesuatu badan arbitrase menurut Peraturan
Prosedur BANI, maka sengketa akan diperiksa dan diputus menurut
ketentuan-ketentuan berikut *.

Adalah diperbolehkan bahwa BANI atas persetujuan kedua
belah pihak memeriksa dan memutusi suatu sengketa dengan mémakai
ketentuan-ketentuan prosedur yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan
tersebut. Persetujuan yang dimaksud harus diadakan dengan tegas dan
tertulis.

Pasal 5 (1) menyebutkan, “Apabila perjanjian yang
menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau Badan Arbitrase
ataupun klausula arbitrase dianggapnya sudah mencukupi, maka ketua BANI
mengeluarkan perintah untuk menyampaikan :.salinan dari surat permohonan

kepada sitermohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan
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tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu tiga puluh
hari. Apabila termohon menjawab surat tuntutan pemohon tersebut, maka
arbiter atau ketua majelis arbitrase. wajib untuk segera setelah diterimanya
jawaban termohon menyerahkan salinan dimaksud kepada pemohon dan
bersamaan dengan ity arbiter atau majelis arbitrase akan memerintahkan
kepada kedua belah pihak atau kuasanya untuk menghadap di mﬁka sidang
arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai

dikeluarkannya perintah pemanggilan itu.

Lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 disebutkan

bahwa :

1. Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka terlebih
dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya suatu
perdamaian.

2. Apabila usaha tersebut berhasi, maka majelis akan
membuatkan suatu akte perdamaian dan menghukum kedua
befah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut.

3. Apabila usaha untuk mencapai perdahaian tidak berhasil, maka

BANI akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa

yang dimintakan keputusan itu.

Dalam hal sebagaimana dimakéud dalam Pasal 13 perintah
pemanggilan untuk datang menghadap tidak dipenuhi tanpa suatu sebab

oleh termohon, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kepadanya




54

akan dilakukan panggilan kembali, namun jika panggilan kedua tersebut
termohon tetap tidak juga datang tanpa alasan yang sah padahal kepadanya
telah dipanggil secara patut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya termohon
dan tuntutan pemohon akan dikabulkan kecuali tuntutan tersebut oleh majelis
arbitrase dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.

Selanjutnya jika atas pemanggilan menghadap, kedua belah
pihak hadir maka kepadanya dipersilahkan menjelaskan pendirian masing-
masing serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap pertu untuk
menguatkan pendiriannya tersebut,

Sengketa arbitrase hanya dapat diselesaikan bila disertai dengan bukti-bukdi,
artinya tuntutan hanya akan dikabulkan cleh arbiter atau majelis arbitrase bila

para pihak bersengketa dapat membuktikan tuntutannya tersebut dengan

cara mengajukan sejumlah alat-alat bukti sebagai pendukungnya. Meskipun’

dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999 tidak mengatur secara khusus
alat-alat bukti yang sah yang dipergunakan dalam pemeriksaan arbitrase,
akan tetépi dengan perpedoman pada system pemeriksaan arbitrase harus
dilakukan secara tertulis, disamping bukti-bukti lainnya yang diatur dalam
hulkum acara perdata.

Sejalan dengan proses pemeriksaan pembuktian, dalam
peraturan prosedur BANI Pasal 14 yang mengatur tentang pembuktian yang

dianggap sah digunakan untuk membuktikan statement of claim dari claimant
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atau statement of defence dari pihak respondent, hanya mensyaratkan alat
buktinya.berupa :

. alat bukti keterangan para pihak dalam bentuk pengakuan;

- alat bukti keterangan saksi, dan |

- alat buldi keterangan ahili.
Adapun terhadap alat bukti surat atau dokumen tidak disinggung secara
tegas-tegas, meskipun demikian dari rumusan keterangan ayat (1) yakni
“serta mengajukan bulti-bukti yang oleh mereka dianggap periu”, maka
pengertian alat bukti yang dianggap perlu untuk membuktikan dalil atay
bantahan yang dibenarkan dalam kehidupan praktek dan perundang-
undangan di Indonesia adalah termasuk alat bukti surat, persangkaan
(vermoeden) dan alat bukti sumpah .

Selain alat bukti dokumentasi, alat bukti lainnya yang
ditekankan oleh Undang Undang No.30 Tahun 1999 adalah keterangan yang
diperoleh dari saksi dan saksi ahli baik atas prakarsa para pihak maupun oleh
arbiter atéu majelis arbitrase sendiri, untuk didengar keterangannya. Secara
khusus pemeriksaan saksi dan saksi ahli diatur dalam Undang Undang No.30
Tahun 1999, dimana pada prinsipnya dikatakan bahwa pemeriksaan saksi
dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase. diselenggarakan
menurut cara dan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Ini

berarti bahwa tata cara pemeriksaan saksi dan saksi ahli dalam arbitrase
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mengikuti atau sama dengan tata cara pemeriksaan saksi dan saksi ahli yahg
diatur dalam hukum acara perdata kita, tericecuali diadakan secara khusus.

Sebelum memberikan keterangan, para saksi maupun ahli
dapat disumpah terlebih dahulu, bahwa mereka hanya akan menarangkan
apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh. Untuk itu keterangan
yang diberikan saksi haruslah berisikan keterangan mengenai suatu peristiwa
yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, bukan suatu rekaan dari saksi
serta menyebut segala sebab pengetahuan saksi.

Adapun pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh
karena berpikir, bukanlah suatu kesaksian. Syarat kesaksian yang demikian
itu diatur dalam Pasal 171 HIR/197 Rbg/Pasal 1907 KUHPardata. Selain hal
tersebut kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi harus didukung oleh
alat bukti lainnya paling tidak suatu kesaksian disampaikan oleh 2 (dua)
orang dan satu sama lain saling berhubungan. Ini sejalan dengan isi pasal
169 HIR/306 RBg/177 Rv yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi
saja dengén tidak ada bukti lain tidak dapat dipercayai didalam hukl.im (unus
testis nullus testis).

Mengenai saksi ahli Pasal 50 Undang Undang No.30 tahun
199, mengatur mengenai kesaksian saksi ahli untuk dimintakan
keterangannya -secara tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang
berhubungan dengan pokok sengketa. Keterangan ahli yang diwujudkan

dalam bentuk tertulis isinya bukanlah suatu kesaksian, melainkan berisikan
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pendapat atau pernilaian tertentu terhadap suatu persoalan khusus yang
diminta oleh arbiter atau majelis arbitrase ataupun para pihak yang
berhubungan erat dengan pokok sengketa arbitrase. Sifatnya tidak mengikat
arbiter atau majelis arbitrase, tetapi hanya sebagai bahan bagi arbiter atau
majelis arbitrase untuk memutus sengketa arbitrase yang bersangkutan.
Arbiter atau majelis arbitrase bisa sependapat atau juga tidak 'sependapat
dengan keterangan yang diberikan ‘saksi ahli tersebut. Fungsi utama
keterangan ahli dimaksud adalah untuk lebih membuat terang atas dasar
keahliannya mengenai suatu hal/perkara yang sedang dipei'iksa' di muka
pengadilan. Namun demikian pada dasarnya siapa saja memﬁunyai
kewajiban memberikan kesaksian baik diminta maupun tidak diminta oleh
forum pengadilan atau arbitrase, asalkan dirinya mampu melakukan
perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase,
pemeriksaan dimuka sidang arbitrase dilakukan dengan “pintu tertutup”,
berbeda dengan sidang pemeriksaan peradiian perdata yang pada prinsipnya
ditakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal tertenty. Ini berarti
persidangan pemeriksaan pengadilan dilakukan dibawah pengawasan publik,
sehingga diharapkan dapat menjamin lahirnya pengadilan yang jujur, adil dan
bersih, .

Lain halnya dengan proses pemeriksaan arbitrase, semua

pemeriksaan yang dilakukan oleh arbiter atau majeiis arbitrase dilakukan
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secara tertutup tanpa ada kecualinya. Prinsip tertutup ini ditegaskan dalam
Pasal 27 U‘ndang Undang No.30 Tahun 1999, bahwa semua pemeriksaan
sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Sifat
kerahasiaan ini cenderung menjadi pilihan utama bagi kalangan usahawan
vang tidak menginginkan masyarakat umum mengetahui adanya
perselisihan, sengketa atau bahkan perkara perdata yang dialami oleh
usahanya dengan pihak lain yang juga merupakan mitra usahanya
(Gunawen Widjaya dan Ahmad Yani,2000:79)%.

Pelaksanaan sidang arbitrase yang dilakukan secara tertutup Inilah yang
merupakan salah satu ‘kelebihan” perbedaan dari lembaga arbitrase
terhadap lembaga peradilan pada umumnya.

Walaupun secara analogis dibolehkan pemeriksaan secara
terbuka untuk umum, asal hal tersebut atas persetujuan kedua belah pihak.
Prinsip pemeriksaan dengan pintu tertutup tampaknya bersifat “/mperatif”.
Artinya prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, akibatnya bisa fatal dimana
pemerik#aan dan putusan akan menjadi batal demi hukum atau null and void
sehingga sengketa harus diperiksa ulang kembali- dengan pintu tertutup.
Sekiranya pemeriksaan dilakukan secara terbuka unfuk umum namun para
pihak diam tidak mengajukan keberatan, maka hal tersebut dapat ditafsir

sebagai persetujuan diam-diam. Namun jika salah satu pihak saja yang

2 Gunawan Wicfaya dan Abmad Yani, Hiun Arbitrase, PTRajaGrafindo Persade, Jakarta,
2000,hal 79
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mengajukan keberatan, tetap mengakibatkan pemeriksaan dan. putusan
menjadi batal demi hukum.

Selanjutnya dalam proses .pemeriksaan selama belum
dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya, namun
apabila sudah ada jawaban dari si termohon maka pencabutan itu hanya
diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Ketentuan ini bertujuan untuk
melindungi kepentingan termohon agar tidak dirugikan sebagai akibat
dicabutnya surat permohonan arbitrase tersebut.

Adanya' perubahan maupun pen.ambaha.-n terhadap tuntutan
arbitrase hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon. arbitrase.
ttupun yang boleh dilakukan adalah sepanjang perubahan atau penambahan
yvang menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja. Sedangkan yang
menyangkut onderwerp van den els, yakr?i isi tuntutan dan dasar-dasar
hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dua hal ini yang tidak diperkenankan
untuk diubah atau ditambah, berupa ist dan dan dasar hukum tuntutan (vide
Pasal 47 '(2) Undang Undang No.30 Tahun 1998).

Sekalipun dimungkinkannya melakukan perubahan ataupun penambahan
tersebut namun datam ketentuan Undang Undang Arbitrase tidak diatur Iébih
lanjut mengenai batas-batas perubahan atau penambahan surat tuntutan
arbitrase yang diperbolehkan, Ini berarti bahwa arbiter atau majelis arbitrase

yang bersangkutan, yang akan menilai dan menentukan batas-batas




perubahan atau penambahan tuntutan arbitrase vang diperbolehkan dan
tidak merugikan kepentingan pihak termohon arbitrase,

Sejalan hal tersebut datam hal majelis arbitrase menganggap

pemeriksaan telah cukup, maka ketua akan menutup pemeriksaan itu dan
menetapkan suatu hari sidang untuk mengungkapkan putusan yang akan
diambil oleh majelis. Pengucapan putusan arbitrase dilakukan dalam sidang
tertutup, 1 (satu) bulan setelah ditutupnya pemeriksaan.
Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad
hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan
paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir
dari suaty perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan
pada arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya
(Gunavan Widjaya dan Ahmad Yani,2000:93)%.

Disamping memberikan putusan arbitrase arbiter atau me;jelis
arbitrase dapat pula memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu

persoalan berkenaan dengan perjanjian. Dengan diberikannya pendapat oleh

lembaga arbitrase, maka kedua belah pihak terikat padanya sebagaimana

halnya suatu perjanjian. Bila diantara para pihak bertindak bertentangan
dengan pendapat yang diberikan arbiter atau majelis arbitrase, maka pihak
yang bersangkutan dianggap melanggar perjanjian atau wanprestasi (ingkar

janji). Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa putusan maupun

4 Gunawan Wicfaya dan Ahmad Yani.(p.Ciz Hal 93
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pendapat arbitrase berisikan pernyataan yang diucapkan arbiter atau majelis
arbitrase yang berbentuk tertulis. Pernyataan arbiter atau majelis arbitrase
tersebut akan berbentuk putusan arbitrase bila didalamnya terdapat unsur
sengketa, sedangkan kalau pernyataan arbiter.atau majelis arbitrase tersebut
dituangkan dalam bentuk pendapat arbitrase bilamana isinya tidak terdapat
unsur sengketa. Dengan kata lain dalam putusan arbitrase terdapat sengketa
diantara para pihak terhadap suatu perjanjian (kontrak), sebaliknya dalam

pendapat arbitrase tidak terdapat sengketa tadi.

Berkenaan hal-hal diatas, salah satu wujud _pelenﬁbagaan
arbitrase adalah bertujuan untuk dapat ményelesa-ikan sengketa dalam
jangka waktu yang relatif singkat, dan sedapat mungkin dalam tempo singkat
perselisihan tersebut sudah dapat diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase.
Dan dalam rangka mempercepét proses penyelesaian sengketa oleh arbiter
diperiukan batasan jangka waktu penyelesaiannya, sehingga dalam batas
jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, arbitrase mesti sudah
menyelesaikan sengketa (M. Yahya Harahap, 1991;225)%.

Penentuan batas jangka waktu sebagaimana dirumuékan pada Pasal 48
dihubungkan dengan Pasal 31 (3) Undang Undang No.30 Tahun 1999, akan
ditentukan oleh para pihak dengan tidak boleh melebihi dari '180 (seratus

delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan terhitung sejak arbiter atau majelis

23 M Yahya Harshap.Cp.Cizhal 225
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arbitrase terbentuk. Penentuan batas waktu dimaksud adalah untuk
menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase itu sendiri.
Demikian halnya dalam ketentuan Rv melalui Pasal 620 (1) juga mengatur
dua jenis batas waitu pemeriksaan yaitu yang ditentukan oleh para pihak dan
batas wakiu yang ditentukan oleh undang-undang vakni 8 (enam) buian
terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

Sebenarnya penentuan batas waktu yang cisebutkan baik dalam
ketentuan Undang Undang _No.30 Tahun 1999 maupun yang terdapat dalam
Rv, merupakan batas waktu pemeriksaan sengketa yvang cukup lama.
Terkecuali dalam hal tertentu, batas waktu pemeriksaan sengketa melalui
arbitrase dapat diperpanjang oleh arbiter atau majelis arbitrase bilamana.
perpanja.ngan tersebut diperlukan dan itupun harus dengan persetujuan para
pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang No.30 Tahun 1989, dalam hal proses
pémeriksaan dipandang belumiah  cukup, dimungkinkan  untuk
.memperp.sﬁmjang iangka waktunya dalam hal :

a. diajuk/an permohonan perpanjangan pemeriksaan oleh salah satu
pihak mengenai hal khusus -tertentu, misélnya karena adanya
gugatan antara atau gugatan insidentil diluar pokok sengketa
seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam hukum

acara perdata;
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b. sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan
sela lainnya; atau

c. . apabila dianggap periu oleh arbiter atau rnajelis arbitrase untuk
kepentingan pemeriksaan. Perpanjangan pemeriksaan ini

ditakukan demi memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam ketentuan Rv, juga diatur kemungkinan penunclaan dan perpanjangan
batas waktu pemeriksaan arbitrase jika terdapat 2 (dua) hal yang bisa
mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yakni karena
adanya perkara yang bersifat pidana yang perhubungan- dengan sengketa
yang sedang diperiksa oleh arbiter atau majelis arbitrase dan karena adanya
tindakan sementara yang diambil arbiter atau majelis arbitrase. Adanya
findakan sementara ini bukan hanya menunda batas walktu pemeriksaan
sengketa melainkan memberikan hak pula kepada arbiter atau majelis
arbitrase untuk memperpanjang batas waktu pemeriksaan yang telah
ditetapkén berhubungan dengan putusan akhir yang akan mereka berikan.
Selanjutnya dengan merujuk isi Pasal 56 Undang Undang

No.30 Tahun 1999, seorang arbiter atau para arbiter dalam mengambil
putusannya harus didasarkan pada :
1. Ketentuan hukum,

Ketentuan hukum yang dimaksud adalah terbatas pada ketentuan

dan peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang yang
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dipersengketakan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup
dalam kehidupan atau kegiatan ekonomi, soclal politik, agama dan
moral. Arbiter atau majeiis datam putusannya sedapat mungkin tidak
boleh menyimpang dari dalil dan petﬁum yang dituntut oleh pemohon.
- Arbiter tidak dapat memutus sebebas yang dimiliki hakim dalam forum
pengadilan, tetapi terikat pada ketentuan hukum yang diatur dalam
perundang-undangan kecuali para pihak telah sepakat bahwa ptusan
boleh didasarkan atas compositeur atau ex aquo et bono. Selama tidak
ada ditegaskan dalam perjanjian arbitrase, arbitrase tidak memiliki
kebebasan untuk memutus , berdasarkan compositeur (M.Yahya
Harahap, 1991;3000)

Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 (2) Undang Undang Nomor 30
Tahun 1998, menegaskan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan
hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang
mungkin atau telah timbul diantara para pihak. Ini berarti para pihak yang
berséngketa diberi keleluasaan oleh undang-undang menentukan sendiri
hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbiirase, dengan
syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusitaan,
ketertiban umum dan kepatutan. Namun apabila para pihak tidak dapat
menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat

arbitrase dilakukan.

26 £ ‘Yahya Harshep. Cp.Ciz Hal 3000
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2. Atau sesusi dengan keadilan dan kepatutan.

Pada dasamya arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan
ketentuan hukum. Ini berarti bahwa, arbiter tidak dapat memutus
berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo ef bono). Suatu putusan
yang didasarkan pada keadilan dan kepatutan hariya dapat diambil oleh
arbiter bila ada pihak dalam perjanjlannya dengan tegas menyebut
bahwa para pihak memberi kuasa atau kewenangan kepada arbiter
untuk memberikan putusan yang demilkian. Sebaliknya dalam hal arbiter
tidak diberi kuasa yang demikian maka arbiter hanya dapat memberi
putusan berdasarkan kaidah hukum materiel sebagaimana dilakukan

oleh hakim.

Atas dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan tersebut diatas dan
sejalan dengan ketentuan pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun
1989, suatu putusan arbitrase setidak-tidaknya berisikan hal-hal sebagai

berikut :

a. Kepala putusan,.
Seperti halnya dengan keputusan-keputusan pengadilan, maka dalam
ptusan arbitrase kepala putusan dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata
“Demi Keadiian Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang
memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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b. Identitas para pihak yang bersengketa.
Dalam putusan arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa yakni pemohon
dan termohon harus disebut secara jelas nama dan alamatnya, termasuk
nama lengkap dan kedudukan kuasa hukumnya bila pemohon dan

termohon menguasakan pada orang lain untuk menyelesaikan sengketa

arbitrasenya.

¢. Duduk Sengketa (posita)
Putusan arbitrase harus menguraikan secara singkat dan jelas apa yang
menjadi duduk perkara atau Ipokmk sengketa diantara para pihak yang
dapat diambil dari surat tuntutan pemohc._)n. jawaban termohon, dan hal-
hal lain yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan beserta alat-alat .
bukti yang diajukan kedua belah pihak. Pada bagian ini arbiter belm
memberikan pendapat.

d. Pendirian para pihak.
Pada bagian ini berisikan uraian yang lengkap dan jelas mengenai
pendirian para pihak.

e. identitas para arbiter.
Putusan arbitrase harus pula menyebut secara jelas dan lengkap nama
dan alamat arbiter, termasulk tempat kedudukan lembaga arbiternya.

f. Pertimbangan dan kesimpulan.
Memuat dasar-dasar pertimbangan yang melahirkan kesimpulan

penyelesaian sengketa arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase
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mempunyai kewajiban memberikan pertimbangan terhadap semua fakta-
fakta hukum yang ada mengenai keseluruhan sengketa, tanpa kecuali.

. Pendapat arbiter.

Juga dalam putusan arbitrase harus diuraikan secara lengkap dan jelas

pendapat tiap-tiap arbiter, jika terdapat perbedaan pendapat dalam

majelis arbitrase.

h. Amar putusan

Untuk mengakhiri persengketaan atau perselisihan diantara para pihak,
arbiter atau majelis harus membuat pernyataan hukum yang harus
dilaksanakan para pihak dalam suatu jangka waktu tertentu, yang
merupakan amar atau dictum putusan. Amar putusan ini mesti ada dalam
setiap keputusan arbitrase, sifatnya adalah mengikat dan tidak dapat
dikesampingkan oleh para pihak dengan suatu perjanjian.

Tempat dan tanggal putusan.

Selain adanya amar dictum putusan dalam putusan arbitrase, juga
diseButkan tempat putusan ditetapkan ‘oleh arbiter atau majelis arbitrase.
Pada umumnya tempat kedudukan arbiter aitau majelis arbitrase
dianggap sebagai tempat putusan ditetapkan. Selain itu juga
dicantumkan hari dan tanggal putusan, karena ini penting berkaitan
dengan batas waktu pelaksanaan putusan dan upaya-upaya hukum yang

dapat ditempuh oleh para pihak.
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J- Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
Setiap putusan arbitrase harus ditanda-tangani oleh arbiter atau majelis
arbitrase, sebab putusan arbitrase yang tidak ditanda-tangani akan
berakibat hukum putusan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai
- kekuatan berlakunya. Apabila hanya salah seorang arbiter saja tidak
menanda-tangani putusan dengan alasan sakit atau meninggal dunia,
maka hal itu tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya dengan syarat
arbiter lainnya menanda-tangani putusan arbitrase yang bersangkutan.
Unfuk itu dalam putusan arbitrase harus disebut alasan tentang tidak

adanya tanda tangan arbiter tersebut.

Sehubungan dengan masalah amar putusan, periu diperhatikan

beberapa asas doktrin yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadapnya |

dianggap merupakan pelanggaran tertib beracara dan bisa mengakibatkan

putusan batal. Asas-asas tersebut antara lain :

a. Amar tidak boleh melampaui apa yang diminta.

Pada prinsipnya, amar putusan menyesuaikan dengan petitum.
Dengan kata lain pengabulan atas apa yang diminta dalam gugat tidak boleh
melebihi apa yang dimintakan dalam petitum. Dalam hal ini amar terikat pada
patokan asas ultra petitum partfum Maksudnya apa-apa yang dirinci dan
dinyatakan dalam amar paling maksimum sebatas yang diminta dalam

petitum. Sekiranyapun dari hasit pemeriksaan terbukti apa yang
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qisengketakan melebihi petitum, amar putusan tetap membatasi diri hanya
sebesar atau sejumiah yang diminta dalam petitum. Demikian halnya
terhadap petitum yang hanya berisikan pernyataan hukum yang bersifat
declaratoir, maka amar putusanpun hanya dirumuskan secara deklaratif,
tidak boleh ditambah dengan amar yang bersifat condemnatoir.

Berkenaan hal tersebut dalam hal suatu gugatan yang menuntut ganti rugi
karena wanprestasi atau ingkar janji, namun dalam petitumnya lupa atau
tidak mencantumkan hal yang sifatnya condemnatoir yang menuntut agar

respondent dihukum membayar ganti rugi dimaksud, maka sebenarnya

terlepas dari asas ultra petitum partium tersebut perlu diterobos sepanjang

mengenai kebolehan menjatuhkan amar putusan yang bersifat condemnatoir
meskipun hal itu tidak ada dimintakan dalam petitum. Kebolehan semacam
itu tidaldah bertentangan dengan hukum, sebab jilka memang benar-benar
pihak claiment hanya menghendaki putusan yang amarnya bersifat
deldaratoir, kemudian dalam amar putusannya bersifat condemnatoir, cukup

| mendiamkannya tak perlu meminta lagi eksekusi.

b. Tidak boleh mencampurkan petitum primair dengan subsidair.

Asas lain yang tidak boleh dilénggar adalah putusan tidak boleh
mencampur baurkan petitum primair dengan subsidair dalam amar putusan.
Amar putusan tidak boleh mengambil sebagian dari petitum primair dan yang
sebagian lagi dari petitum subsidair. Dalam hal gugatan yang diajukan

claiment mengandung petitum primair dan subsidair dan masing-masing
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petitum dirumuskan secara rinci dan jelas, arbiter atau majelis arbitrase
boleh memilih dapat mengabulkan petitum primair atau subsidair, tetapi tidak
boleh : |

- mengabulkan primair dan subsidair sekaligus secara berbarengan, dan

- Juga tidak boleh mengabulkan sebagian prirnair digabung dengan

sebagian subsidair.

Pengabulan petitum primair yang berbarengan dengan petitum subsidair
maupun mencampur-aduk antara petitum primair dan subsidair dapat
menjadi tumpang tindih, bahkan dimungkinkan tidak dépat dilaksanakannya
eksekusi. Sebab sekiranya sama-sama dilgabulkan, berakibat tidak ada

kepastian hukumnya.

¢. Dilarang memuat amar berdasar ex sequo et bono Jika tidak
disepakati. -

Pada dasarnya Pasal 631 Rv menggariskan putusan harus
- berdasarkan peraturan hukum positif. Petitum yang tidak berdasar pada
hukum positif tidak dapat dijadikan amar putusan. Sekalipun dimungkinkan
memutus berdasarkan ex aequo et bono atau compositeur, namun kebotehan
yang demikian itu dimungkinkan apabila para pihak menghendaki, dan
kehendak ity mereka cantumkan secara tegas-tegas dalam perjanjian
arbitrase. Sehingga meskipun pihak cfaiment mengajukan petitum subsidair
yang berbantuk rumusan ex aequo et bono sebagai lapis petitum primair,

tidak mutlak arbiter atau majelis arbitrase mengabulkan gugat dengan amar
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berdasar pada “ex aequo et bono”, tetapi harus diperiksa terlebih dahulu
apakah hal itu ada atau tidak mereka cantumkan secara tegas dalam
perjanjian. Jika hal tersebut dicantumkan barulah hal tersebut secara formal

bemilai sebagai petitum subsidair dan boleh diajukan sebagai landasar

alternatif memutus sengketa, tetapi jika fidak dicantumkan maka tidak

diperbolehkan memutus sengketa berdasar pada ex aequo et bono.

Agar supaya suatu putusan arbitrase dapat dilaksanakan, maka
putusan arbitrase tersebut harus dideponir teriebih dahulu dalam akta
pendaftaran dikepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang dideponir adalah
putusan arbitrase, tujuannya agar terhada;o putusLan dapat dimintakan
eksekusi, apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase
dimaksud secara suka rela. Selama belum dilakukan deponir eksekusi tidak
dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan
Negeri.

Bahwa penentuan batas jangka waktu deponir menurut Rv sebagaimana
tersurat dalam Pasal 634 (1) dibedakan berdasarkan factor lingkungan
wilayah yakni :
- untuk lingkungan wilayah pulau Jawa-Madura, batas jangka deponir
adalah 14 hari, terhitung sejak tanggal putusan;
- sedang untuk lingkungan diluar Jawa-Madu::a, pendeponiran adalah

80 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
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Sedangkan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Arbitrase,
jangka waktu tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal putusan diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pendeponiran
putusan arbitrase bersifat “fmperatir" sekaligus unftuk memenuhi syarat
formal permintaan eksekusi. Adapun kewajiban pendeponiran putusan
dibebankan : |

- kepada salah seorang anggota arbiter, atau

- kepada seorang kuasa yang bertindak atas nama para anggota

arbitrer.

Dengan demikian maka kewajiban dan tanggung-jawab pendeponiran
tersebut bukan dibebankan kepada para pihak atau kepada pihak claimant,
tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab para anggota arbiter. Seperti yang
telah dikemukakan, bahwa pendeponiran merupakan satah satu syarat formal
permohonan eksekusi. Jika para arbiter lalai melakukan, sehingga pihak yaﬁg
berkepentingan tidak dapat meminta permohonan eksekusi, kelalaian
tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan _hukum
yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada para
arbiter dan sekaligus kelalaian pendeponiran memberikan hak kepada pihak
yang berkepentingan untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan alasan
perbuatan melawan hukum.
Tanggung-jawab resiko atas adanya tuntutan ganti kerugian tidak dapat

dilepaskan kepada salah seorang arbiter atas alasan telah ditunjuk salah
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seorang untuk melakukannya tetapi sifat resiko fanggung—renteng tersebut
harus ditanggung oleh para arbiter. Bila tindakan deponir terhadap putusan
tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase yang bersangkutan tidak
dapat dilaksanakan. Tindakah deponir putusan arbitrase bukan hanya
merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administrative belaka, tetapi
telah bersifat konstitutif dalam arti merupakan satu rangkalan dalam mata
rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi putusan jika

tidak dilakukan pendeponir tersebut (bandingkan Munir Fuady, 2000;162).

- Selain putusan akhir dari suatu arbitrase, apakah suaty
arbitrase dapat memberikan putusan sela (pufusan provisi, interim award) ?.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 (1) Undang Undang
No.30 Tahun 1999, disebutkan bahwa “ Atas permohonan salah satu pihak,
arbiter atau majelis arbhiterase dapat mengambil putusan provisional atau
putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan
sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang
kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

Dari' rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila ada alasan-
alasan untuk itu, maka putusan sela dapat dilakukan. Alasannya

misalnya untuk dapat efektif dan efisiennya pelaksanaan suatu putusan

27 Mimir Fuady.Cb.Cit hal 162
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arbitrase atau untuk mengatur ketertiban jalannya acara pemeriksaan,
seperti halnya dalam hal :

a. untuk penetapan sita jaminan,

b. perintah penitipan barang yang mudah rusalk,

¢. perintah penjualan barang yang mudah rusak.
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BAB I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
TERHADAP BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE

A Hasil Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan perolehan data

sekunder, bahan hukum primer yakni berupa putusan Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggl dan Mahkamah Agung tertentu, berkenaan dengan

permohonan banding atas putusan arbitrase, maka dapat disajikan hasil

penelitian sebagai berikut :

1. Putusan No. 1; Banding/wesit/1981 dalam perkara antara : PT Muiti

Plaza Properties versus Yahya Widjaja.

Bahwa pembanding telah mengajukan pemeriksaan ulangan terhadap
putusan wasit No. 01/VI/PAR/80 tanggal 15 Desember 1980 pada
pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pemohon asli adalah  pemilk gedung  pusat
pertokoan/perkantoran (shoping center) yang diken_al dengan nama
“Glodok Plaza” terletak di Jalan Pinangsia Raya Jakarta; dan
termohon asli Yahya Wijaya adalah penyewa dari sebuah ruangan
pertokoan No. 85 Blok. A lantai I} di gedung Gloclok P!aé:a tersebut;
Bahwa termohon asli telah ingkar janiji, tidak melakukan pembayaran

dan pelunasan angsuran-angsuran uang sewa ke-4,5, dan 6 seperti

;Mémm,
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yang telah diperikatkan semula daltam akte pengikatan sebagai suatu

perikatan pendahuluan yang kemudian hari akan ditingkatkan menjadi

perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris;

Bahwa sebaliknya darl permohonan asli akan memperoleh tambahan

. pembayaran uang sewa berikut pembayaran-pembayaran denda

ingkar janji dan lain-lain pembayaran sebagai akibat pemutusan

hubungan sewa-menyewa, termohon asli dengan sangat ganjil telah

mengajukan seorang arbiter Kami Kresno Widagdo, SH. Untuk

memeriksa/memutuskan tuntutan pengembalian berupa angsuran

uang sewa, berikut ganti rugi.

Bahwa karena pemohon asli tidak merasa berhutang pada termohon

asli, surat pemberitahuan wasit kami Kresno Widagdo, SH tersebut

tidak dijawab secara tertulis, tetapi secara fisan,

Bahwa wasit kami tresno Widagdo, SH. Terus melakukan sidang

arbitrase sebagai wasit tunggal yang memutuskan/mengabutkan

tuﬁtutan termohon asli tersebut;

Bahwa surat keputusan wasit tersebut tidak wajar dan melawan

hukum yaitu :

a) Pada satu pihak wasit bertindak sebagai ‘“wasit” yang
memberitahukan telah dibuatnya Keputusan Wasit tersebut dan
telah didaftarkannya Keputusan Wasit tersebut pada kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
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b) Pada pihak lain wasit telah bertindak sebagai kuasa atau bertindak

untuk mewakili kepentingan dan termohon/pihak kedua;

Bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 103 s/d Il UU. 1/11950

pemohon/pihak pertama dalam waktu 1 bulan setelah mendapat

. pemberitahuan keputusan Wasit PP — 16, berhak mengajukan

pemeriksaan ulangan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam

sengketa parwasitan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut ¢li atas pemohon asli

menuntut agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai

berikut ; |

1. Membatalkan status Wasit a quo;

2. Menolak tuntutan/gugatan termohon/pihak kedua, setidak-tidaknya
menyatakan tuntutan/gugatan termohon/pihiak kedua tidak dapat
diterima;

3. Menyatakan termohon/pihak kedua, telah ingkar janji dan

| melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum termohon/pihak kedua untulk membayar kepada
pemohon/pihak pertama kekurangan atau penggantian biaya-
biaya/ongkos-ongkos sewa, pajak penjualan, biaya perawatan,
listrik, meterai, denda a:ngsuran, dengan biaya perawatan dan |
pembatalan dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.761.216 ( dua

juta tujuh ratus enam puluh satu dua ratus enam belas rupiah );
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5. Menghukum termohon/pihak kedua untuk membayar ongkos-

ongkos perkara;

Menimbang, bahwa menurut surat-surat yang terdapat dalam
berkas ini keputusan wasit No. 01/XII/PAR/80 tanggal 15 Desember 1980
télah diletakan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggail 23
Desember 1980 kemudian . diberitahukan kepada pembanding/semua
pihak pertama pada tanggal 24 Desember 1980. Sedangkan
pembanding/semuyla pihak pertama telah mengajukan permohonan
banding pada tanggal 23 Januari 1981, maka sesuai Pasal 15 jo Pasal
108 UU. No. 1/1950 tentang Susunan, Keicuasaan dan jalan pengadilan
Mahkamah Agung R! permohonan banding tersebut harus dinyatakan

 diterima ;

Memperhatikan jawaban tanggal 26 Juni 1982 atas permohonan
banding keputusan wasit No. 01/XI/PAR/80 tanggal 15 Desember 1880
yang diajukan oleh banding/semula pihak kedua; -

Menimbang, bahwa kata-kata permohon/pihak pertama dalam
permohonan pemeriksaan ulangan tersebut harus dibaca sebagai
pembanding semula pihak pertama sedangkan kata-kata termohon/pihak
kedua harus dibaca sebagai terbanding?semula pihak kedua;

Bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan banding yang

diajukan oleh pembanding/semula pihak pertama, menurut pendapat
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Mahkamah Agung alasan-alasan tersebut tidak dapat diperhatikan,
karena ternyata menurut Pasal 13 alinea terakhir aﬂ(te‘pengikat'an tanggal
18 Maret 1977 “Keputusan Panitia Arbitrase merupakan keputusan
 terakhir yang mengikat untuk semua pihak, dernikian juga mengenai
biaya-biaya arbitrase itu”;

Bahwa hal ini berarti para pihak telah bersepakat terhadap
putusan panitia arbitrase tidak dapat diajukan banding (Pasal 461 Rv. yo
Pasal 77 R.L.D), oleh karena mana permohonan banding terhadap
putusan panitia arbitrase tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hgl—hal yang dipertimbangkan di
atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh pemohon: PT Muiti
Plaza Properties tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan UU No. 14 tahun 1970, UU No. 1 tahun 1950 dan
UU No. 13 tahun 1965 serta Reglement Indonesia yang dibaharui.

Menyatakan, bahwa permchonan banding dari pemohon banding;
PT. MULT! PLAZA PROPERTIES tersebut tidak dapat diterime;

Menghukum pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat

banding ini sebanyak Rp. 10.00C (sepuluh ribu rupiah);

Komentar Penulis :
Bertolak uraikan kasus diatas dapat penulis kemukakan sebagai berikut :
1. Bahwa pengajuan banding pada pokoknya dikarenakan putusan

arbitrase dianggap telah merugikan kepentingan pemchon, dimana
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didalilkan bahwa justru pihak termohon yang telah ingkar janji tidak
menyelesaikan kewa}ibgnnya selaku pehyewa kepada pemohon
sebagaimana telah diperjanjian dalam akta pengilcatan.

. Bahwa sebagaimana didalilkan Mahkamah Agung dalam
. pertimbangannya mendasarkan pendiriannya pada Pasal 13 alinea
terakhir yang tersurat dalam Akta Pengikatan tanggal 18 Maret 1977
dimana “Keputusan Panitia Arbitrase merupakan keputusan terakhir
yang mengikat untuk semua pihak, demikian juga mengenai biaya-
biaya arbitrase itu”. Sehingga dengan klausula tersebut yang berarti
para pihak telah bersepakat terhadap putusan panitia arbitrase tidak
dapat diajukan banding (Pasal 461 Rv yo Pasal 77 RID). Oleh
karenanya permohonan banding tersebut oleh Mahkamah Agung
harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terlepas pertimbangan Mahkamah Agung diatas, penulis
menilai dan berpendapat apakah telah cukup hanya dengan
meﬁdasarkan klausula pada Pasal 13 tersebut sehingga Pengadilan
in casu Mahkamah Agung serta merta menyatakan hahwa putusan
arbitrase dimaksud tidak dapat dibanding, sedangkan berdasar pada
ketentuan Pasal 843 Rv yang secéra tegas memberikan upaya hukum
perlawanan atau tuntutan pembatalan terhadap putusan arbitrase
bilamana dalam putusan tersebut terbukti mengandung hal-hal

sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 643 Rv.
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Sehingga atas dasar adanya upaya hukum yang diberikan
oleh undang-undang kepada pihak yang merasa dirugikan berkenaan
suatu putusan arbitrase yang tidak dapat dibanding, hal ini sebenarnya
justru dapat menjadi dasar pertimbangan bagf Pengadilan in casu
- Mahkamah Agung guna memeriksa materi putusan arbitrase tersebut
apakah terbukti atau tidaknya hal-hal sebagaimana diuraikan dalam
permohonan banding yang diajukan oleh pemohcn sehingga suatu
putusan arbitrase dimaksud .berakibat huf(um dapat dinyatakan
sebagai tidak sah/batal. Hal ini mengingat sebagaimana didalilkcan oleh
pemohon dalam permohonannya pahwg putusan arbitrase dimaksud
hanya diputus oleh seorang arbiter tunggal sehingga tidak menutup
kemungkinan dapat saja pemeriksaan arbitrasenya merugikan
kepentingan Pemohon banding semula termohon. Disamping itu
apakah benar dalam proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai
dengan prosedur yang berlaku seperti halnya dengan melakukan
pemanggilan yang patut dan wajar.

Berkenaan hal diatas, tanpa mengurangi kewenangan lembaga
arbitrase sebagai institusi alternatif dalam penyelesaian sengketa
diluar pengadilan, hemat penulis sekalipun atas adanya klausula
dimaksud hal ini tidaklah serta merta menjadikan alasan bagi
pengadilan untuk menyatakan ketidak-berwenangnya pengadilan

memeriksa dan memutuskan apakah suatu putusan arbitrase tersebut
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benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah

pihak serta telah berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku.

2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 5§ September 1957 dalam perkara

antara Indonesia Cotton Trading Co LTD versus Firma Rayun;

Bahwa dari surat tersebut temyata bahwa Firma Rayun sebagai
pihak penggugat dan Indonesia Cotton Trading Co Ltd, sebagal
pihak tergugat telah meminta kepada panitia arbitrase dan
organisasi ekportieur hasil bumi Indonesia (OEHI}), di Jakarta untuk
memberi arbitrase mengenai perselisiahan antara kedua belah
pihak dan bahwa oleh pihak penggugat dituntut agar supaya pihak
tergugat dihukum untuk membayar kepada pihak lawannya uang
sejumlah Rp. 124.051,13 ditambah dengan bunga atas biaya-biaya
arbitrase ini.
Bahwa terhadap tuntutan tersebut panitia arbitrase OEHI di Jakarta
telah mengambil keputusan pada tanggal 29 April 1959, yang
dictumnya berbunyi sebagai berikut :
- “Menghukum pihak tergugat untuk membayar kepada penggugat
dengan menerima bukti pembayaran yang sah, uang sebesar
Rp. 121.809,50 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus

sembilan ruplah lima puluh sembilan sen), ditambah dengan




bunga eném persen setahunnya dihitung mulai tanggal 12
Nopember 1958 sampal hari dipenuhi semuanya;

- menolak tuntutan penggugat mengenai selainnya;

- menghukum penggugat dan pihak tergugat untuk membayar
biaya-biaya arbitrase ini, sampai serta penyimpanan keputusan
ini pada Kantor Panitera Pengadilan Négeri di Jakarta
seluruhnya berjumiah Rp. 7..500 (tujuh ribu lima ratus rupiah),
yakni penggugat sebesar Rp. 150. (seratus fima puh rupiah) dan
pihak tergugat sebesar  Rp. 7350 (tujuh ribu tiga ratus lima
puluh rupiah);

Memerintahkan penggugat untuk membayar kepada OEHI| seluruh
biaya-biaya arbitrase ini, sebesar Rp. 7.500 (tujuh' ribu lima ratus
rupiah};

Menghukum pihak tergugat untuk membayar kembali pihak tergugat
dengan menerima bukti pembayaran yang syah, bagian dari pada
bia§a~biaya arbitrase ini yang harus dibayar oleh pihak tergugat
sebesar Rp. 7.350 (tujuh ribu tigaratus lima puluh rupiah);

Bahwa putusan arbitrase ini telah diberitahukan oleh kedua belah pihak
yang berperkara pada tanggal 30 April 1959;

Bahwa sesudah menerima keputusan arbitrase itu terhadapnya oleh
tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus telah mengajukan

permohonan untuk pemeriksaan banding dengan syarat yang diterima




di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 1959, surat
mana sekaligus memuat alasan-alasan permohonannya;

Bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan soal apakah permintaan
banding ini material dapat diterima atau tidak;

- Bahwa pada umumnya ménurut Pasal 108 (2) UU Mahkamah Agung
Indonesia terhadap perkara ini dapat dimohonkan banding;

Bahwa akan tetapi menurut syarat-syarat umum buat penjualan hasil
bumi [Pasal 2 (2)] dan Reglement Panitia Arbitrase OEH| [Pasal 8 (3)],
yang dipakai oleh dan berlaku antara kedua belah pihak pada waktu
persetujuan yang bersangkutan dibuat, keputusan arbitrase tidak akan
dapat dibanding;

Bahwa hal demikian ini tidakiah berteﬁtangan dengan Pasal 108 (2)
Undang-undang Mahkamah Agung tersebut atau dengan sesuatu
peraturan tentang ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan semua itu permohonan banding tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal UU yang bersangkutan dan Pasal 120 UU
Mahkamah Agung RI;

Menyatakan bahwa banding dari pembanding INDONESIA COTTON
TRADING CO LTD tersebut tidak dapat diterima; |
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Komentar Penudis : }

1.

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang mendasarkan amar
putusan menyatakan permohonan banding Indonesia Cotton Trading
Co Ltd tidak dapat diterima, dikarenakan sesuai sya;'at-syarat umum
buat penjualan hasil bumi [Pasal 2 (2)] dan Reglement Panitia
Arbitrase OEH! [Pasal 8 (3)], yang dipakaj oleh dan berlaku antara
kedua belah pihak pada waktu persetujuan yang bersangkutan dibuat,

keputusan arbitrase tidak akan dapat dibanding.

Bahwa sebagaimana telah penulis uraikan pada kasus pertama diatas,
tanpa mengurangi pertimbangan Mahkamah Agung vyang
mendasarkan putusannya dimaksud serta tidak jelasnya bukti-bukti
pendukung berkenaan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, namun
hemat penulis adalah merupakan suatu keputusan yang tidak
mencerminkan keadilan dan terciptanya kepastian hukum jika
pe.rtimbangan semata-mata didasarkan pada klausula arbitrase
dimaksud sehingga mengesampingkan hak para pihak_ untuk
mengajukan perlawanan sekalipun secara tegas telah dinyatakan
dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Bukankah oleh
undang-undang (Rv) senyatanya telah memberikan upaya hukum bagi
para pihak untuk mengajukan perlawanan/tuntutan pembatalan

terhadap suatu putusan arbitrase.




86

3. Berkenaan hal tersebut diatas terlepas adanya klausula dimaksud,
adalah wajar dan beralasan hukum bagi Epengadilan in casu
Mahkamah Agung untuk kemudian menilai dan mempertimbangkan
kembali terhadap bukti-buldi yang diajukan berkenaan dalil-dalil yang

- diajukan oleh pemohon, mengingat putusan Mahkamah Agung
sebagai putusan yang pertama dan terakhir dimana sudah tidak ada

upaya hukum apapun fagi yang dapat diajukan atas putusan tersebut.

3. Putusan Perdata Nomor : 401/Pdt/G/2001/PNJKT.BAR Tentang

pembatatalon putusan Arbitrase Ad-Hoc Nomor T D1IXAD-
HOG/2001. '

Pihak-pihak yang berperkara :

PT. JAYA NUR SUKSES yang memberikan kuasa kepada Alexius

Tantrajaya, SH dan Danny Darmawan, SH yang selanjutnya disebut

sebagai PEMOHON,

1. PT. HUTAMA KARYA (Pesero) yang selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON 1.

2. Tn Mohammad Salim, SH yang selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON Il

3.  Tn. Ir. Hariante Sunidja, Msc_. Phd, selanjutnya disebut sebagai
TERMOHMON il |

4. Tn Soegiharto, SH yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
V.
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Tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi sengketa antara Pemohon dengan
Termohon | mengenai pélaksanaan pekerjaan pembangunan proyek
Chrysant Tower Apartemen Rajawali Jakarta Pusat, berdasarkan akta
Perjanjian Kerjasama No. 75 tanggal 29 Juli 1996‘ dihadapan Notaris
Sugiri Kadarisman, SH di Jakarta dengan konsep pendanaan
pembangunan sistem "Turn Key Project” (Pembayaran dilakukan setelah
prestasi kerja mencapai 95 % dengan ditandatanganinya berita acara
serah terima proyek 1), dengan masa waktu pemlbanguna'n selama 15
bulan yakni dimulai dari tanggal 15 Juli 1996 sampai berakhir tanggal 15
Oltober 1997, dan oleh karena sampai batas waktu perjanjian ternyata
pembangunan proyek Chrysant Tower tersebut belum selesai, maka
terjadilah sengketa antara Pemohon dan Termohon |, dan berdasarkan
Pasal 24 (2) Akta No. 75 untuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan
Arbitrase Ad-Hoc.

Bahwa tidak selesainya pekerjaan Pemohon (Kami Termohon [)
sesual dengan waktu yang diperjanjikan adalah dikarenakan adanya
pengurangan pekerjaan sebanyak 8 Lantai yang semula 47 lantai
menjadi 39 lantai dan juga terjadinya krisis Moneter yang dimulai bulan
Juli 1997 yang berdampak pada kenaikan harga-harga bangunan yang

sangat tinggi dan tertutupnya sumber pemblayaan proyek dari Bank.
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Walaupun masa pembangunan telah terlewati namun Pemohon
(kini Termohon 1) dan Termohon (kini Pemohon) secara bersama-sama
membuat persefujuan tambahan secara lisan untuk meneruskan
pembangunan yang dilakukan scara bertahap dengan sistem paket-
perpaket pekerjaan.

Tuntutan Pemohon (kini Termohon |) pada saat itu adalah
menyatakan bahwa Termohon Cidera Janji, penghentian sementara
proyek per tanggal 21 Juni 1999 adalah sah menurut hukum, agar
Termohon membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 211.054.856.754,-
membayar denda sebesar suku bunga pinjaman Bank ‘Pemerintah,
membayar biaya Arbitrase serta membayar pajak untuk ganti kerugian
dan denda suku bunga pinjaman.

Putusan Majelis Hakim Arbitrase Ad-Hoc adalah sebagai berikut :

Dalam Propinsi; ‘

Menyatakan Pemohconan tuntutan provisional Pemohon dalam

rekonpensi/Termohon dalam konpensi tidak dapat diterima ;

Dalam konpensi :

1. mengabulkan permohonan Pemohon dalam konpensi untuk sebagian ;

2. menyatakan Termohon dalam konpensi telah melakukan wanprestasi ;

3. menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 75 tanggal 29 Juli 1996
telah berakhir sejak tanggal 04 Pebruari 19988 ;
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4. menghukum Térmohon dalam konpensi untuk membayar kepada
Pemohon dalam konpensi sebesar Rp. 64.462.646.865,- ;

S. menghukum Termohon dalam konpensi untuk melaksanakan isi
putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan diucapkan ;

8. menolak permohonan Pemohon dalam konpensi untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

1. mengabulkan permohonan Pemohon dalam rekonpesi untuk sebagian;

2. menyatakan Termohon dalam rekonpensi telah melakukan
wanprestasi ;

3. menghukum Termohon membayar denda keterlambatan ;

4. menghukum Termohon dalam rekonpensi membayar kerugian ;

5. menghukum Termohon melaksanakan isi putusan selambat-lambatnya
30 hari sejak putusan diucapkan ;

8. menolak permohonan Pemohon dalam rekonpensi untuk selebihnya.

Fakta-fakta Hukum yang mendasari Permohon mengajukan
pembatalan putusan Arbitrase adalah sebagai berikut :

- Termohon | telah telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon
dengan tidak menyelasaikan pembangunan proyek pada tanggal 15
Oktober 1897.

- Termohon | menyatakan diri dari dalam kesulitan keuangan sehingga

minta bantuan kepada Pemohon, sementara sistin pendanaan
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adalah pembayaran dilakukan apabila Termohon | telah
melaksanakan prestasinya.
Adanya itikat buruk dan tipu dari Termohon | dengan menyembunyikan
dokumen yang bersifat menentukan, yaitu mengenai permohonan
~ bantuan dana. °
Bukti-bukti yang diajukan sebagian besar bermeterai Rp. 2000,- dan
karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 (1) Undang-undang
No. 13 tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah Rl No. 24 tahun 2000
yang berlaku efektif 1 Mei 2000 (tidak dibenarkan untuk menerima,
mempertimbangkan atau menyimpulkan dokumen yang bea
meterainya tidak atau kurang bayar).
Sebagian besar bukti berupa foto copy dan tidak ada aslinya. Selain
itu ada bukti yang menggunakan bahasa Inggris dengan tidak ada
terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia.
Bahwa Pemohon (PT. JAYA NUR SUKSES) tidalc pernah mengajukan
petitum oleh karenanya putusan Majelis Arbifer telah mengabuikan
sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (putusan lebih) dan
karsnanya bertentangan dengan Pasal 56 (1) jo Pasal 58 Undang-
undang No, 30 tahun 1999,
Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, telah ditetapkan bahwa
kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terdapat pada akta yang

asli, sementara kebanyakan barang bukti berupa foto copy.
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Tuntutan Pemohon (PT. JAYA NUR SUKSES)

Dalam Provisi :

Bahwa terbuldti itikad buruk Termohon | yang dijustifikasi cleh Termohon !

dan Termchon Il dengan putusan arbitrase Ad-Hoc vyang tidak

berdasarkan hukum, maka agar Pemohon tidak terus menjadi korban dan
dirugikan terus menerus, mohon agar Bapak Kefua Pengadilan Negeri

Jakarta Barat berkenan menjatuhkan Putusan Provisi untuk menunda

eksekusi Putusan Arbitrase Ad Hoc No. 01/X/AD HOC/2001 tanggal 03

Oltober 2001 dengan permohonan pembatalan ini memptnyai kekuatan

hukum yang tetap.

Dalam Provisi :

1. mengabulkan permohonan Provisi dari Pemohon untuk seluruhnya ;

2. menyatakan ménuda eksekusi Putusan Arbitrase Ad Hoc No. 01/)UAD
HOC/2001 tangga! 03 Oktober 2001 sampal dengan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ;

3. ménghukum Termohon {, Termchon I, Termohon I, untuk membayar

biaya perkara.

Dalam pokok perkara :
1. mengabulkan permohonan Pemechon tersebut untuk seluruhnya ;

2. menguatkan putusan provisi untuk seluruhnya ;
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. menyatakan Termohon | telah melakukan tipu muslihat dalam perkara

Arbitrase Ad Hoc No. 01/X/AD HOC/2001 ;

. menyatakan perkara Arbitrase ini bata! demi hukum atau setidak-

tidaknya membunyai kekuatan hukum yang tetap ;

. menghukum Termohon |, Termohon [} dan Termohon IV untuk tunduk

dan mematuhi isi keputusan ini ;

. menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No 75 tanggal 29 Juli 1996

mengenai pembangunan proyek Chrysant Tower Apartemen Rajawali

adalah sah menurut hukum ;

. menyatakan Termohon | telah melakukan wanprestasi yang merugikan

Pemohon ;

. menghukum Termohon | untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.

262.686.122.985,- kepada Pemohon secara tunai dan lunas, setelah

perkara diputus;

. menyatakan sengketa atas pekerjaan pembangunan proyek adalah

tidak mungkin lagi diseiesaikan metalui Arbitrase ;

10.menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada

verzet, bantahan, banding ataupun kasasi ;

11.menghukum Termohon |, Termohon I, Termohor: |, dan Termohon Iv

secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.
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Mengingat Pasal 70 huruf a, b, ¢ dan Pasal 72 (3) Undang-

unang No 30 tahun 1999 beserta penjelasannya dan pasal-pasal lainnya

maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 5

Desember 2001 akhirnya memutuskan :

1.

2.

menolak permohonan Pemohon atas pembatalan Putusan Arbitrase
Ad Hoc No. 01/X/AD HOC/2001 tanggal 30 Oktober 2001 untuk
seluruhnya; |

membebankan kepada Pemchon untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan petimbangan Majelis itu antara lain -

1.

bukti-bukti yang ada yang diajukan oleh Pemohon dinilaj tidak dapat

menguatkan seluruh dalil-dalil posita pemohonannya

a) Pendapat Majelis dilandasi logika yuridis bahwa bukti tersebut jika
dikaitkan dengan Pasal 70 huruf a, b dan ¢ Undang-undang No. 30
tahun 1999 adalah: a. tidak ada satupun yang diakui palsu atau
'dinyatakan palsu;

b) Pemohon tidak dapat menegaskanlmenjeléskan bukti dokumen
yang bersifat menentukan, yang manakah yang ditemukan setelah
putusan diambil dan disembunyikan ofeh lawan, atau

c) Tidak terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon
dalam Pemeriksaan sengketa sebelum putusan diambii ;

Menimbang bahwa oleh karena atau tidak ada satupun alasan

permchonan pembatalan putusan arbitrase tersebut yang dajukan
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Pemohon yang memenuhi salah satu criteria yang telah ditentukan
secara limitative Pasal 70 huruf &, b dan ¢ Undang-undang No. 30
tahun 1999;

. Menimbang, bahwa apabila Majelis menunjuk pada penjelasan Pasal

70 Undang-undang tentang Arbitrase dan penyelesalan sengketa

aiternatif (Undang-undang No. 30 tahun 1998) yang secara eksplesif
menyatakan “ alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut
dalam pasal ini (Arbitrase) harus dibuktikan dengan putusan
pengadilan, maka sehua bukti Pemohon yang mempunyai kekuatan
pembuktian tersebut dinilai sama sekali ;tidak ada yang berbentuk atau
berkualitas sebagai dalil posita olelh Pemohon dinitai tidak dikuatkan
oleh fakta yuridis dan alat-alat bukti Pemohon serta tidak memenuhi
kriterla atau unsur yang secara limitif disebut dalam Pasal ?0‘ Undang-

undang tersebut;

. Menimbang bahwa hasil analisa Majelis diatas, dengan demikian telah

mélumpuhkan alasan tentang dissenting opinion dari Arbiter Ili bahwa
putusan tidak berdasar hukum. Sedang mengenai bea meterai Rp.
2000,- dinilai merupakan alasan kebatalan, akan tetapi berdasar Pasal
12 Undang-undang No. 13 tahun 1985 wajib ada pemenuhan bea
meterai dan denda administrasi yang :terutang sebelum daluwarsa,

yaitu 5 (lima) tahun sejak putusan Arbitrase dibuat;
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5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka

Majelis harus menyatakan bahwa alasan-alasan seperti termuat dalam
posita permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang didalilkan

Pemohon adalah tidak terbukti sehingga dengan demikian maka

. petitum permohonan Pemohon tersebut diatas harus ditolak

seluruhnya, baik provisi dan pokok perkaranya;

. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak,

berdasar Pasal 181 HIR Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak
yang dikalahkan, sehingga wajib dihukum untuk membayar biaya

perkara;

- Menimbang, bahwa dengan telah diputuskannya perkara pada hari ini

Rabu, 5 Desember 2001, maka majelis telah melaksanakan Pasal 72

{3) Undang Undang No.30 Tahun 1999;

. Menimbang bahwa berdasarkan tinjauan yuridis diatas, maka dalam

rangka penegakan supremasi hukum dan terwujudnya azas peradilan
yan'g cepat, sederhana dan biaya ringan, maka periu konsistensi
dalam implementasinya, dan terhadap putusan ini, jika tidak puas
dapat diterapkan Pasal 72 (4) Undang Undang No.30 Tahun 1999
yaity banding ke Mahkamah Agung yang memutus pertgma dan

terakhir,
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Mengingat Pasal 70 huruf a, b dan ¢ dan 72 (3) Undang Undang No.30

Tahun 1999 beserta penjelasannya dan pasal pas;al lain dari ketentuan

Undang-undang yang berlaku dan bersangkutan :

Mengadili :

1.

Menolak permohonan Pemohon atas pembatalan putusan Arbitrase
Ad Hoc No.01/X/AD-HOC/2001, tanggal 3 Oktober 2001 untuk
sefuruhnya;

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang
ditaksir sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu

rupiah).

Komentar Penulis

1.

Bahwa pengajuan gugatan pemohon ditujukan terhadap putusan
arbitrase yang dilandési tipu muslihat yang dilakukan termohon |, serta
tindakan termohon | menyembunyikan dokumen yang bersifat
menentukan berupa dokumen permohonan pinmjaman dana kepada
pemohon untuk pengerjaan proyek. Dilain pihak pertimbangan majelis

bertentangan satu sama lain dengan amar pUtus:an arbitrase.

Bahwa dalil gugatan pemohon tersebut diatas didasarkan pada
ketentuan Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999, dimana

“Terhadap ~ putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan




putusan Pengadilan, dapat meminta atau mengajukan banding ke
Mahkamah Agung dalam tingkat pertama dan terakhir sebagaimana
dimungkinkan dalam Pasal 72 (4) Undang-Undang No.30 Tahun
1999,

4. Perkara Perdata No.61/Pct.G/2002/PN.JKT.PST, tentang pembataian

putusan Arbitrase BANI Nomor 153/ \VIl/ ARB-BAN/2001.

Pihak-Pihak yang berperkara :

1.

PT.TRIDHARMA WAﬂANA. yang diwakili oleh kuasanya Harry
Ponto,SH,LLm, Benny Ponto,SH untuk selanjutnya disebut
Penggugat:

PT.DOC & PERKAPALAN KODJA BAHARI, yang diwakili oleh
kuasanya H.Rahmat Effendi,SH.MBA dan M.Masdar Hilmi,SH untuk

selanjutnya disebut Tergugat.

Tentang Duduknya Perkara :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan

kontrak pembangunan kapal yakni 1 unit White Qil Tanker 1500
Longton Deadweight No.049/Kontr/DKB/93 tertanggal 10 Juni 1993
dan 1 wunit White Oil Tanker 3500 Longton Deadweight
No.050/Kontr/\/DKB/93 tertanggal 10 Juni 1993;
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2. Bahwa ternyata Tergugat kemudian mengajukan permohonan

arbitrase terhadap Penggugat melalul BANI, sekalipun telah
Penggugat dalam eksepsi menyatakan pérma&alahan yang diajukan
oleh tergugat belum waktunya diajukan ke BANI| karena antara
Penggugat dan Tergugat terlibat dalam sengketa perkara perdata

yang masih dalam proses kasasi,

. Bahwa meskipun telah Penggug'at kemukakan majelis arbiter tetap

memeriksa dan memutus sengeta tersebut sebagaimana putusannya

No.153/VII/ARB-BANI/2001 tertanggal 3 Januari 2002.

. Bahwa putusan tersebut jelas cacat hukum dan melanggar ketertiban

umum karena telah melanggar/mengintervensi kewenangan
Pengadilan dan melanggar sendi-sendi asasi dari sistim hukum .

Indonesia baik Hukum Perdata maupun Hulkum Acara Perdata.

. Bahwa putusan BAN| telah bertentangan dengan Pasal 58 Undang

Undang No.30 Tahun 1999, dimana dalam kasus ini majelis arbiter
suaah melakukan koreksi yang tidak memenuhi kriteria “kehilafan.
administratif dan atau‘ menambah/mengurangi sesuatu tuntutan
putusan” dengan telah menambahkan beberapa pertimbangan baru
yang dibuat setelah putusan dibacakan dan juga satu tambahan

dictum ptusan yang tidak pernah dimintakan oleh pihak manapun.

. Selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai

perhitungan yang berbeda tentang jumlah kewajiban yang harus
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dibayar tersisa, namun oleh majelis arbiter menetapkan perhitungan
kewajiban termohon yang tersisa dengan memperhatikan asas
kewajaran dan keadilan. Pertimbangan majelis tersebut jelas

bertentangan dengan asas hukum perdata (vide Pasal 1438 KUHPdt).

. Bahwa majelis arbiter &alam putusannya tidak memberiktan
pertimbangan hukum apapun terhadap keiirerangan saksi yang
diajukan tentang apakah keterangan para saksi tersebut diterima atau
ditolak. |

Berdasarkan posita gugatan diatas, Penggugat memohon agar
Pengadilan : ‘

1. Menerima dan mengabuikan seluruh gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan putusan BANI  No.153/VI/ARB-BANI/2001
tertanggal 3 Januari 2002 yang didaftarkan di Pegadilan Negeri
Jakarta Pusat pada 1 Pebruari 2002 sebagai putusan yang
bertentangan dengan ketertiban umum;

3. Menyatakan putusan BANI a quo cacat hukum dan karenanya
batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum:

4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat

PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari.
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Pertimbangan Pengadilan :

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban para pihak , yang
menjadi objek perselisihan dan harus diselesaikan adalah apakah
putusan BAN! yang telah ada koreksi dan kemudian didaftarkan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang cacat

hukum dan melanggar ketertiban umum.

2. Mengacu pada bukti berupa putusan Arbitrase BANI, majelis arbiter

dalam pertimbangannya menyatakan :

- Menimbang bahwa syarat mutiak :bagi kompetensi BAN| adalah
adanya suatu klausula yang mengikat semua pihak, bahwa para
pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada BANI seperti
yang fercantum dalam Pasal 15;

= Menimbang bahwa Kklausula Pasal 15 daiam kontrak

pembangunan kapal menyebutkan “apabila tidak tercapat

kesepakatan dalam  permusyawarahan tersebut, maka
perselisihan itu akan diserahkan kepada BANI di Jakarta.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, majelis berpendapat bahwa

-pertimbangan majelis arbiter tersebut telah didasarkan pada ketentuan |

hukum yang bersifat absolut yang menjadi kewenangan arbitrase,



103

3. Bahwa kemudian walaupun majelis arbiter dalam putusannya tidak

pernah menyinggung adanya upaya hukum kasasi oleh Penggugat
sebagaimana dalil dan buktinya, akan tetapi karena BANI memeriksa
perkaranya telah didasarkan atas adanya klausula penyelesaian
sengketa pada kedua kontrak pembangunan kapal diselesaikan
melafui BAN! di Jakarta, maka dengan kewenangan secara absolut
tersebut majelis menilai ptusan BANI tidaklah mengintervensi
komptensi pengadilan ataupun melanggar sendi-sendi asasi dari sistim

hukum Indonesia baik hukum perdata maupun acara perdata.

. Selanjutnya menimbang dalil gugatan bahwa putusan BANI| telah

melanggar Pasal 58 Undang Undang No.30 Tahun 1999, maka periu
dipertimbangkan apakan koreksi putusan dimaksud sebagai suatu

pelanggaran dari pasal tersebut.

. Béhwa setelah memperhatikan secara seksama terhadap koreksi

tersebut majelis menilai bahwa adanya penambahan pada dictum
pokok perkara , hanyalah sebagai penjelasan ataupun penegasan dari
alat-alat bulkti yang dijadikan dasar pertimbangan majelis arbiter
sehingga tidak mengurangi substansi pertimbangan hukum atau

dictum sebetumnya.
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6. Bahwa permasalahan besarnya hutang yang oleh Penggugat
didalilkan telah bertentangan dengan Pasal 1438 KUHPdt dimana
majelis arbiter mendasarkan padaa asas kewajaran dan keadilan, cleh
majelis menilai bahwa dari u}alan pertimbangan majelis arbiter dapat
disimpulkan bahwa dalam menentukan besarnya hutang tersebut telah
didasarkan kepada surat-surat bukti para pihak yang besarnya
kewajiban tersebut telah disebutkan secara pasti. Sedangkan yang
digunakan terhadap asas kewajaran dan keadilan hanya terbatas pada
pengabulan besarnya floating rate dari yang dituntut sebesar bunga
pasar dikabulkan 5 % per tahun, demikian juga besarnya ganti rugi
yang dituntut sebesar 12 % per tahun dikabulkan sebesar 5 % per
tahun.

7. Adapun keberatan Penggugat bahwa majelis arbiter tidak
mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa
perjanjian itu dibuat proforma saja dan untuk kepentingan pihak ketigé
herﬁat majelis sudah tepat tidak dipertimbangkan, oleh karena pada
kenyataannya pemohon telah melaksanakan pekerjaan pembangunan
kedua kapal hingga selesai dan telah diserah-terimakan kepada
termchon masing-masing tanggal 20 April dan 28 Mei 1995 dan atas
penyerahan tersebut termohon telah mendaftarkan kapal yang
bersangkutan ke kantor pendaftaran kapal. éehingga berdasarkan

fakta-fakta tersebut kedua kontrak pembangunan kapal merupakan
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perjanjian yang sah secara hukum dan berlaku mengikat bagi para
pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPdt). Karenanya
majelis berpendapat bahwa berdasarkan -alat-alat bukti yang telah
dipertimbangkan diatas, dapat disimpulkan perjanjian  kontrak

. pembangunan kapal tidak dibuat secara proforma dan untuk

kepentingan pihak ketiga.

Komentar Penulis :

1. Bahwa gugatan yang diajukan didasarkan pada putusan arbitrase
yang didalitkan telah. mengintervensi kewenangan mengadili dan
melanggar sendi-sendi sistim hukum Ihdonesia baik hukum perdata
maupun acara perdata.

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan yang menolak dalil gugatan diatas

hemat penulis sudah tepat dan berdasar pada ketentuan undgng
undang Arbitrase dimana yang menjadi dasar kewenangan arbitrase
dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa, adalah
didasarf(an pada ada tidaknya klausula yang mengikat para pihak
dalam hal terjadi sengketa'. diselesaikan melalui arbitrase yang
tercantum dalam perjanjian/kontrak.

Atas dasar hal tersebut dengan telah dicantumkannya Kklausula
dimaksud sebagaimana tersurat pada Pasal 15 kontrak

pembangunan kapal tersebut, hal ini membuktikan bahwa atas
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penyerahan atau permohonan salah satu pihak kepada arbitrase,
pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dimaksud oleh BANI
menurut hukum tidak bertentangan dengan kompetensi mengadili
ataupun melanggar sendi-sendi asasi dalam sistim hukum Indonesia

sebagaimana didalilkan.

Selanjutnya pertimbangan pengadifan yang tidak sependapat
dengan posita gugatan menilai keputusan BANI telah melanggar
ketentuan Pasal 58 UU No.30 Tahun 1999 hemat penulis sudah
tepat, mengingat sesuai penjelasan rumusan Pasal 58 tersebut yang
dimaksud dengan ‘“koreksi terhadap kekeiiruan administrative”
adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan
ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau
arbiter dan lain-lain yang tidak mengubah substansi putusan,

Adapun yang dimaksud denga‘n “menambah atau mengurangi
tLintutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan
terhadap putusan apabila putusan, antara lain :

a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan:
b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus,

atau;
¢. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama

lainnya.
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Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ,adanya penambahan dalam

pertimbangan hukum

pokok perkara alinea

termasuk pula adanya penambahan dictum

kedua yaitu kata “terhitung sejak tanggal 16

Januari 1998” sebagaimana didalilkan, hanyalah sebagai penjelasan

ataupun penegasan

dari alat-alat bukti yang dijadikan dasar

pertimbangan majelis arbiter. Sehingga secara juridis adanya koreksi

dimaksud tidaklah mengurangi substansi pertimbangan hukum

ataupun dictum sebelumnya.

Seianjutnya terhadap

dalil gugatan yang menilai putusan arbitrase

tidak mempertimbanngan keterangan saksi-saksi yang diajukan, oleh

pengadilan dalil tersebut harus dikesampingkan dan tidak

dipertimbangkan, men

gingat berdasarkan buidi-bukti yang diajukan

terbukti pemohon telah melaksanakan pengerjaan pembangunan

kapai dan telah pula
kédua kapal tersebut ¢

oleh karenanya perti

arbitrase mengesamph

tepat dan berdasar hu

diserah-terimakan dalam berita cara dimana

elah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Kapal,
mbangan Pengadilan yang menilai majelis

ngkan keterangan saksi-saksi dimaksud sudah

um.

Selanjutnya mengingat ketentuan Pasal 70 Undang Undang No.30

Tahun 1999, yang d

lam penjelasannya ditegaskan permohonan
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pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang
sudah didaftarkan di pengadilan, A!asan—alasan permohonan
pembatalan yang disebut dalam pasal inf harus dibuktikan dengan
putusan pengadifan, Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-
alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan
ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk
mengabulkan atau menolak permohonan.

Bahwa termnyata dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini
majelis hakim tidak menemukan adanya suat'u putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap sebagalmana disyaratkan oleh Pasal
70 dimaksud. Oleh karenanya putusan arbitrase tidak terbukti telah

melanggar ketertiban umum ataupun cacat hukum.

Perkara No.70/Pts.Pdt. G/1982/PN.P.Bun

Pihak-pihak yang berperkara :

- S.M.PARDEDE yang memberikan kuasa kepada Syahril Siregar,SH
yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, melawan;

1. ir.Syafei Juremi yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT i,
2. PT.UNITED TRACTOR vyang selanjﬁtnya disebut sebagai
TERGUGAT i,

3. Syarifudin Noor, selanjutnya disebut sebagai TEERGUGAT .
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Duduknya Perkara :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat i dan |i pada tanggal 14
Juli 1982 telah mengadakan perjanjian jual-beli 8 (enam) unit traktor
merek Komatsu, dimana penggugat berkewajiban membayar uang
muka untuk masing-masing unit dan sisanya dibayar setelah barang
diterima pada akhir Juli 1982 dan selambatnya permulaan (minggu

pertama Agustus 1982).

2. Bahwa ternyata Tergugat [, Il baru menyerahkan pada bulan Oktober
1982 yang dibuktikan dari Surat Pemuatan Barang, sehingga akibat -
dari  keterlambatan tersebut Pen‘ggugat dirugikan  sebesar

Rp.144.000.000,-.

3. Bahwa sesudah peralatan tersebut diserahkan pada Penggugat oleh
Tergugat |, Tergugat 1l, tanggal 2 Oktober 1982, Tergugat | dan
Tergugat Il menagih kepada Penggugat terhaclap sisa pembayaran;
sementara itu Penggugat telah pula mengajukan permintaan klaim
ganti rugl kepada Tergugat | dan Tergugat Il, pihak Tergugat | dan
Tergugat 11 telah mengambil secara melawan hukum 2 (dua) traktor

dari lokasi Penggugat.
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4. Bahwa teguran terhadap klaim Penggugat sudah diberikan namun
tidak ada tanggapan positif dari Tergugat | dan I, yang justru hanya

menagih sisa pembayaran pembelian tersebut:

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon untuk :

-- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

- Menyatakan sah menurut hukum perjanjian jual beli No.PJB.028,
029,030 yang telah diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat | dan I
tanggal 14 Juli 1982;

- Menyatakan perbuatan Tergugat | dan Tergugat |l serta Tergugat Ili
suatu perbuatan wanprestasi (cidera ja;ﬂi) terhadap Pénggugat;

- Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il serta Tergugat Nl untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.144.000,000,-
dengan perincian 6 {enam) x 60 (hari keterfambatan penyerahan} .x 2

(hektar) x

Pertimbangan Pengadilan Negeri :

a. Menimbang bahwa sebelum Pengadilan meneliti surat-surat
termaksud, para pihak ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan jika
timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian tersebut maka akan

diserahkan penyelesaiannya kepada BANI;
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b. Atas dasar eksepsi tersebut Pengugat menjawab bahwa tidak ada
kewajiban hukum untuk mengajukan permasalahan sengketa ke BANI
dengan alasan peralatan yang sudah diserahkan kepada Penggugat,
dirampas kembali oleh Tergugat, sedang BANI tidak dapat mengadili

kasus-kasus yang sangat mendesak;

¢. Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata pihak
Tergugat tidak mengada'kan bantahan atau perlawanan, kecuali
mohon perhatian khusus dari Majelis Hakim akan surat yang dikirim
Penggugat yang diterima Tergugat pada tanggal 29 N;)vember 1982
(bukti T.1) dimana pada halaman 2 butir 7 Penggugat menyarankan
agar persoalan sengketa diserahkan ke BANI sesual dengan Pasal 21

kontrak:

d. Menimbang bahwa menurut surat perjanjian tertanggal 14 Jull 1982
(b;.lkﬁ P.LILII) tersebut diatas, pada Pasal 21 pada pokoknya
menyatakan bahwa setiap sengketa yang timbul harus diselesaikan
dengan musyawarah dan apabila gagal, menyerahkan pada Badan
Arbitrase, sehingga dengan demikian baik' Penggugat maupun

Tergugat harus mematuhi isi perjanjian tersebut;

| e. Berdasarkan surat bukti P.IV,P.V dan P.VI, jelas bahwa Tergugat 1 dan

Il selaku penjual telah menerima panjar harga pembelian tersebut
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sebesar 50% dari seluruh harga yang harus dibayar oleh Penggugat

selaku pembeli:

. Menimbang bahwa dari bukti P.VIl, PVila dan P.VIII, telah jelas pula
bahwa Tergugat telah menyerahkan ke-6 unit traktor tersebut kepada
Penggugat yang diterima Penggugat tanggal 8 Oktober 1982 dan
dengan demikian para Tergugat telah jelas terlambat selama 60 hari
'dari batas waidu paling lambat yang disepakati bersama didalam
petjanjian jual beli yaitﬁ paling lambat harus diserahkan pada minggu

pertama bulan Agustus 1982;

. Menimbang bahwa ternyata kenyataannya akibat keteriambatan
penyerahan tersebut menimbulkan kerugian sehingga karenanya
Penggugat ada mengajukan klaim ganti rugi  tersebut kepada

Tergugat :

.Ba-hwa atas idaim dimaksud pihak Tergugat tidak juga mematubhi
sekalipun telah diusahakan secara baik-baik kepada Tergugat dengan
suratnya tertanggal 21 Oktober 1982, akan tetapi tidak mendapat
tanggapan yang positif dari fergugat, bahkan Tergugat mengambil
secara paksa ke-3 unit traktor yang sudah diserahkan, sehingga
tindakan para Tergugat tersebut jelas telah bertentangan dengan

hukum vyakni menjadi hakim sendiri didalam menyelesaikan
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perselisihan mereka, sehingga dengan demikian maka Penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negerl Pangkalan Bun;

i. Menimbang akan kenyataan diatas, maka Pengadilan Negeri

berpendapat bahwa penyelesaian di BANI sebagaimana dicantumkan

~ dalam klausula perjanjian Pasal 21 hanyalah merupakan formalitas

saja dari perjanjian tersebut, sedang dihati para pihak tidak ada niat

untuk mempergunakan lembaga Arbitrase BANI tersebut:

j. Menimbang bahwa didalam masyarakan, khususnya dalam ‘dunia

perdagangan dewasa ini, telah timbul:adagium bahwa. penyelesaian
sengketa di Lembaga BANI belum dapat memberikan penyelesaian
sebagaimana diharapkan dan masyarakat masih enggan untuk
menyerahkan pérsoalan ke Lembaga BANI tersebut sebagaimana
telah  dilansir pendapat para ahli hukum antara lain
Prof.DR.R.Soebekti,SH dan Z.Asikin Kusumah Atmadja,SH sebagai
berikut :

“......di Indonesia Arbitrase sudah dikenai sebelum Perang Dunia ||
dan dijalankan dalam praktek, akan tetapi masih jarang sekali
dipergunakan disebabkan kecuali karena kurang pengertian, juga
karena tidak ada keyakinan tentang manfaatriya"(lihat H.A..Perdata
Indonesia karangan Prof.Dr.Soedikno Mertokusumo,SH;terbitan

Liberty Yogjakarta,1981,hal.206);
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k. Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan masyarakat umumnya dan

pendapat tersebut diatas, Pengadilan Negeri berwenang untuk

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat
dan dipihak Tergugat tidal ada mengajukah bantahan apapun, maka
Pengadilan berkesimputan dan memperoleh keyakinan berdasarkan
bukt-bukti yang kuat Penggugat telah lolos dalam membuktikan dalil

gugatannya, oleh karena itu patut dikabulkan.

Mengingat akan pasalpasal dari BW, U.U No.1!5rtf1951, uu

No.14/1870, Rbg dan segala peraturan yang bersangkutan dalam

perkara ini ;

MENGADILI :

1.
2.

Ménolak eksepsi para Tergugat;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah menurut  hukum perjanjiah jual  beli
No.PJB.028;029;030 yang telah diperbuat oleh Penggugat dan
Tergugat | dan Tergugat |l pada tanggal 14 Juli 1982;

Menyatakan perbuatan Tergugat |, Tergugat |l dan Tergugat Il satu
perbuatan wanprestasi (cidérﬁ janji) terhadap Penggugat;

Menghukum Tergugat Il untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugat sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat
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juta rupiah), dengan perincian 6 x 80 hari keterlambatan penyerahan
X 2 ha x Rp.240.000,- (harga borongan yang dibayarkan Pemerintah
kepada Penggugat);

8. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Ill sekadar untuk memenuhi
bunyi keputusan ini;

7. Menghukum Tergugat Il untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini, yang sa‘mpai saat ini berjumiah Rp.182.215,-;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijafankan
dalam perkara ini; |

9. Menolak gugatan untuk selebihnya.

Putusan Pengadilan Tinggi No.31/1983/PT.PR. (banding atas

putusan PN.BUN),

Pertimbangan Pengadilan Tinggi :

1. Menimbang bahwa baik dalam memori banding yang diajukan oleh
Kuasa para Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding
yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding, tidak terdapat hai-
hal baru yang dapat mengubah putusan hakim pertama oleh sebab

itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Menimbang bahwa setelah memeriksa berkas perkai‘a dan bulkti-bukti

yang bersangkutan, berkesimpulan bahwa pemeriksaan yang
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dilakukan oleh hakim pertama sudah tepat dan benar, karenanya
pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi
dijadikan pertimbangan sendiri, maka oleh karena itu putusan
Pengadilan Negeri Bun tanggal 14 April 1983
No.70/Pts.Pdt.G/PN.Bun dapat dikuatkan;

Mengingat dari pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :
Menerima permohonan banding dari kuasa para
Tergugat/Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negéri Bun tanggal 14 April 1983
No.70/Pts.Pdt.G/1982/PN.P.Bun yang dimohen banding.

- Putusan Mahkamah Agung R.I No.1851.K1981 (kasasi atas putusan

PT.FR),

Alasan Kasasi pihak Pemohon, mengenai eksepsi khusus terhadap

kewenangan mengadili karena adanya klausula arbitrase:

1.

Bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Péngadiian Negeri Bun,
dalam putusan a quo memutus fanpa dasar hukum karenanya jelas

tidak menerapkan hukum dengan benar;
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. Bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon I,Il oleh Pengadilan

Negeri sendiri telah dinyatakan sah itu adalah suatu kesatuan yang

utuh, terbagi dalam pasal, kemviudian rumusan:

. Bahwa Pasal 21 dari perjanjian tersebut dirumuskan demikian :.....

yang pada pokoknya mengandung arti bahwa “setiap sengketa” yang

timbul harus diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal

menyerahkan pada Badan Arbitrase,;

. Bahwa dengan menyatakan sahnya perjanjian tersebut ofeh

Pengadilan Negeri sendiri maka berarti bahwa Pasal 21 dari perjanjian
itu adalah sah pula, pengadilan tidak dapat menyatakan bahwa suatu
perjanjian secara keseluruhan adalah sah sekaligus menyatakan pula

bahwa salah satu bagiannya adalah tidak sah karena berarti bahwa :

Pertama : pernyataan Pengadilan Negeri tersebut mengandung

pertentangan dalam isinya (innerlijke tegenstrijdigheden)
adalah tidak sah;

Kedua: perjanjian itu sendiri adalah tidak sah karena salah satu
bagiannya yaitu Pasal 21 dianggap sebagai “formalitas”

belaka oleh Pengadilan Negeri

. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri telah menilai bahwa secara

keselruhan perjanjian itu sah maka secara implisit Pengadilan tersebut
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telah menyatakan pula bahwa Pasal 21 dari perjanjian adalah sah

pula, entah sebagai formalitas akan tetapi mengilcat para pihak;

. Bahwa oleh karena perjanjian tersebut baik secara keseluruhan

maupun menturut pasal dan rumusan adalah sah menurut hukum

| maka sudah menjadi jelas sudah bahwa pertimbangan Pengadilan

Negeri tentang perjanjian itu dengan menyampingkan Pasal 21 adalah
tidak sah, karena sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut
harus diadili oleh Badan Arbitrase menurut kehendak bersama para
pihak dan oleh karena itu berlaku sebagai undang-undang, setiap
warga mengetahui secara pasti bahwa undang-undang adalah lebih

tinggi dari Pengadilan Negeri;

. Bahwa apakah masih diragukan in casu adalah bukan sengketa, dan

bila perkara tersebut adala suatu sengketa maka apakah Pengadilan
Negeri berwenang mengadili sengketa tersebut, sedangkan para pihak
menghendaki lain yaitu pertama diselesaikan dengan musyawarah
dan apabila gagal menyerahkan sengketa tersebut pada Badan

Arbitrase;

. Bahwa penyerahan pada Badan Arbitrase menurut perjanjian tersebut

adalah bukan secara langsung akan tetapi bertahap :
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PERTAMA : adanya sengketa.

KEDUA : adanya musyawarah

KETIGA . adanya gagal musyawarah, barulah pada tahap

KEEMPAT : penyerahan pada Badan Arbitrase

9. Namun baru pada tahap pertama yaitu tahap adanya sengketa,
Pengadilan Negeri telah menyatakan dirinya berwenang memeriksa
suatu hal yang secara tepat oleh Pengadilan Negeti sendiri telah disitir
sebagai “karena kurang pengertian” (halaman 206 alinea kedua)

dalam hal ini pengertian para Hakim mengenai Badan Arbitrase;

10.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Pengadilan
Negeri bukan saja telah menyalahi undang-undang tetapi telah nyata-
nyata menyalah-gunakan  wewenangnya menarik  dalam
kekuasaannya mengadili hal-hal yang bukan menjadi urusannya dan
oleh karena adalah tidak sah, setidak-tidaknya batal demi hukum atau

dapat dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamsah Agung :
- Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena judex factie

tidak salah menerapkan hukum;
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- Menimbang bahwa keberatan lainnya pun tidak dapat dibenarkan

karena. judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula
menge‘nai pernilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau
ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung
Indonesia (Undang-Undang No.1 Tahun 1950,

- Menimbang berdasarkan apa yang‘ dipertimbangkan diatas, lagi

pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex factie dalam
perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang,
maka permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Ir.Syafei

Juremi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.

Komentar Penuiis :

1. Bahwa pengajuan perkara diatas, didasarkan adanya keteﬂambatan
pengiriman enam unit traktor kepada Penggugat, sehingga berakibat
tertundanya pelaksanaan proyek bahkan pengurangan areal lahan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan keterlambatan

tersebut Penggugat mengajukan klaim ganti rugi namun tidak
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ditanggapi, bahkan tiga unit traktor yang telah diserahkan diambil

secara paksa kembali oleh Tergugat.

. Sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan bahwa dasar

adanya sengketa tersebut didasarkan atas perjanjian jual beli yang
didalam pasal-pasalnya ada memuat klausula penyelesaian sengketa

melalui Lembaga Arbitrase.

. Bahwa dikesampingkannya klausula arbitrase tersebut, dikarenakan

o

tindakan pihak Tergugat yang mengambil-alih secara paksa 3 unit
traktor yang telah diserahkan kepada: pihak Penggugét, sehingga
karenanya secara implisit pihak Tergugat sendiri telah mengabaikan

klausula arbitrase yang telah disepakatl tersebut.

. Berdasarkan tindakan pihak Tergugat tersebut, Pengadilan menilai

bahwa sekalipun adanya klausula arbitrase dimaksud penyelesaian
senﬁketa di BANI hanyalah merupakan formalitas saja dan dihati para
pihak sendiri tidak ada niat untuk mempergunakan lembaga arbitrase
térsebut, dan dengan mengutip pendapat para ahli hukum yang pada
dasarnya menyatakan jaranghya dipergunakan lembaga arbitrase
tersebut dikarenakan kurangnya pengertian dan tidak adanya

keyakinan masyarakat akan manfaatnya lembaga dimaksud.
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5. Bahwa hemat penulié sebenarnya terlepas dﬁri tindakan pengambil-

alihan ketiga unit traktor dimaksud, hal tersebut tidaklah cukup
menjadikan alasan atau dasar dalam mengesampingkan adanya

klausula arbitrase, oleh karena sekalipun atas adanya tindakah‘

_Tergugat Lli dimaksud, Penggugat sepatutnya terlebih dahulu

menyerahkan sengketanya kepada BANI| sebagaimana telah
disepakati bersama. Jika atas penyerahan ke BANI pihak Tergugat
tidak ditanggapi ataupun tidak hadir setelah dipanggil secara patut
maka arbiter tetap dapat memproses penyelesaian sengketa dimaksud

tanpa hadirnya pihak Tergugat.

. Bahwa kemudian pertimbangan Pengadilanpun yang menilai

penunjukan lembaga arbitrase hanya merupakan formalitas sa_ja
dengan terbuktinya tindakan Tergugat yang mengambil-alih secara
paksa 3 unit traktor hemat penulis bukan merupakan alésan pembenar
dalam mengambil kesimpulan, oleh karena prinsip dasar kewenangan
absolut dari Pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa
yang menjadi kewenangannya tersebut adalah ada tidaknya kiausula
arbitrase yang termuat/tercantum dalam suatu perjanjian yang menjadi
obyek sengketa. Sekiranya hal tersebut ada tercantum dalam
perjanjian maka hakim sudah sepatutnya karena jabatannya baik ada
tidaknya eksepsi yang diajukan menyatakan dhlfinya tidak berwenang

memeriksa dan memutus sengketa dimaksud.
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7. Bahwa masalah pendapat para ahli sebagaimana disitir oleh
pengadilan hemat penulis tidak cukup arif dan bijaksana oleh karena
dengan adanya lembaga arbitrase beserta ketentuan undang-undang
yang mengatumya maka pengadilan sudah sepatutnya untuk

. menghormati dan menghargai adanya proses penyelesaian sengketa
diluar Pengadilan sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Agung

yang telah menegaskan hal tersebuit,

8. Bahwa jika dicermati proses awal pendaftaran perkara ke Pengadilan
sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Agung yang
justru berjalan kurang lebih 3 (tiga) ta;'lun famanya, tentunya selain
membutuhkan waktu yang cukup lama hal inipun akan menjadikan
permasalahan sengketa diketahui khalayak umum, yang mana hal
tersebut tidak akan terjadi jika penyelesaian sengketa diserahkan ke

lembaga arbitrase.

B. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan uraikan pada bab terdahulu dan dari hasil penelitian penulis
terhadap kasus-kasus tersebut diatas, dapat dikaji terhadap pokok
permasalahan yakni :

1. Apakah putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan ke
Pengadiian Negeri 7
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Berdasarkan rumusan pengertian arbitrase yang diberikan |
dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.30 Tahun 1999, jelas kiranya
bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lebih lanjut dalam Pasal 1
angka 3 mengartikan perjanjién arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa
klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat
para pihak sebefum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri
yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa #. Artinya perjanjian
arbitrase timbui karena adanya kesepakatan bgrupa :

a. Kklausula arbitrase yang tercantum dalam suatu Perjanjian tertulis yang
dibuat para pihak sebetum timbul sengketa, atau

b. suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah
timbul sengketa.

Dari rumusan tersebut hal ini ménsyaratkan bahwa para pihak
dengan éadar dan tanpa adanya seplhak sepakat mengikatkan diri untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul diantaranya tidak melalui sarana
peradilan umum tetapi melalui sarana/lembaga arbitrase.

Dengan adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian
berarti meniadakan hak para pihak untuk untuk mengajukan penyelesaian

sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian pokok ke

28 Ratmadi Usman, Hiksm Arbitrase Nasional PT.Gramedia Widiasarana Indonesis,
Takarta 2002 hal 19
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Pengadilan Negeri®, Dengan’ demikian berdasarkan ketentuan yang diatur
Undang Undang No. 30 tahun 1999 suatu putusan arbitrase adalah bersifat
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hal ini
diatur dalam Pasal 60. Putusan Arbitrase bersifat “Final and binding”,
berdasarkan dan kesepakatan para pihak dan perjanjian ini mengikat para
pembuatnya sebagai undang-undang.

Sekalipun dalam klausula arbitrase parz; pihak telah sepakat
putusan arbitrase adalah bersifat “final and binding”, namun demikian pada
kenyataan dibanyak negara, masih terbuka upaya untuk mengajukan
pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase |§e pengadilan.

Bahwa kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh para pihak adaiah dengan mengajukan perlawanan
ataupun bantahan terhadap putusan arbitrase yang didasarkan pada tuduhan
tentang telah terjadinya penyelewengan, kecurangan atau kekhitafan seorang
atau beberapa orang arbiter. Kebolehan mengajukan permintaan pembatalan
terhadap ' putusan arbitrase tersebut hanya vyang sifathya sangat
“eksepsional” sebagaimana dijumpai dalam Pasal 843 Rv, juga dalam
Pasal 52 ICSD dan Pasal 18 UNCITRAL serta yang tersurat dalam ketentuan
Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999.

Seperti dikatakan dibandingkan dengan ketentuan mengenai pembatalan
yang dikenal dalam RV, maka sekarang ini alasan-alasan ini untuk

pembatalan adalah lebih sedikit. Dalam RV Pasal 643 dinyatakan bahwa

# hidha 19 20

(TP 251 AL
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walaupun tidak dapat dibanding suatu putusan arbitrase, tetapi dapat
disanggah karena diminta pembatalan atau dinyatakan batal karena adanya
hal-hal sebagai berikut :

Apabila putusan telah diberikan di luar batas-batas dari perjanjian
arbitrase. Jadi dimintanya hanya misalnya pembayaran 100 juta rupiah
dari termohon, tetapi dikabulkan 200 juta rupiah. Dalam hal ini sudah
jelas dapat dimintakan pembatalan. Karena para arbiter telah melampaui
wewenang yang diberikan kepadanya. Apabila dibandingkan dengan
konvensi lain mengenai arbitrase seperti pada ICSID, kita saksikan juga
ketentuan yang serupa bahwa apabila para arbiter telah nielewati batas

wewenang mereka, maka putusan arbitrase ini adalah batal dari semula.

2. Apabila putusan arbitrase ini diberikan berdasarkan suatu perjanjian

kfausula arbitrase yang batal atau yang telah lampau waktu. Jika putusan
diberikan berdasarkan perjanjian oleh arbitrase yang tidak berlaku atau

tidak berlaku fagi, maka putusan tersebut juga harus dianggap batal.

‘3. Apabila putusan telah diberikan oleh atas dasar putusan dari sejumlah

arbiter yang sebenarnya tidak berwenang untuk memutuskan dalam hal

lain arbiter tidak hadir.

4. Apabila telah diputuskan mengenai hal-hal yang tidak diminta atau

putusan ini telah memberikan lebih dari apa yang diminta. Menurut
hemat kami nomor 4 ini adalah serupa dengan apa yang ditentukan

dalam nomor 1 di atas tadi.
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5. Apabila putusan membuat disposisi yang bertentangan satu sama lain

(controversiel disposiion) pertimbangan-pertimbangan yang satu dengan
lain bertentangan. Atau dictum dari putusan yang bertentangan satu
sama lain.

Apabila para Arbiter telah lalai untuk memutuskan mengenai subjek yang
telah ditentukan dalam agreement ini, dan harus diputuskan para arbiter
ini. Jadi para arbiter telah tidak memenuhi secara lengkap apa yang
diminta dan dipermasalahkan oleh para pihak. Seperti diketahui hal yang
diminta di bawah nomor 8 iii, seperti juga hal yang ditentukan dalam
nomor 4, sudah kita saksikan oleh pembuat Undang-undang Arbitrase
baru Tahun 1999 ini hendak dimasukan dalam pasal mengenai koreksi,
yaitu Pasai 58. Menurut hemat kami tepatnya materi ini jangan
dimasukkan dalam pasal mengenai koreksi tetapi sebagai salah satu
alasan untuk dapat minta pembatalan sesual dengan Pasal 70 sekarang
ini.

Apabfla para arbiter telah menyalah gunakan formalitas prosedural yang
harus diikuti sesuai dengan sanksi atau batalnya proses ini. Akan tetapi
hal ini hanya demikian adanya apabila sesuai dengan ketentuan yang
terjadi dalam perjanjian bersangkutan, para arbiter hanya mengikuti
Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk berperkara di hadapan
pengadilan biasa. Dan lazimnya dalam perjanjian arbitase ini tidak

ditentukan demikian. Biasanya kepada para arbiter diberikan keleluasaan
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sendiri untuk mengatur formalitas-formalitas dan cara berperkara ini. Jadi
tidak terikat kepada Undang-undang Hukum Acara Perdata untuk proses
di hadapan Pengadilan Negeri.

Apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat—surét, yang setelah
keputusan diberikan, diakui sebagai palsu ataupun telah dinyatakan
palsu, |

Apabila setelah putusan diberikan, surat-surat yang menentukan yang
dufu disembunyikan oleh para pihak telah ditemukan kembali,

Apabila putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, selama

jalannya pemeriksaan yang kemudian diketahui.

Selanjutnya mengenai batas waktu tuntutan pembatalan diajukan, diatur

dalam pasal 644 Rv dimana dinyatakan bahwa :

1.

Tuntutan untuk pembatalan putusan wasit tidak akan diterima, kecuali
diajukan di dalam jangka waktu enam builan terhitung semenjak putusan
tersebut diberitahukan kepada para pihak sendiri di tempat tinggal
mereka.

Dalam hal-hat yang disebutkan dalam sub 8, 9, 10, jangka waktu enam
bulan ftu tidak akan berjalan selain sesudahnya kepalsuan, kecurangan
atau itikad yang tidak baik itu telah diketahui, dengan syarat bahwa dalam
semua peristiwa itu hanyalah bukti-bukti tertulis saja yang dapat diterima

mengenai tanggal diketahuinya peristiwa-peristiwa tersebut.
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Jadi khusus terhadap alasan yang disebut pada angka 8 (perihal
kepalsuan), 9 (perihal kecurangan) dan angka 10 {perihal itikad ticlak
baik}, perhitungan batas tenggang waktu permohonan tidak berpatokan pada
tanggal pemberitahuan putusan, tetapi didasarkan pada tanggal diketahuinya
keadaan tersebut yang pengetahuannya hanya dapat dibuktikan dengan alat
bukti tertulis.
Selanjutnya syarat lain yang diatur dalam Pasal 645 Rv , bahwa tuntutan atau
perfawanan baru terbuka setelah adanya perintah eksekusi darl Ketua
Pengadilan Negeri. Selama belum ada penetapan perintah eksekusi, maka
permohonan pembatalan belum memenuhi syarat formal. Dengan kata lain
menurut Rv. Bahwa upaya perlawanan terhadap pembatalan putusan
arbitrase mengandung dua sisi yang diakumulasikan menjadi satu upaya
yakni :

- Satu sisi adalah merupakan upaya permintaan pembatalan terhadap

putusan,
-. Taﬁi sekaligus pula berbarengan dengan itu, adalah perlawanan
terhadap pelaksanaan eksekusi.

Selama belum ada perintah eksekusi, maka belum dapat diajukan upaya
pembatalan. Artinya perfawanan pembatalan baru tersebut setelah putusan
dideponir di kepaniteraan pengadilan. Dan atas pendeponiran, putusan
sudah dapat di exequatur oleh Ketua Pepgadilan Negéri, barulah kemudian

terbuka upaya pembatalan putusan.



130

Adapun ketentuan dalam Pasal 846 Rv mengatur kompetensi absolut dan

relatif penyelesalan pembatalan putusan arbitrase tentang :

1. Tuntutan pembatalan putusan wasit dilakukan dengan panggilan yang
berisi perlawanan terhadap perintah pelaksanaan putusan tersebut.

2. Tuntutan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang ketuanya telah

mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan wasit tersebut.

Dari rumusan diatas, dapat dilihat bahwa Rv menganut sistem
yang sangat terbuka bagi dimungkinkannya dilakukan pembatalan atas suatu
keputusan arbitrase yang telah dijatuhkan®. Namun dengan berlakunya
ketentuan Undang Undang No.30 Tahun 1:999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal 70,
upaya pembatalan putusan arbitrase tersebut hanya mensyaratkan 3 (tiga)
hal untuk dimungkinkannya mengajukan tuntutan pemkatalan, yakni apabila
putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. surat/dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu,

2. setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan yang disembunyikan pihak lawan;atau

3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3 Gumawan Widjeja dan Ahmad Yani, op cit hal 166
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Berdasarkan alasan-alasan pembatalan suatu keputusan arbitrase
sebagaimana ditentukan dalam Rv maupun oleh Undang Undang Arbitrase
dan dihubungkan dengan kasus-kasus arbitrase yang diajukan ke

pengadilan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun dalam perjanjlan yang menjadi obyek sengketa telah
termuat adanya klausula arbitrase dimana para pihak telah sepakat jika
terjadi perselisihan yang timbul akan diselesaikan melalui keputusan
lembaga arbitrase dan keputusan tersebut berlaku mengikat kepada para
pihak, namun pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan putusan
dimaksud justru merasa kepentingannya &irugikan sehingga menempuh

upaya hukum menuntut pembatalan terhadap putusan arbitrase.

2. Bahwa pengajuan tuntutan pembatalan dimaksud bersumber pada
pertimbangan hukum pihak arbiter/majelis arbitrase sebagai dasar dalam
menjatuhkan putusan yang justru kemudian dianggap sangat merugikan
kepentingan salah satu pihak sebagaimana dari dalil posita gugatan

pada kasus-kasus arbitrase antara lain :

a. Bahwa arbiter/majelis arbitrase tidak mempertimbangkan

bahwa telah terjadi suatu tipu daya menyembunyikan dokumen

A

yang menentukan dalam sengketa para pihak,
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b. majelis tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, daiam
artian bahwa arbiter/majelis dalam pemeriksaan telah
mengabailkan hukum acara yang berlaku sebagaimana
disyaratkan dalam undang undang,

c. arbiter/majelis arbitrase telah mengabulkan sesuatu hal yang

tidak dituntut,
d. bahwa putusan BANI telah bertentangan dengan ketentuan
Undang Undang Arbitrase dalam menilai kehifafan

administrative/ menambah atau mengurangi tuntutan.

3. Bahwa terlepas adanya klausula arbitrase éialam perjanjian yang menjadi
obyek sengketa, namun berdasarkan pada alasan-alasan pembatalan
putusan arbitrase tersebut, maka hal tersebut menurut hukum dapat
dibenarkan dan sudah menjadi kewajiban bagi lembaga Peraditan Umum
dalam hal ini Pengadilan Negeri membuktikan benar tidaknya telah
terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan atau yang menjadi dasar gugatan

pembatalan putusan arbitrase dimaksud.

4. Dalam konteks pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase, dengan
merujuk pada Pasal 70, 71 dan 72 beserta penjelasannya dalam Undang
Undang No.30 Tahun 1999, permohonan pembatalan putusan arbitrase

yang diajukan ke Pengadilan Negeri diajukan dalam jangka waktu 30
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(tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan
arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.
Apabila permohonan pembatalan dimaksud dikabulkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih
lanjut akibat dari pembatalan *'yang dapat dapat berupa
a. Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan arbitrase tersebut. Hal ini
harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua
Pengadilan Negeri,
b. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa perkara tersebut
diperiksa kembali oleh :
- Arbiter yang sama, atau
- Arbiter yang lain, ataupun
- Tidak mungkin lagi diseiesaikan melalui arbitrase
Sebaliknya apabila alasan-alasan permohonan pembatalan putusan
arbitrase tersebut tidak terbukti maka Ketua Pengadilan Negeri akan

menolak permohonan dimaksud dengan disertai alasan-alasanya,

Bahwa Undang Undang No.30 Tahun 1999 memang memberikan
kemungkinan terhadap diajukannya upaya hukum yang oleh undang
undang disebut dengan “permbatalan” terhadap putusan arbitrase.

Akan tetapi jika dilihat pada alasan pembatalan yang disebutkan

3! Munir Fuady, Op.cit hal. 111
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dalam undang undang tersebut, maka sebenarnya upaya pembatalan
tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, tetapi lebih merupakan
upaya hukum yang luar biasa. Jadi tidak sama dengan upaya hukum

banding dalam sistem peradilan biasa. Karena itu pula sunguhpun

- tidak dengan tegas tegas disebutkan dalam undang undang, tetapi jika

kita melihat kepada alasan alasan pembatalan putusan arbitrase, maka
upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang

tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak®,

Pembatalan “Putusan Arbitrase; hal ini; diatur dalam Pasal 70 vang

berbunyi : * Terhadap putusan. arbitrase para pihak dapat mengajukan

permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung

unsur-unsur sebagai berikut :

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. 'Seteiah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;

¢. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah

satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dari penjelasan Pasal 70 disebutkan bahwa permohonan

pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitarse yang

*2 Munir Fuady, op c/t, hal 110
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sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan
pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan
putusan pengadilan. Apabila pengadilan meny;atakan bahwa alasan-
alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini
. dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk
mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan Pasal 70 ini maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan untuk
meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase yaitu :

a. Telah dipergunakan dokumen paisu.

b. Disembunyikannya dokumen mengntukan oleh pihak lawan.

c. Pihak lawan telah melakukan tipu muslihat.

Dibandingkan dengan RV yang berkaitan dengan arbitrase terdapat
lebih banyak kemungkinan untuk mengajukan pembatalan. Hal ini
mungkin disebabkan sebagai alasan untuk membatalkan putusan
arbitrase, karena terhadap putusan tidak dapat dimintakan banding atau

kasasi.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 disebutkan bahwa permohonan
pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang
sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan
pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan

putusan pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-
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alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini
dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk

mengabulkan atau menolak permohonan.

Dalam penjelasan Pasal 72 menyebutkan bahwa Ketua pengadilan
Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika
diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan
seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Selain
hal tersebut ketentuan Pasal 72 ini mengatur pula syarat permohonan
pembatalan terhadap putusan arbitrase dan tenggang waktu pengajuan
permohonan pembatalan, yang ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari.
Namun demikian dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut,
apakah dapat terlaksana dalam praktek sehari-hari, karena menurut

pengalaman selama ini, hal tersebut jarang terpenuhi.

Menéenai jangka waktu yang diperkenankan oleh Undang Undang
Arbitrase No.30 Tahun 1999 guna mengajukan tuntutan pembatalan
putusan arbitrase, jangka waktu yang diperkenankan untuk melakukan
pembatalan tidak ditentukan sama sekali. Dengan demikian dapat
ditafsirkan bahwa jangka waktu tersebut sebenérnya tidak terbatas.

Akan tetapi putusan Ketua Pengadilan Negeri untuk pembatalan
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tersebut haruslah diputuskan dalam jangka waktu paling lama 30 {tiga

puluh) hari sejak permohonan diterima *,

2. Apeakah putusan Pengadilan Negeri terhiadap pembatalan putusan
-arbitrase bisa dimintakan banding ?

Berdasarkan rumusan Undang Undang No.30 Tahun 1999, pada
Pasal 72 (4). dinyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat
diajukan permohonan band'ing ke. Mahkamah Agung yang memutus dalém
tingkat pertama dan terakhir. Artinya tidak ada upaya hukum fainnya yang
bisa ditempuh jika ada pihak yang keberatan. ;Dengan demikian maka upaya
banding atas putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan, baik
jilka permohonan pembatalan putusan arbitrase cditerima sepenubnya,
diterima sebagian atau ditolak sama sekali. Adapun yang dimaksud
“banding” dalam Ayat (4) adalah hanya terhadap pembatalan putusan
arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 (5). |
Berbeda halnya dengan putusan arbitrase ala Ry, di
mungkinkan untuk dimintakan banding ke Mahkamah Agung, dalam hal ini
tidak semua putusan arbitrase dapat dimintakan banding ke Mahkamah
Agung sebagaimana tersurat dalam Pasali 641 Rv yang menunjuk pada Pasal
163 RO (Reglement op de Rechtsvordering Organfsbt:‘e un het Belend du

justice) suatu peraturan setelah Perang Dunia Ke 1l tentang susunan dan

3 Munir fiady Op.cithal 112
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kekuasaan Badan-badan Peradilan di Indonesia) terhadap putusan arbitrase
mengenai sengketa yang bernilai iebih dari 500 Gulden (lima ratus gulden)
dapat dimintakan banding kepada Hooggerechfshaf (Mahkamah Agung di
zaman penjajahan Belanda). Bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberi batasan terhadap putusan arbitrase yang dapat dimintakan
permohonan banding. Sehingga tidak semua putusan dapat dibanding, ada
pembatas jumlah nilai pokok yang disengketakan, kurang dari nilai pokok
sengketa yang ditentukan dalam pasal ini maka putusan tersebut tidak dapat
diajukan banding. Adanya pembatasan jumlah nilai pokok sengketa dimaksud
pada dasarnya bertujuan membatasi atau mépgurangi volume' permohonan
banding terhadap putusan arbitrase

Ketentuan pembatasan tersebut diatas juga diatur dalam UU
M A No. 1 tahun 1950 Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut , “Selain dari
pada kekuaséan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai yang
timbul dalam konstitusi , maka Mahkamah Agung juga memutuskan pada
tingkatan '- peradilan kedua 'atas putusan-putusan wasit yang temyata
mengenai nilai harga Rp. 25.000,- atau lebih". Dari rumusan Pasal 15
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap semua putusan wasit
(arbitrase) yang timbul dengan jumlah atau nilai lebih dari Rp. 25.000,- dapat
diajukan banding kepada Mahkamah Agung, kecuali para pihak secara tegas

menyatakan melepaskan hak mereka untuk banding.
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Selain hal tersebut diatas, dinyatakan pula pula bahwa putusan arbitrase
dapat dimohonkan pemeriksaan pada tingkat peradilan kedua, o‘Ieh salah
satu dari pihak-pihak yang berkepéntingan dapat dimohonkan pemeriksaan
ulangan oleh Mahkamah Agung. Sebelum meﬁgambi!' keputusan Mahkamah
Agung dapat mendengar para pihak yang bersengketa dalam sidang
pengadilan. Putusan Mahkamah Agung tentang hal ini merupakan putusan
tingkat kedua dan terakhir. Ini berarti tiada kasasi maupun peninjauan
kembali yang dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase.

Penegasan ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 642 Ry,
bahwa walaupun para pihak telah memperjanjikan hal yang demikian dalam
perjanjian mereka, namun tiada kasasi maupun peninjauan kembali yang
dapat diaiukan terhadap putusan arbitrase. Hak banding terhadap putusan
arbitrase tersebut bersifat mutlak secara fakultatif, artinya selama perjanjiann
tidakk menghapuskan hak-hak para pihak untuk banding, maka secara mutlak
hak itu melekat pada diri para pihak. Sebaliknya apabila mereka sepakat
menghaﬁuskan hak itu, undang-undang dapat membenarkan asal hal itu
dinyatakan secara tegas dalam perjanjian 3 Dari penegasan Pasal 642 Rv
tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 641 Rv pada satu segi
undang-undang memberi hak upaya banding bagi para pihak terhadap
putusan arbitrase, namun dari segi lain, undang-undang sendiri menutup hak

para pihak unfuk mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Tegasnya

34 Rachmad usman, Cpcithal 98
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putusan arbitrase tidak bisa dikasasi atau ditinjau kembali. Selesai diputus

dalam tingkat banding dengan sendirinya putusan sudah bersifat finaf dan

binding *. Pada pokoknya Pasal 641 Rv dimaksud memberikan kebebasan
dan hak opsi kepada para pihak, apakah mereka mempergunakan hak
banding atau tidak, sepenuhnya hal itu diserahkan kepada mereka untuk
memilih (M.Yahya harahap,1991:338) . Jika dicermati pada bagian akhir
kalimat yang tersurat dalam Pasal 6841 Rv dijelaskan bahwa “para pihak
secara tegas dapat melepaskan hak mereka untuk naik banding”. Dengan
demikian para pihak bol#h tetap mempertahankan hak banding yang
diberikan Pasal 641 Rv, sebaliknya boleh menyampingkan hak itu. Dalam hal
mereka hendak menyampingkan hak banding, dapat dilakukan dengan cara
mencantumkan pelepasan hak banding didalam peli'janjiannya. Pelepasan
hak banding dalam perjanjian mereka harus dirumuskan secara tegas-tegas.’

Adapun ketentuan Pasal 108 s/d 111 U U MA. No. 1 tahun

1950 mengatur prosedur banding tersebut yang antara lain memuat :

1. Permbhonan banding harus disampaikan dengan surat kepada Ketua
Mahkamah Agung dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit
diberlakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Permohonan pemeriksaan ulang yang dapat diterima dicatat oleh
panitera/hakim Mahkamah Agung Rl dan diberitahukan kepada pihak

lawan.

35 M. Yahya Harshap, Op.cit.hal 256
3 jbicdhal 338
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3. Bila dipandang perlu Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan

mendengar para pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan.

Bahwa Undang Undang No. 1 tahun 1950 ini telah dicabut oleh
Undang Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang Undang No. 14 tahun 1985
meﬁyatakan tidak ada kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili
baik sebagai peradilan banding maupun peradilan kzisasi terhadap putusan
perwasitan sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa
permchonan kasasi . Namun demikian sejalan dengan berlakunya ketentuan
Undang Undang No.30 Tahun 1998 dimana pada Pasal 72 (5) secara tegas
dinyatakan bahwa “Mahkamah Agung mempe;rtimbangkan serta memutuskan
permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut
diterima oleh Mahkamah Agung’. Terhadap putusan Mahkamah Agung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tersebut merupakari putusan dalam

tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya dalam Pasal 72 (5) dinyatakan bahwa Mahkamah
Agung akan memutus permohonan banding ini dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari seteiah permohonan bénding diterima oleh Mahkamah
Agung. Jadi disini ada jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diputus
dalam tingkat pertama dan terakhir oleh mahkamah Agung. Apakah dalam

praktek masih bisa dipertahankan tiga pulubh hari sestidah putus permohonan
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banding ini atau tidak masih harus dijawab menurut realita kemudian hari,
Tetapi melihat pengalaman kami dalam praktek hal ini patut disangsikan.
Dalam Undang-undang memang bagus sudah harus selesai dan diputus
pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Dan prakteknya mungkin bisa
berbulan-bulan kalau tidak bertahun-tahun. Akan tetapi dengan adanya
keharusan tiga puluh hari ini sudah menjadi petunjuk dan dorongan yang
bailk, bagi Mahkamah Agung untuk bekerja secepat mungkin, bisa
menyeiesaikan daiam 30 (tiga putuh) hari.

Mengenai jangka waktu yang dipéﬂ(enankan oleh Undang Undang Arbitrase
No.30 Tahun 1899 untuk mengajukan banding atas putusan pembatalan
tersebut ke Mahkamah Agung oleh para pihak yang tidak puas dengan
putusan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembatalan tidak
ditentukan sama sekali, yang ada justru hanya batasan jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari bagi Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya. Jangka
waktu tersebut dihitung sejak diterimanya permchonan banding tersebut oleh
Mahkamaﬁ Agung (lihat penjelasan Pasal 72).

Bahwa banding atas putusan Arbifrase yang bersifat finai dan
mengikat walaupun tidak diperkenankan menurut hemat kami, hal ini hampir
sama dengan upaya banding, yang dimaksud *banding’ adalah hanya
terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70, terutama apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase
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tersebut diterima dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, karena

dapat dikasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Prof Erman Radjagukguk, ¥ Pasal 72 (4) membuka
kemungkinan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan
permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat
pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta
memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut
diterima oleh Mahkamah Agung. ~
Sebagaimana diketahui bahwa di Nederland permohonan banding terhadap
putusan arbitrase harus diajukan kepada Arron Dissements Recht bank atau
Pengadilan Tinggi.

Menurut Prof. Subekti hal ini adalah tepat, karena Pengadilan
Tinggl merupakan pengadilan banding, yang mengulangi semua segi

pemeriksaan; baik yang mengenai fakta maupun yang mengenai hukumnya,

‘sedangkan Mahkamah Agung pada prinsipnya adalah pengadila‘n kasasi.

Bagiaimana menurut LU No 30 tahun 1999 mengatur hal ini ?

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 merumuskan
sebagai berikut; " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili
sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Saat ini

Pengadilan di Indonesia menerima klausula arbitrase sebagai sesuatu yang

37 Fyrman Racjagnkenk; Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta, Cendra Pertama, 2000, hal.13



144

mengikat dan pengadilan Negeri tidak akan campur tangan mengadili perkara
yang sudah dimufakati oleh para pihak untuk dibawa ke arbitrase.

Menurut Prof. M.R Sudargo Gautama; "Ketegasan dalam UU
Arbitrase mengenai tidak berwenang Pengadilan Negeri Ini merupakan suatu
kemajuan.”® Dengan adanya ketegasan yang tersebut dalam pasal 3 UU
arbitrase ini maka bisa dikatakan bahwa apabila terdapat sesuatu sengketa
dan para pihak membawanya ke Pengadilan Negeri biasa sehari-hari, maka
Pengadilan Negeri harus secara karena jabatan (ambtshalve) menyatakan
dirinya tidak berwenang. Jadi tidak perlu pihak tergugat mengajukan eksepsi
mengenai tidak berwenangnya pengadilar!. Pengadilan atas inisiatif
sendiripun karena jabatan dapat menyatakan tidak berwenang wataupun
para pihak tidak mengajukan suatu tangkisan bahwa Pengadilan Negéri
biasa tidak berwenang memetiksa perkara ini.

Tidak mungkin untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan
Negeri bilamana terdapat klausula arbitrase dalam suatu perjanjian.
Mahkama-h Agung sudah memprakarsai dalam serangkaian putusan bahwa
Pengadilan Negeri menyatakan “NO” (Afet on VankheljK) perkara yang
diajukan kehadapannya, bilamana terdapat klausula arbitrase dalam

perjanjian bersangkutan.

38 Prof .Sudargo Gentama dalam “UU Arbitrase baru 1999°, hal 15 . penerbit PT Citra Aditya Balkdi
.Bancimg, 1999.
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Beberapa catatan jurispudensi Mahiamah Agung yang
menyatakan karena klausula arbitrase pengadilan jadi tidak berwenang

antara lain :

1. Perkara Ahyu Foresty ;

| Co Ltd lawan PT Balapan Raya, Putusan Mahkamah Agung No, i
2924/K/SP/1981 tanggal 8 Februari 1982,
Perkara ini menyangkut sengketa antara suatu perusahaan Korea dan
partner Indonesia, berkenaan dengan usaha Joint Ventura. Atas
permohonan pihak Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Utarg
menyatakan sah peralihan management; dari pihak asing kepada pihak
Indonesia, walaupun ada “Arbitration Clause” dalam perjanjian Joint
Ventura ini. Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta, telah
menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Akan tetapi dalam
tingkat kasaéi. Mahkamah Agung tidak membenarkan pendirian
Penhgadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ini. Karena adanya klausula
arbitrase ini yang menunjuk pada ICC, seharusnya Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Tinggi menyatakan diri tidak berwenang untuk
memeriksa perkara ini.

2. Perkara PT Metropolitan Timbers lawan PT Gapki  Trading Cb.
Putusan MA No. 2225K/SIP/1976 tanggal 30 September 1983.

Perkara ini berkenaan dengan exploitasi konsesi kayu. o
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Namun dalam prakiek yang terjadi selama ini dalam beberapa
catatan perkara yang akan diungkapkan dalam Bab lil dapat disimpulkan
bahwa penyelesaian sengketa yang sudah disepakati melalui lembaga
arbitrase, masih terbuka kemungkinan sengketa yang bersengketa sampai
juga ke pengadilan. Jika sengketa tidak sampai ke pengaditan, maka salah
satu tujuan penyelesaian melalui arbitrase yaitu penyelesaian sengketa yang
cepat tidak akan tercapai. Perkara tersebut dapat sampai tingkat kasasi
bahkan tingkat “Peninjauan Kembali” yang membuthkan wakiu bertahun-
tahun. Oleh karenanya pengadil'én berperan penting bagi berkembangnya
lembaga arbitrase karena sengketa-sengketa bisnis termasuk yang
didalamnya perjanjiannya memuat kiausula arbitrase akhirnya dapat
bermuara juga ke Pengadilan khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi

putusan arbitrase tersebut.

3. Bagalmana peran Peradilan terhadap pelaksanaan putusan
arﬁtrase ?

Undang-undang No. 30 Tahun 1899 mencantumkan peranan
pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal
sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.”

Pasal 11 (1) menyatakan bahwa &engan adanya suatu

perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan

* Ihidhal 9
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penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian
ke Pengadilan Negeri .

Pasal 11 (2) menyatakan Pengadilan Negeri wajib menolak dan
tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah
ditetapkan melalui arbitrase, kécuali dalam hal-hai tertentu yang ditetapkan
dalam UU ini.

Pasal 13 (1) menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak
dapat mencapai kesepaka;an mengenai pilihan arbiter atau tidak ada
ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter. Dalam suatu
Arbitrase Ad-hoc bagi setiap ketidak—sepakatar_; dalam penunjukkan seorang
atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada
Ketua Pengadilan Negeri untulk menunjuk seorang arbiter dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usui pemohon,
permohonan dari salah satu pihak. Ketua Pengadilan Negeri dapat
mengangkat arbiter tunggal [Pasal 14 (3)]. |
Ayat (4) pﬁsal ini mengatakan, Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat
arbiter tunggal blardasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak,
atau yang diperoleh dari organisasi atau Lembaga Arbiter sebagaimana
dimaksud dalam pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun
keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.
Dalam pembentukan Majelis Arbitrase, adakalanya 2 arbiter yang telah ada

gagal menunjuk arbiter ketiga sebagaimana telah disepakati.
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Pasal 15 (4) menyebutkan dalam hal kedua arbiter yang telah
ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasii menunjuk arbiter ketiga datam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter terakhir yang ditunjuk,
atas permohonan salah satu pihak., Ketua Pengadilan Negeri dapat
mengangkat arbiter ketiga. Ayat (5) pasal ini rrllengatakan, terhadap
pengangkatan arbiter yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (4}, tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Selanjutnya Pengadilan Negeri juga berperan sebagai tempat

pendaftaran putusan arbiter dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase
Nasional, Pasal 59 (1) menyebutkan bahwa da!am waktu paling lama 30 (tiga
pwuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau
salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau
kuasanya kepada Panitera Pengadiian Negeri.
Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),
dilakukan dengan pencatatan dan penanda-tanganan pada bagian akhir atau
dipinggir butusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya
yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran [Pasal
59 (2)1. |

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar
asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera
Pengadilan Negeri [Paéal 59 (3)], tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana

dimaksud berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan [Pasal 59
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(4)]. Adakalanya pihak yang harus melaksanakan putusan arbitrase tidak
bersedia melaksanakannya. Dalam hal ini menurut Pasai 61, Ketua
Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar pihak yang bersangkutan
melaksanakan putusan arbitrase dimaksud. Perintah tersebut berdasarkan
permohonan eksekusi yang didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
Pengadilan tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah permohonan didaftarkan [Pasal 62 (1)]. Ketua Pengadilan Negeri
sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu
apakah putusan arbitrase memenihi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta
tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan  ketertiban  umum
[Pasal 62 (2)]. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi syarat ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri menolak
permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan
Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun [Pasal 62 (3)]. Menurut
Pasal 62 (4), Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau
pertimbanéan dari putusan arbitrase.

Selanjutnya Pasal 63 menentukan bahwa perintah Ketua
Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusén
arbitrase yang dikeluarkan. Akhirnya, Pasal 64 menyatakan bahwa putusan
arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan negeri, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang

putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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Pasal 69 menyatakan bahwa setelah Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri secara relatif berwenang melaksanakannya.

Jika para pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan
putusan arbitrase dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri yang
melaksanakannya seperti suatu putusan pengadilan biasa yang sudah
merupakan kekuatan pasti. Sikap Pengadilan dimaksud sejalan dengan
ketentuan dalam Pasal 61 yang berbunyi sebagai berikut * Dalam hal para
pihak tidak melaksanakan putusan secara su;karela. putusan dilaksanakan
berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu

pihak yang bersengketa”. Halmana sesuai pula dengan Pasal 637 RV.

Selanjutnya mengenai perintah eksekusi yang harus dijalankan
oleh salah satu pihak dilaksanakan paling lama 30 hari setelah permohonan
eksekusi didaftarkan Kepada Panitera Pengédilan Negeri. Apakah hal ini
betul-betul dapat dilaksanakan ? Karena dalam praktek sehari-hari
pelaksanaannya tidak demikian walaupun sering tertunda berbuian-bulan
maupun sampai tahunan.

Dalam Pasal 62 (2) dinyatakan bahwa “Ketua Pengadilan
Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanéam, terlebih  dahulu
memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi ketentuan Eas:al 41,

Pasal 5 Undang-undang Arbitrase serta tidak bertentangan dengan



151

kesusilaan dan ketertiban umum. Isi putusan Pengaditan Negeri tidak ditinjau
kembali dan tidak diperiksa apakah diputus secara benar atau tidak
mengenai pertimbangannya.

Dalam Pasal 62 (3) dinyatakan bahwa “Dalam hal putusan

Arbitrase tidak memenuhi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2),

~ Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan

terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya
hukum apapun®,

Menurut Ayat (3) dapat diketahui bahwa betapa besarnya
kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi putusan
arbitrase, Justru dalam praktek hal ini sangat berbahaya, karena éangat
mudah untuk disalah gunakan yang dapat menimbulkan praktek-praktek
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa
alasap atau pertimbangan dari 'putusan Arbitrase Pasal 62 (4). Tidak
diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua
Pengadilén Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final
dan mengikat. “Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis dalam iembar asli
dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan”. Mengenai fiat
eksekusi diatur dalam Pasal 65.

Eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan seperti eksekusi suatu
putusan pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 64 yang berbunyi ® Putusan

arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri,

‘ G Ay RN L -F
(07T -FUG T Ak UHP)
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dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata
yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Untuk melaksanakan perintah eksekusi dari ketua Pengadilan
Negeri berlaku peraturan-peraturan dalam HIR mengenai eksekusi dari
putusan-putusén dalam perkara perdata yang sudah memperoleh status
dapat dijalankan atau istilah bahasa Belandanya “Kracht vangewjisde.”

Fase pelaksanaah melalui pengadilan inilah yang akan
menimbulkan kesulitan dalam praktek dan‘akan ditakuti oleh para penanam
médal dari luar negeri atau pihak-ibihak kreditur luar negeri, karena disinilah

tampak kelemahan sistem arbitrase .

Selanjutnya dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr Sudargo Gautama

bahwa : eksekusi melalui pengadilan Negeri ini seringkali akan terbukti
menjadi sesﬁatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang. Karena
disini akan :"nulai lagi segala kesulitan dari mengajukan perkara melalui
éaluran Péngadilan Negeri Biasa. Bukankah untuk dapat memulai eksekusi
harus dilakukan peneguran. Dan setelah 8 (delapan) hari peneguran ini
se‘harusnya ditindak lanjuti dengan sitaan dan kemudian ielang dihadapan
kantor lelang setempat daripada asset pihak yang dikalahkan. Tapi disini
timbul kemungkinan nﬁasuknya berbagai pihak, baik :pihak yang harus

melaksanakan eksekusi maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan

0 Prof. Sudergo Gautama dalam buku Undang-undang arbitrase baru 1999, hal 131.
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dan dapat menyanggah segala sesuatu yang telah didasarkan atas putusan
eksekusi ini. Misalnya barang-barang yang telah disita dan hendak dilelang
itu bukan merupakan bahwa barang-barang yang telah disita dan hendak
dilelang itu bukan dari pihak yang dieksekusi. Ataupun sitaan yang telah
dilakukan dalam rangka eksekusi ini adalah keliru dan diletakan atas barang-
barang yang tidak ada hubungannya dengan si pemilik. Jadi ada macam-
macam keberatan yang bisa diajukan dari berbagai pihak untuk mem
perlambat dilaksanakannya gksekusi terhadap pihak yang kalah ini.

Bahwa peran Iémb"aga peradilan nampak pula dalam bhal
adanya pengajuan permohonan pembatalan; dimana menurut Pasal 71,
permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hati penyerahan
dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Ketua Panitera Pengadilan
Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri [Pasal 72 (1)]. Apabila permohonan
sebégaiména dimaksud dalam Ayat (1) diterima, Ketua Pengadilan Negeri
akan menentukan lebih lanjut akibat dari pembatalan terhadap puttjsan
arbitrase apakah dibatalkan seiuruhnya atau sebagian putusan tersebut.

Lebih lanjut peran Peradilan berkenaan putusan arbitrase
nampak dalam Pasal 72 (4) dimana terhadap putusan Pengadilan Negeri
dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam

tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta
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memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam A).fat (4)
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding
tersebut diterima oleh Mahkamah Agung [Pasal 72 (5)]. Arbitrase merupakan
alternatif dari pengadilan, narﬁun bantuan pengadilan agar institusi arbitrase
bisa . efektif amat menentukan diakui baik oleh hukum nasicnal maupun
hukum internasional sejak lama, yaitu mulai dari Protocol Geneva 1923
sampai dengan Konvensi New York 1958.*'

Dari uraian tersebut dapat disinipulkan bahwa sekalipun suatu
perjanjian yang ‘memuat klausula arbitrase, sehingga pengaditan tidak
berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa!perselisihan'yang
memuat kiausuia dimaksud, namun peran dan keterlibatan lembaga/ institusi
pengadilan sangat diperiukan sejak awal proses penyerahan penyelesaian
perselisihan sengketa arbitrase sampai pada tahap pelaksanaan putusan
arbitrase. Demikian halnya dalam hal salah satu pihak yang berkepentingan
keberatan atas suatu putusan arbitrase, sehingga pada akhirnya putusan
arbitrase aimaksud akan dipertimbangkan kembali dan diputus oleh
Pengadilan.

Bahkan sekiranyapun atas putusan Pengadilan yang memeriksa dan
memutus perkara arbitrase masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan/

merugikan kepentingan salah satu pihak, dapat mengajukan upaya banding

4l Erman Rad agukguk, ibid, Halaman3



155

ke Mahkamah Agung yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan
terakhir [vide Pasal 72 (4) Undang Undang No.30 Tahun 19991

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, tidak dapat
dipungkiri keterlibatan ataupun peran yang sangat besar oieh institusi/
lembaga peradilan dalam penanganan masalah arbitrase ataupun dalam
memperiancar proses berhasil atau tidaknya sehubungan dengan penolakan
salah satu pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase itu sendiri baikk yang
termuat dalam aturan Rv maupun dengan telah berlakunya ketentuan

Undang Undang Arbitrase tersebut.
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BAB IV
PENUTUP

1. SIMPULAN

'

Berdasarkan uraian, kajian serta pembahasan pada bab-bab terdahulu

dapat disimpulkan sebagai berikut :

a.

Sejalan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas
dibidang perdagangan baik nasional maupun internasional, berakibat
semakin luas pula hubungan hukum yang diadakan para pengusaha,
sehingga tidak dapat dipungkiri k;emungkinan akan terjadinya
sengketa didalam pemenuhan hak dan kewajiban. Terlebih lagi
sudah menjadi ciri profesi pengusaha bahwa setiap sengketa yang
timbul ingin diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang relatif
singkat oleh suatu badan diluar peradilan umum yang terdiri dari

para ahli yang menguasai bidang usaha yang disengketakan.

Bahwa meskipun sengketa dibidang perdagangan yang timbul dapat
diselesaikan melalui peradilan negara/peradilan umum, sebagian
besar pengusaha lebih cenderung menyukai proses penyelesaian
sengketa diantara mereka diselesaikan melalui arbitrase dari pada

pengadilan dengan pertimbangan antara lain :
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- Jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan umum
akan menyita waktu yang lama dan biaya yang besar, meskipun
pada kenyataannya dalam beberapa kasus arbitrase juga
membutuhkan waktu yang cukup lama;

- Disamping hal diatas, penyelesaian sengketa melalui peradilan
umum dapat berakibat merenggangkan hubungan dagang
diantara mereka karena akan dicari siapa yang salah dan yang
benar, sedangk_an jika diselesaikan melalui arbitrase justru akan
melahirkan putusan yang kompromis yang dapat diterima oleh
kedua belah pihak;

- Melalui sarana arbitrase, penyelesaian sengketa yang dilakukan
secara tertutup sehingga tidak ada publikasi yang menjadi
momok bagi pengusaha, sedang jika melalui peradilan umum
pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, sehingga
dimungkinkan akan berakibat melahirkan pernilaian yang tidak

baik bagi kedua belah pihak;

c. Bahwa putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan ke
Pengadilan Negeri, oleh karena :

1. berdasarkan suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan,

pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya terhadap

putusan arbitrase, dapat mengajukan perlawanan atau tuntutan
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pembatalan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam
Rv jika putusan arbitrase dijatuhkan sebelum berlakunya
Undang Undang Arbitrase maupun atas dasar hal-hal yang
disyaratkan setelah berlakunya Undang Undang No.30 Tahun
1999 tersebut.

perlawananan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643 Ry
menganut sistim yang sangat terbuka bagi kemungkinkan
pembatalan atas suatu keputusan arbitrase yang telah
dijatuhkan, sedang dalam Pasal 70 Unldar;g Undang No.30
Tahun 1899, terhadap tuntutan ﬁembatalaan putusan arbitrase
hanya dapat dimungkinkan dalam hal-hal yang sifatnya luar
biasa yakni putusan arbitrase tersebut mengandung unsur-unsur
bahwa surat atau dokumen yang diajukan diakui sebagai palsu
atau dinyatakan palsu, atau ditemukannya dokumen yang
sifatnya menentukén disembunylkan oleh pihak lawan, ataupun
jika putusan diambil dari hasil tipy muslihat salah satu pihak

dalam pemeriksaah sengketa.

jika ditihat alasan pembatalan putusan arbitrase yang disebutkan
dalam undang undang, maka sebenarnya upaya pembatalan
tersebut bukanlah upaya hukum yang blasa, tetapi merupakan

upaya hukum yang luar biasa sehingga tidak sama dengan
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upaya hukum banding dalam sistim peradilan umum. Karena itu

pula sungguhpun tidak dengan tegas-tegas disebutkan dafam

- undang undang, akan tetapi jika melihat kepada alasan-alasan

pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembataian
merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan

oleh kedua bhelah pihak.

4. sekalipun adanya klausula putusan arbitrase sebagai putusan

akhir yang mengikat, tidak cukup menjadikan alasan tidak

” diterimanya perimohonan yang diajukan oleh karena Pasal 643

Rv secara tegas dinyatakan terha;dap putusan yang tidak bisa
dibanding dapat diajukan perlawanan atau bantahan dengan
alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud. Hal ini
penting karena jika alasan permohonan pembatalan didasarkan
pada hal-hal yang diberikan oleh undang-undang (Rv/ UU No.30

Tahun 1999) apabila terbukti ditemukan fakta, tentunya dapat

| menjadikan dasar bagi Pengadilan untuk memeriksa materi/

pokok perkara dari awal sesuai ketentuan hukum acara yang
berlaku maupun menurut yang dikehendaki para pihak dalam

perjanjian.

. konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang dibatalkan

oleh pengadilan dapat berupa :
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a. Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini
harus ditentukan dengan tegas dalam gaembatalén oleh ketua
pengadilan negeri;

b. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa perkara
tersebut diperiksa kembali oleh : |

- arbiter yang sama, atau;
- arbiter yang lain, ataupun
- tidak m_unékin lagi diselesaikan melajui arbitrase

Namun demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat juga menolak

permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud, apabila

alasan alasan pembatalan tersebut tidak sejalan dengan yang

disyaratkan dalam Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999.

d. Terhadap putusan Pengadilan Negeri atas pembatalan putusan
arbitrase bisa dimintakan banding, dengan alasan :

1‘. mengacu pada Pasal 72 ayat 4 Undang Undang No.30 Tahun
1988, dapat diketahui bahwa terhadap putusan Pengadilan
Negeri (seharusnhya putusan Ketua Pengadilan Negeri) dapat
diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dengan demikian upaya
banding atas putusan ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat
diajukan baik jika permohonan pembatalan putusan arbitrase

diterima sepenuhnya, diterima sebagian ataupun ditolak sama
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sekali. Permohonan banding tersebut harus dilakukan secara
tertulis oleh pihak-pihak yang ingin mengajukan banding atau

oleh kuasanya.

. sejalan dengan kajian terhadap keputusan pengadilan negeri
maupun Mahkamah Agung berkenaan permohonan pembatalan
putusan arbitrase, dapﬁt diuralkan bahwa layaknya prosés dalam
hukum acara perdata sebelum pemeriksaan memasuki
materi/pokok perkara terlebih dahulu dipe&imbangkan terhadap
pengajuan banding apakah telah sesuai dengan prosedur

banding yang telah ditentukan oleh"undang undang.

. Dalam Pasal 72 (5) dinyatakan bahwa Mahkamah Agung akan
memutus permohonan banding ini dailam waktu paling ‘Iama 30
(tiga puluh) hari setelah permohonan banding diterima oleh
. Mahkamah Agung. Jadi disini ada jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah diputus dalam tingkat pertama dan terakhir

oleh mahkamah Agung.

. Mengenai jangka waktu yang diperken'ankan oleh Undang
Undang Arbitrase No.30 Tahun 1899 untuk mengajukan banding
atas putusan pembatalan tersebut ke Mahkamah Agung oleh

para pihak yang tidak puas dengan putusan Ketua Pengadilan
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Negeri atas permohonan pembatalan tidak ditentukan sama
sekali, yang ada justru hanya batasan jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari bagi Mahkamah Agung' dalam memberikan
putusannya. Jangka waktu tersebut dihitung sejak diterimanya
permohonan banding tersebut oleh Mahkamah Agung {lihat
penjelasan Pasal 72 (5)].

. Bahwa banding atas putusan Arbitrase yang bersifat final dan

mengikat walaupun tidak diperkenankan, menurut hemat kami hal
ini hampir . sama dengan. upaya banding, vang dimaksud
"banding” adalah hanya terhadap‘pembatalan putusan arbitrase

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

e. Bahwa lembaga Peradilan sangst berperan dalam melaksanakan

putusan arbitrase, mengingat :

1.

berdasarkan rumusan baik dalam Rv maupun dengan berlakunya
ketentuan UU Arbitrase No.30 tahun 1999, jelas mencantumkan.
peranan institusi/lembaga peradilan dalam memperkuat proses
arbitrase sejak awal' sampai dengan pelaksanaan putusan

arbitrase tersebut,

dalam suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, hal

tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan
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penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam
perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dengan klausula tersebut
maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur
tangan dalam penyelesaian sengketa, kecuali dalam hal-hal

tertentu yang ditetapkan dalam Undang Undang Arbitrase.

Bantuan lembaga/institusi peradilan untuk mengembangkan
arbitrase dapat dicermati mulai dari Pasal 13 (1) dimana
disebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai
kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada
ketentuan yang dibuat mengenai :pengangkatan arbiter, maka
Ketua Pengadilan Negeri yang akan menetapkan/menunjuk

arbiter atau majelis arbiter.

Pengadilan Negeri juga berperan sebagai tempat pendaftaran

. putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase

sebagaimana dalam Pasal 59 (1) yang menyebutkan bahwa
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik
putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan ke Panitera
Pengadilan Negeri Pentingnya pendaftaran/deponir tersebut
dikarenakan hal tersebut merupakan dasar pelaksanaan eksekusi

putusan arbitrase.
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5. Lebih lanjut dalam hal para pihak keberatan terha&ap putusan
arbitrase, maka para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-
unsur sebagaimana disebutkan dalam Rv maupun yang setelah
beriakukan Undang Undang Arbitrase. Demikian halnya terhadap
putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan érbitrase
masih dimungkinkan untuk dimintakan banding ke Mahkamah

Agung.

6. Sebagian besar kasus-kasus putusan arbitrase yang diajukan ke
pengadilan tidak menyentuh hal-hal yang disyaratkan Pasal 70
Undang Undang No.30 Tahun 1999 sebagai landasan pengajuan
tuntutan pembatalan putusan arbitrase, bahkan terkesan kurang
memahami penerapan Pasal 70 dimana didalam penjelasan
pasalnya dinyatakan bahwa alasan-alasan permchonan
pembatalan putusan yang dimaksudkan dalam pasal ini harus

dibuktikan dengan putusan pengaditan.

I. SARAN

a. Disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan ketentuan

Undéng Undang No.30 Tahun 1999 kepada seluruh pihak yang terkait
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terutama para hakim, arbiter dan pelaku dunia usaha, agar proses
arbitrase sebagaimana dimaksudkan sebagai lembaga alternatif
penyelesaian sengketa diluar peradilan umum dapat sejalan dengan

prinsip "cepat, sederhana dan biaya ringan’.

- Disarankan agar Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan
pembatalan putusan arbitrase, benar-benar menerapkan ketentuan
Pasal 72 (3), dimana dalam waktu pafing lama 30 (tiga puluh) hari

sudah dapat memberikan keputusannya.

. Selanjutnya disarankan pula agar Mahkamah Agung dalam memutus
permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 (5) |
sudah harus memberikan keputusannya tersebut dalam waktu 30 (tiga
puluh)hari, mengingat penyelesaian seﬁgekta melalui sarana arbitrase

justru sangat diharapkan oleh pelaku dunia usaha yang bersengketa.

. Disarankan kepada pihak arbiter atau majelis arbiter selain benar-
benar nienguasai bidang yang menjadi pokok sengketa juga periu
memahami aspek juridis dalam beracara guna menghindari hambatan

dalam pelaksanaan eksekusi putusan.
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e. Diharapkan adanya kejelasan terhadap penerapan ketentuan Pasal
70, apakah hathal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut
harus terlebih dahulu diperoleh putusan pidananya sebagai dasar
pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus

permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase.
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Mahkamah Agung R.1.

- Tanggal 10 Juli 1984

No. 1 Banding/Wasit/1981 o _

(Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH.,H. Dinny, SH., Ny. Poerbo-
wati Djoko Soedomo, SH.). a "

. PT. Muitj Plaza Properties.

— Perwasitan/Arbitrase; (01/320) _
— Banding terhadap keputusan Wasit/Arbitrase.

Seshai ketentuan pasal 15 yo pasal 108 U.U. No. 1 tahun 1950 tentang
susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Republik
Indonesia permohonan banding terhadap putusan wasit dapat diterima;
Akan .tetapi karena para pihak telah sepakat bahwa terhadap putusan
wasit/arbitrase in casu tidak’dapat diajukan banding (pasal 641 Rv yo
pasal 377 R.I.D.), maka permohonan banding terhadap putusan arbi-
trase tersebut tidak dapat diterima. ; '

(Menurut pendapat Mahkamah Agung bahwa banding terhadap kepu-
tusan wasit tidak dapat diperhatikan, karena, menurut pasal 13 alinea
terakhir Akta Pengikatan tanggal 18 Maret 1977, Keputusan Panitia
Arbitrase merupakan keputusan, terakhir yang mengikat semua pihak,

.

juga mengenai biaya-biaya Panitia Arbitrase).

Pasal 641 R.V. yo pasal 377 R.LD.Y

1. Dikutip dari : Pembinaan ,Wawasan Hukum Indonesia, No. X ta-
hun 1988;




PUTUSAN
Reg. No. 1 BANDING/WASIT/1981

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara wasit dalam tingkat bandin
an sebagai berikut dalam perkara :

Y :
PT. MULTI PLAZA PROPERTIES, berkedudukan dj Jalan Pi-
nangsia Raya Jakarta Barat, dalam hal inj diwakili oleh kuasanya :
TALAS SIANTUR], SH. berkantor di Jakarta, Jalan Gajah Mada

No. 219 C dan Jalan Hayam Wuruk Glodok Baru, Lantai II Blok
D-8-34-35, pembanding/semula fihak pertama;

melawan:

YAHYA WITAYA beitempat tinggal di Jalan A-l No. 4 A, Teluk
Gong Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

SHINTA ANASTASIA, SH. berkantor di Jalan Pademangan 1
Gg. IX/23 A - Jakarta Utara, terbanding/semula fihak kedua;

Mahkamah Agung tersebut,
Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa se-
karang pembanding/semula fihak pertama telah mengajukan pemeriksa-

an ulangan: terhadap putusan Wasit No. 01/XH/PAR/80 tanggal 15

Desember 1980 pada pokoknya berdasar}can dalil-dalik sebagai berikut:

bahwa pemohon asli adalah pemilik gedung pusat pertokoan/
perkantoran (shopping center) yang dikenal dengan nama ’Glodok
Plaza” terletak di Jalan Pinangsia Raya Jakarta; dan termohon asli
Yahya Wijaya adalah penyewa dari sebuah ruangan pertokoan No. 65
Blok A lantai II di gediung Glodok Plaza tersebut; :

bahwa termohon asli telah ingkar janji, tidak melakukan pem-
bayaran dan pelunasan angsuran-angsuran uang sewa ke4, 5, 6 dan 6

6

g telah mengambil putus- -




seperti yang telah diperikatkan semula dalam akte pengikatan sebagai
suatu perikatan pendahuluan yang kemudian hari akan ditingkatkan
menjadi perjanjian sewa-rmenyewa di hadapan notaris;

bahwa sebaliknya dari pemohon asli akan memperoleh tambahan
pembayaran uang sewa berikut pembayaran-pembayaran denda ingkar
janji dan lainl2in pembayaran sebagai akibat pemutusan hubungan
sewa-menyewa, termolion asli dengan sangat ganjil telah mengajukan
seorang arbiter Karni Kresno Widagdo,% SH. untuk memeriksa/memutus-

~kan tuntutan pengembalian beberapa angsuran uang sewa, berikut ganti
- rugl (bukti P.P, — 14), |

 bahwa karena pemohon asli tidak'memsa berhutang pada ter-

moh®n asli, surat pemberitahuar wasit Kamni Kresno Widagdo, SH.
tersebut tidak dijawab secara tertulis, tapi secara lisan:
bahwa wasit Kamni Kresno Widagdo, SH. terus melakukan sidang
arbitrage sebagai wasit tunggal yang memutuskan/mengabulkan tuntut-
an termohon asli tersebut; (bukti PP — 15);
~ bahwa surat keputusan wasit tersebut tidak wajar dan melawan
hukum yaitu : %
a) pada satu pihak wasit bertindak sebagai ”Wasit” yang memberita-
hukan telah dibuatnya Keputusan Wasit dan telah didaftarkannya
Keputusan Wasit tersebut pada kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, dan ‘

b) ° pada pihak lain Wasit telah bertindak sebagai kuasa atau bertindak |

untuk mewakili kepentingan dari termohon/pihak kedua:

- bahwa berdasarkan pasal 15 daﬁ pasall 103 sfd III UU. 1/1950
pemohon/pihak pertama dalam waktu 1 bulan setelah mendapat pem-

beritahuan keputusan Wasit PP — 16, berhak mengajukan pemeriksaan -

ulangan’ kepada Ketua Mahkamah Agung dalam sengketa perwasitan;
bahwa berdasarkan zilasan-alasanﬁ tersebut di atas, pemohon asli

meruntut agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1.  Membatalkan keputusan Wasit a quo;

2.  Menolak tuntutan/gugatan termohon/pihak kedua, setidak-tidak-
nya menyatakan tuntutan/gugatan termohon/pihak kedua tidak
dapat diterima; | :

3. Menyatakan termohon/pihak kedua telah ingkarjanji dan melaku-
kan perbuatan melawan hukum; | ‘

4, Menghukum termohon/pihak kedua untuk membayar kepada

pemohon/pihak pertama kekurangan atau penggantian biaya- .
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biaya/ongkos-ongkos sewa, pajak benjualan, biaya perawatan,
listrik, meterai, denda angsuran, denda biaya perawatan dan pem-
batalan dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.761.216,~ (dua juta
tujuh ratus enam puluh:satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

5.  Menghukum termohon/rinak kedua untuk membayar ongkos-
ongkos perkara;

Menimbang, bahwa menurut surat-surat yang terdapat dalam
berkas ini Keputusan Wasit No. 01/XII/PAR/80 tanggal 15 Desember

1980 telah diletakkan. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada tanggal 23 Desember 1980 kemudian diberitahukan kepada pem-

banding/semula fihak pertama pada tanggal 24 Desember 1980, Se- |

dangkan pembanding/semula fihak pertama telah mengajukan per-
mohonan banding pada tanggal 23 Januari 1981, maka sesuai pasal 15
yo pasal 108 UU. No. 1/1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan jalan
pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan banding
tersebut harus dinyatakan diterima;

Memperhatikan jawaban tanggal 26 Juni 1982 atas. permochonan
banding Keputusan Wasit No. 01/XII/PAR/80 tanggal 15 Desember
1930 yang diajukan oleh banding/semula pihak kedua;

" Menimbang, bahwa kata-kata pemohon/fihak pertama dalam per-
. mohonan pemeriksaan ulangan tersebut. harus dibaca sebagai pem-
banding/semula fihak pertama sedangkan kata-kata termohon/fihak

* kedua harus'dibaca sebagai terbanding/semula fihak kedua;

bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan banding yang diajukan
oleh pembanding/semula fihak pertama, menurut pendapat Mahkamah
Agung alasan-alasan tersebut tidak dapat diperhatikan, karena ternyata
menurut pasal 13 alinéa terakhir Akta Pengikatan tanggal 18 Maret
1977 “Keputusan Panitia Arbitrase merupakan keputusan terakhir
yang mengikat untuk semua fihak, demikian juga mengenai biaya-biaya
Panitia Arbitrase itu”; ' _

bahwa hal ini berarti para fihak telah bersepakat terhadap putusan
Panitia Arbitrase tidak dapat diajukan banding (pasal 641 RV. yo pasal
377 R.1.D.), oleh karena mana permohonan banding terhadap putusan
Panitia Arbitrase tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yahg dipertimbangkan di
atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh pemohon : PT.
Multi Plaza Properties tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;




Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undahg-
Undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 13 tahun 1965
serta Reglemen Indonesia yang dibaharui

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari pemohon banding :
PT. MULTI PLAZA PROPERTIES ‘tersebut tidak dapat diterima;
Menghukum pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat
banding ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);

w Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : Rabu, tanggal 14 Maret 1984 dengan Prof. Z. Asikin
Kusumah Atmadja, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mah-
kamah Agung sebagai Ketua Sidang, Th. Ketut Suraputra, SH. dan Ny.
H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. sebagai Hakim-hakim Anggauta,
dan diucapkan dalam sidangterbuka pada hari : SELASA, TANGGAL
10 JULI 1984 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Danny,
SH. dan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. Hakim-hakim-Anggau-
ta, dan Martini, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak.




Mahkamah Agung

Tanggal 5 September 1959
No. 1/1959 Pem, Put, Wst.

(Mr. R. Wiryono Prodjodikoro, Mr. M.H. Tirtamidjaja, Mr. R. Soebekti)

- Indonesia Cotton Trading Co. Ltd.

— Perwasitan/Arbitrase; (01/320)
— Banding terhadap Putusan Wasit/Arbitrase

Menurut, pasal 108 (2) Undang-Undang Mahkamah Agung dari putusan
Panitia “Arbitrase dapat dimintakan banding kepada Mahkamah Agung,
tetapi kemungkinan minta banding ini dapat ditiadakan oleh kedua
‘belah pihak dalam perjanjian Arbitrase, hal mana in casu terjadi.l

Pasal 641 Rv yo pasal 377 R.'I.D.

1. Dikutip dari : Majalah Hukum dan Masyarakat‘. No. 1-2-3 tahun -
1962 halaman 164;




MAHKAMAH AGUNG Mr. R, Wirjono Prodjodikoro (Ketua), Mr.
M. H. Tirtamidjaja dan Mr. R. Subekti (Ha-
kim-hakim anggauta).

Keputusan t.t. 5 — 9 — 1959,

. Panitya Arbitrasi.
Menurut pasal 108 (2) Undang-Undang Mahkamah Agung dari
.putusan Panitya Arbitrasi dapat dimintakan banding kepada Mahkamah
Agung, tetapi kemungkinan minta banding ini dapat ditiadakan oleh

kedua belah pihak dalam perjanjian Undang-Undang Arbitrasi, hal mana
in-casu terjadi.

'Reg. No. 1/1959 Pem. Put. Wst.

ATAS NAMA KEADILAN !
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkatan banding telah mengambil pufusan sebagai
berikut dalam perkara : .

INDONESIA COTTON TRADING CO LTD., berkedudukan di
Jakarta, Pasar Pagi 12 Jakarta Kota, pembanding,

melawan:

FIRMA. RAYUN, berkedudukan di Jakarta, Roa Malaka Selatan
No. 67 Jakarta Kota, terbanding;

Mahkamah Agung tersebut, _
Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebui ternyata bahwa Firma
Rayun sebagai pihak penggugat dan Indonesia Cotton Trading Co Ltd,
sebagai pihak tergugat telah minta kepada Panitya-Arbitrasi dari Organi-
sasi Exporteur Hasil Bumi Indonesia, disingkat O.E.H.I, di Jakarta
untuk memberi arbitrasi mengenai perselisihan antara kedua belah
pihak dan bahwa oleh pihak penggugat dituntut agar supaya pihak ter-
gugat dihukum untuk membayar kepada pihak lawannya uang sejumla}h
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Rp. 124.051,43 ditambah dengan bunga atas jumlah itu serta biaya-
biaya arbitrasi ini,

Menimbang, bahwa terthadap tuntutan tersebut Panitya Arbitrasi

O.EH.I di Jakarta telah mengambil putusan pada tanggal 29 April

1959, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut - _
"menghukum pihak tergugat untuk membayar kepada penggugat,

dengan menerima bukti pembayaran yang sah, uang sebesar Rp.

121.809,50 (seratus duapuluh satu ribu de]

lima puluh sembilan sen); ditambah dengan bunga

dihitung mulai tgl, 12 Nopember 1958 sampai hari dipe
“menolak tuntutan penggugat mengenai selainnya;

»

6% setahunnya

Rp. 7.350,~ (tujuhribu tigaratus limapuluh rupiah; );

memerintahkan peéngrugat untuk membayar kepada O.E.HL
seluruh biaya-biaya arbitrasi ini, sebesar Rp. 7.500,—, '

"menghukum pihak tergugat untuk membayar kembali kepada
penggugat, dengan menerima bukti pembayaran yang sah, bagian dari-
pada biaya-biaya arbitrasi inj yang harus dibayar oleh pihak tergugat
sebesar Rp. 7.350,-";

Menimbang, bahwa putusan arbitrasi ini telah diberitahukan
kepada kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 30 April
.1959;

Bahwa sesudah penerimaan putusan arbitrasi itu terhadapnya oleh
tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus telah diajukan permohon-
an untuk pemeriksaan banding dengan surat yang diterima di kepanite-
raan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 1959, surat mana sekaligus
memuat alasan-alasan permohonannya;

bahwa permohonan banding beserta niemori alasan-alasan banding
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa tedebih dahulu harus dipertimbangkan soal
apakah permintaan banding ini materiel dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa pada umumnya menurut pasal 108 (2) Undang
Undang Mahkamah Agung Indonesia terhadap perkara ini' dapat di-
mohonkan banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut syarat-syarat umum buat
penjualan hasil bumi (pasal 2 ayat 2) dan Reglemen Panitya Arbitrasi
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dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

O.E.H.I. (Pasal 8 ayat 3), yang dipakai oleh dan berlaku antara kedua
belah pihak padd waktu persetujuan yang bersangkutan dibuat, ke-
putusan arbitrasi tidak akan dapat dibanding;

Menimbang, bahwa hal demikian ini tidaklah bertentangan dengan -
pasal 108 (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut atau dengan
sesuatu peraturan tentang ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua itu permchonan banding
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-U_ndang yang bersangkuta

MEMUTUSKAN:

Menyatakan bahwa permohonan b

INDONESIA COTTON TRADING CO
terma;

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkatan ini yang ditetapkan banyaknya Rp. 38, 75 (tiga puluh de-
lapan rupiah tujuh puluh lima sen). -

anding dari pembanding
LTD tersbut tidak dapat di-




PUTUS AN
NOMOR : 401/Pdt.G2001/PN.JKT.BAR.

DEMT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang imemeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama menjatubkan putusan sebagai berikut dalam

perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase antara ;

PI. JAYA NUR _SUKSES, berkantor di Gedung Gépuramas Lt.4
HLelJend. S.Parman  Kav.91 Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
.Oktober 2001, memberi kuasa penuh kepada
ALEXIUS TANTRAJAYA, SH dan DANNY
"DARMAWAN, £H, Advokat dan Pengacara,
“batk bersama-sama maupun senclﬁi-scndiri
berkantor di J1. Raya chumgan No.9/1 Kebon
Jeruk Jakarta Barat, selanjuthya disebut sebagai
PEMOIION : |

Melawa_n :

1. PT. HUTAMA KARYA (Persero), berkedudukan di Jakarta Jalan M.T.

Haryono Kav.18 Cawang Jakarta Timur, untuk.

selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 1 ;.

2. Tn. MOHAMMAD SALIM, SH, Arbiter Ad Hoc, beralamat di Jalan
Adhyaksa VI/4 Lebak Bulus Jakarta Selatan,
untuk sclaryulnya disebut sebagai

TERMOHONTI ;

3. Tn. Ir. HFARIANTO SUNIDJA MSc.Phd, Arbiter Ad Hoc beralamat di
Jalan IrH.Juanda 1 A/18 Jakarta Pusat, untuk
selanjulnya disebul sebagai TERMOION 1T ;

4. Tn SOEGIHARTO, S8H, Arbiter Ad Hoc, beralamat di J1. Pol. Tangan

Kav. 1 Ujung Pasar Minggu Jakarta Selatm

.t w1 o et




untuk  “selanjutnya disebus
FERMOHON IV :

Nt PRI RAIN LY
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

sebagai

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan  Pembatalan
: Putusan Arbitrase Ad Hoé No.Q1/X/AD-HOC/2001 langgal 03 Oktober 2001, yang

didaftarkan di Kspaniteraan Penpadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05
Nopember 2001 dibawah Register Nomor ; 401/Pdt.G/2001/PN.JKT. BAR, telah

. mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa .anta:a Pemohon dan Termohon L telah terjadi sengketa mengenai
pelaksanaan pekerjean pembangunan proyek Chrysant Tower, Apartemen
Rajawali Jakarta Pusat, berdasa:kan Akta Perjanjian Kerjasama No.75 tanggal
29 Juli 1996, yang dibuat d:hadapan Nolaris Sugiri Kadarisman, SH di Jakarta
dengan konsep pendanaan pembangunan  system “Tum  Key Pro_|cct"
(pembayaran dilakukan setelah prestasi kerja mencapai 95% dengan ditanda
‘tdngamnyd berita acara serah terima proyek 1), dengen masa waktu
pembeangiman selama 15 bulan, yakni dimulai dari tanggal 15 Juli 1996 sampai
berakhir tanggal 15 Oktober 1997, dan oleh karena sampai batas waktu
perjanjian ternyata pembangunan proyek Chrysant Tower tersebut belum selesai,

" . maka terjadilah sengketa antara Pemohon dan Termohon I, dan berdasarkan

pasal 24 ayat 2 Akia:No.75 untuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan
melalui Arbitrase Ad-Hoc ; *

2. Behwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase Ad-Hoe, maka
selanjutnya Termohon I teleh mengangkat Termohon 1I selaku Arbiter Ad Hoc,
dan Pemohon telah mengangkat Termohon IV selaku Arbiter Ad Hoc, dimana

"kemudian Termohon TII dan Termohon IV telah mengangkat Termohon II
selaku Ketua Majelis Arbiter Ad Hoc, dan kernudian untuk selanjutnya

Termohon Il dan Termohon Il serta Termohon IV memeriksa sengketa tersebut

diam.%?




-

.Bahwa adapun permohonan Arbiter Ad Hoo yang diajukan oleh Termohon I

(somula Pemohon) beserta petitumnya pada pokoknya mendalilkan sebagm
berikut :

Antara Pemohon (kini Termohon I) dan Termohon (khli_ Pemohon) telah
menandatangani qujanjian Pelaksanaan pekerjaen pembangunan proyek
Chrysant Tower Kondominium dengan ketinggian ‘45 lantai, dengan masa
tenggang waktu pelaksanean pekerjaan pembangunan selama 15 bulan, yang
dimulai dari tanggal 15 Juli 1996 dan berakhir sampai tanggal 15 Oktober 1997,
dengan pendanaan pembangunan Sysiim Turn Key ;

Pada September 1997 prestasi pekerjaan  yang dicapai Pemohon (kini
Termohon I) adalah sebesar : 73,5448% :

Tidak selevamya pekerjaan Pemohon (kini Termohon I) sesuai waktu yang

dperjanjikan adalah dikarenakan adanya pengurangan pekerjaarn aobanyak 8
lantai, yang semula dari 47 laritai menjadi 39 lantai, dan juga terjadinya krisis

moneter yang dimulai bulan Juli 1997 yang berdampak pada kenaikan harga-

harga bangurian yang sangat tinggi dan tertutipnya sumber pembiayaan proyek
dari Bank ;

Walaupyn masa pembangunan telah terlewati, namun Pemohon (kini Termohon

D) dan Termohon (kini Pemchon) secara hersama-sama membuat persetujuan

‘tambahan secara lisan untuk meneruskan pembangunan yang ditakukan secara
. bertahap, dengan sistim paket-perpaket pekeriaan, yang terdiri :

- Paket Finishing lantai dasar pada periode bulan Juli 1998 sid bulan Agustus
‘ 1998 dengan pendanaan Termohon (kini Pemohon) 100% ;

- Paket Finishing lantai 1 sampai lantai 6 péda periode bulan September 1998
sampai bulan Desember 1998 dengan dana Escrow Account ;

-. Paket lanlai 7 dan lantai 8 samnpai lantai 12, pada periode bulan Desember
1998 s/d bulan Juni 1999 dengan sumber dana Escrow Account |

Dan karena adanya perbedaan vang sangat tajam tethadap harga dan perubahian
sistim pendanaan secara paket-perpaket dan  Dbelum tercapainya suat

kesepakatan antara Pemohon (kini Termohon I) dan Termohon (kini Pemohon)

akan hal tersebut, maka Pemohon (kini Termohion I) terhitung sejak dari tanggm
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" 19‘ Juni 1999 telah menghentikan sementara pekerjaan pembangunan proyek
. Chrysant Tower Rajawali Lersebut ; '

Tuntutan Pemohon (kini Termohon 1) yakni :
a. Menyatakan Termohon cidera janji ;

b. Menyatakan bahwa penghentian sementara peleksanaan proyek oleh
Pemohon tanggal 21 Juni 1999 adalah sah menurut hukum dan merupakan
penghentian tetap yang mengakhini kegiatan pembangunan proyck menurut

. perjanjian ;

c. Menghukum Termohon membayar kepada Pémohon :

1. Biaya proyek tahap I Rp. 71.028.297.351,-
2. Biaya administrasi Nopember 1997 5.d Juli 1999  Rp. 38.962.628.897,-
3. Ganti rugi bunga Bank tahap 1 Rp. 48.121.030,233,-
* 4, Pekerjaan belun dibayar " Rp.  472.651.000.-
5. Sisa pekerjaan belum dibayar ; Rp. 1.574.583.973,-
6. Gantirugi bunga bank tahap 2 Rp. 895.665.300,-

1. Gant.i-rugi kehilangan peluang keuntungan usaha  Rp. 50.000.000.000,-

Tumlah . . Rp.211.054.856.754,-

d. Menghulmm Termohion membayar denda bunga sebesar suku bunga
pirijarian Bank Pemerintah yang berlaku pada tanggal permohomm Arbitrase
ini sampai dengan semua ganti kerugla.n berdasarkan putusan Majelis dibayar

Tuaas oleh Tcrmohon ,
e. Menghukuﬁl Termohon mem’bayar biaya untuk Arbitrase |

f Menghukum Termohon membayar pgtitum ¢ dan e beserta pajaknya ;

4. Bahwa atas permohonan Arbirase Ad Hoc sebagaimana bulir 3 diatas, maka

Pemohon selaku Termohon telah mengajukan jawaban dalam Konpensi dan
sekaligus mengajukan permohonan rekonpensi selaku Pemohon rekonpensi yang

secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pembangunan proyek tersebut adalah 15
bulan, terhitung sejak 15 Juli 1996 5.d. 15 Oktober 1997%?—




-

Bahwa konsep pembangunan proyek adalah. “Tum Key” dengan -

pembayaran dilakuken Pemohon bila prestesi proyek telsh mencapai 95%
(pasal 10 ayat 2 Akta No.75);

Bahwa pasal 22 Akta No.75 secara tegas mengatur tidak ada penyesuaian
harga (eskalasi harga) jika terjadi perubahan kebijakan moneter ;

Bahwa pasal 25 ayat 5 Akta No.75 menyebutkan, jika terjadi perubahan
perjanjian, maka harus dibuatkan addendum secara tertulis antara Pemohon

(semula Termohon) dan Termohon I (semula Pemohon) ;

Bahwa yang melakukan wanprestasi adalah justru Termohon I (semula
Pemohon) sendiri, karena prestasi proyek yang dicapai per 38 Februari 1998
adalah baru mencapai 67,3780% dan bukannya 73,5448% menurut dalil

Termohon I (semula Pemohon} ;

Bahwa lebih tidak bertanggung jawab lagi Termohon I (semula Pemohon)
telah menghentikan pekerjaan proyek per tanggal 21 Juni 1999

Bahwa sélanjutnya Pemohon (semula ;Termohon') telah mengajukan
permohonan rekonpensi terhadap Termohon I (semula Pemohon) untuk

membayar biaya ganti rugi, denda dan bunga (kasten, Schaden en

Interessen) yang timbul sc‘oagal konsekwensi log1s dari wanprestasi

Termohor. I (semula Pemohon} mem:rui pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata
sebesar Rp.262.686.] 22,985, - (dua ratus'enam puluh dua milyard enam ratus

delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu serabilan ratus delapan

. puluh lipa rupiah) perincian terlampir ;

Bahwa kemgiml-kexugiml (semula Termohon) yang timbul dikarenakan
adanya keterlambatan Pembangunan Proyek Chrysant Tower tersebut
adalaly : berakibat para Pembeli / customer melakukan klaim, pembatalan
pembelian, tidak mau membayar angsuran pembelian sechingpa terjadi
pendebetan dana Escrow Account oleh Bank Dagang Negara selaku pemberi
KPR, kehilangan keuntungan yang scharusnya diperoleh, biaya overhead
akibat proyek terbengkalai dan kerugian immateriel serta biaya-biaya lain

secara terinei terlampir ;

5, Bahwa selanjutnya Termohon I dan Termohon III serta Termohon 1V (yang
telah mengajukan Dissenting Opinion karcna banyale pertimbangan putus%z




-

o yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dan

ketertiban , umum, kerena pertimbangan  tersebut  tidak  memutus/
mempertimbangkan akibat cidera janji /wanprestasi yang dituntut para pihak)
telah menjatubkan putusan pada tanggal 03 Oktober 2001 yang amamya
berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

DALAM PROVISI

Menyatakan  permohonan  (tuntutan) fprovisioﬁﬂ Pemohon  dalam

rekonpensi/Termohion dalam konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KOINPENSI :
1. Mengabulkan permohionan Pemohon dalam konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Termohon dalam konpensi telah melakukan wanprestasi ;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 75 tanggal 29 Juli 1996 teleh
berakhir sejak tanggal 04 Pebruari 1998 ;

4, Menghukum Termohon dalam konpensi untuk membayar kepada Pemohon. -

dalam Konpensi sebesar Rp.64.462.646.865,- (enam puluh empét milyar
empat ratus enam puluh dua juta enant ratus empat pulul enam ribu delapan
ratus enam puluh lima rupish) ;

5. Menghukum Termohon dalam konpensi untuk melaksanakan isi putusan ini
;; selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan ; '

6. Menolak permohionan Pemohon dalam konpensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam rekonpensi untuk sebagian ;

2, Menyatakan Termohon dalam rekonpensi telah melakukan wanprestasi’ '

3, Menghukum Termohon dalam rekonpensi untuk membayar denda
keterlambatan sebesar 5% + PPN 10% yaitu sebesar Rp.4.090.571.115,-

(empat milyar sembilan puluh juta sembilan- ratus tujuh puluh satu ribu
seratus lirna belas rupiah) kepada Pemohon dalam rckonpensm




6. Menolak permolionan Pemoly

4. Menghukum Termolon dalam rekonpensi - untuk

membayar  kerugian

sebesar Rp.S.0u0.000.000,- g nnlyar vupiah) kepada Pemnohion datam

rekonpensi ; h

Menghukum Termohon dabam rekonpensi untuk melaksanakan isi putusai

ini selambat-ldmbatnya 30 (higa pubudn bari seiak putusan dincapkan ;
*

. »

ot shitarm vekonpensi untuk selebilmya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

1

M2 yang  merupakan sebagian diit lanah Hak Guna

Bila sampai 30 tiiga pulidys i sefak putusan diucaphan

dilaksaakan pembaya

belum
an yung merupakan hak Pemohon dalam konpensi

maka akan dibayar_melalni_pencaitan _dana Escrow Account No.K
700.144.002552.00. 8 (rekening rovebi dan UK No.3081.411.0003.6
(rekening US Dollar) yong berada i Bank Mandiri (dh Bank Dagang
Negara (persero) cabang Segitiza Senen Jakarta Pusal das vila dana yang
tersecia Lidak mencakupi, wuka ahan Jilunasi pelelangan tanaly scluas 3.621
Bangunun
No. 1440/Gnnug, Sahari Kee, Sawah Besar, Jakata Pusat., Kelurahan
Guuung Sabrari Utara dan banguuan proyek Cluysant Tower Kondominium

Rajawali yong didirikan diatasnya ©

Menghukum Pemohon dalam konpensi dan Pewohon dalai rekonpensi
unfuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara Arbitrase i

masing-masing seperdua bagian ;

Menyatakan putusan Arbilrase Ad Hoc ini adalah putusan dalam tingkat

pertama dan terakhir serta niengikal para pilk |

Memerintahkan kepada Sekreturis sidung Arbitrase Ad Hoe selaku Kuasa
Majelis Arbiter untuk mendaftarkan tununan restni putusan Arbitrase Ad
Hoc i di Kepaniteraau Pengadilun Negeri Jakarta Barat dalam tenggang,
waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No.30 (ahun 1999 tentang

Arbitrase dan Altemnatif Penyelesaian Sengketa |

Bahwa pertimbangan bukinm Termobon U, Termohon Ul dan Termohon 1V

dalam halaman 50 alinea 3 menyebulkan bahw%’L




‘Menunhang. bahwa sefak bulan Februari 1

* ketentuan-ketentiun yang - tercantun

99% telah terjadi perubatian’ dari

' perubahan-perubahan tersebut tidal: pemsah dituangkan secara tertulis dalam
bentuk-bentuk perianjian tambahaivkesepakatan lambaharMOU/Addendum
Kontrak oleh kedua bLelah pihak. sehingga Majelis menilai baliwa sejak
peketjaan tahap 1 mulai dikaksanakan antara

para pihak telal terjadi
kesepakatan secara diam

=iam diluar perjanjian No.75 -

Bahwa pertimbangan hukum Mayehs Arbitrase Ad Hoe butir 6 diatas aclalal
sangat keliru karcna jelas tidulk pernah terjadi ke

secara diam-diam amtara Pemohon dan Termohon | dengan istilah paket-paket

sepakatan apalagi kesepakatan
pekerjaan ;

Bahwa istilah paket-paket pekerjuan yang didalilkan Termohon I (Pemohon)

adalah didasarkan utas tipy muslihat yung difokukan Termohon I dalam

pemeriksaan sengketa di Arbitrase Ad toe,

dokumen yang bersifat menentukan dlengan dalil sealab-olah telah terjadi

kesepakatan antwra Termohon | dengan F
tersebut tidak benar

dengan cara menyembunyikan

emohon, padahal senyatanya hal

Bahwa berdasarkan lakia persidangan Arbitrase Ad Hoe terungkap Lakta hukum
(rechtsfeiten) sebagai berikut ;

‘4

A Babwa Termohon | (semula Pemalion telaly mekakukan wanprestasi kepacla

-Pemohon (vemula Termohon) dengan tidak menyelesaikan pembangunan
proyek pada 15 Cktober 1997 sesuai jadwal pémbangunan menurut Akta
No.75 (vide pulusdn halamay 43 alines ke 2 dari bawah), bulikan prestasi

per 28 Februari 1998 baru mencapai 67,3780% ;

W

Baliwa sclanjutnya Termohon ) yang secara legas menyalaban dir dalam
kesulitan keuangan lalu mohon bantiran pinjaman dana kgp'lda Pemolion

dan Pentohou terdorong atas desakun konsutnen dan rasa langguuty jawab.
serta itikad buik bersedia memenubi puuumtauu pinjaman dana tclsebut

vuiaupun sesunggulinya konsep pendanaan proyek adalal system turn key,

sehingga merugikan Péinohon ;

C. Bahwa disinilah terlihat itikael bund: dan tipu muslihat yang dilakukan

Termohion I dengan menyembunyikan dokumen yang, berstfat menentukan

yaitu mengajokan permohonan pinjama dana kepacla Pemolion yang sum

[

dalne peguujian No.75, dimana



. Baliwa dengan demikian jelas Ahla Ne.75. sy wenpunyai kek

ity juga sedang dilanda awok konsumen yang enmuntut kepada Pemohon,
" sehulagu tinddhan Pemolion wituk mem

.

lu,u!\.m puuamdu dana kepada
Termohon I adalali bukan sabagai  kesepakaten  diaw-diam  untuk

menyampingkan ketenfuan Akia No.75 yang berlaku sabagai Undang-

Undang bagi para piliak (atas pacta sunl servanda ) tetapi adalah sebagai
emergency action ; !

Baliwa hul butir < diatas terbikti dusi tidak pernall dibuatya Addendum
perjanjian sebagaimana disvaratkan pasai 25 ayat S Akta No.75 dan juga
diakui oleh Termolon [ dalam dalil permohonan Arbitrase Ad Hoc ;

“Ualanl
mengikat vagi Pemohion dan Termohon 1, dan lebil nekad lagi Termohon |
menghentikan pekerjuan secura sepiliak secara tidak bertanggung, jawab
yang mengakibalkan terbengkalainya proyel Cluysant Tower per-tan
21 Juni 1999 ;

geal

Bahwa terbukti Surat Kuasa yang diterima Termohon | dari PT. Hutama
Rarya yang dijadikan scbagai dasar pengajuat Periohotran Arbitrase Ad-
Hoe, berilaut seluruh bukti-bukti P-1 sampai P-43, dengan Catatan adanya 2
bukti P-44  dengan substansi vang berbeda vang diajukan Termohon |
selaku Pemohion dalam persidangan perkars Asbitrase lersebut sebagian
besar adalah bermeterai Rp. 2010, dan karenanya tidak memenuhi ketentuan
Pasal L ayat | Undong-Undang Mo, 13 tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintali

R.I. No.24 tahun 2000 yang berlaku ef lektif tanggal 1 Mei 20060 ;

. Bahwa demikian pula terbukti sebagian besar dari bukti-bukti yang diajukan

Termohon I selaku Pemohon Arbitrase Ad-Hoc.adaluh berupa folo copy
yang tidak ada aslinya 1Bukti -2 sampai P-16, dan P14 sampai P-39, dan
P-40, P-41 A serta P-42). dun juge Bukti P-5, P-6, P-9, P-} 1, P-12, P-13, P.
15, P-20, P-21. P-23. P24, selundhwiya adalal berbahasy Inggris dan tidak
disertai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, karenanya aclalah

bertentangan dengan pasal 2% UL No. 30 tahun 1999

- Bahwa seandainya Termohon [, Termohon [T, dan Tennohon [V secara

cermat memeriksa seluruly bukti-bukti yang diajukan dan tidak ada yang
disembunyikan  serfa tipu muslihat dan keterangan saksi-saksi yang

terangkap di pessidangan, nwke tentuladh putusan Majelis: Arbitase Am

W



HOC akan menjadi lain, tickak: sepenti putusan acro yang kini dimohonkan

pembatalan :

10.Bahwa dari Putusun Majelis Arbitrase Ad Hoe temsebut, Termolion II,

11

e,

13,

Termolin L dan Termohon BV dv didam |Jununla.utg,.m hukwnnya

halaman 48 clllllul ke 2 dart Lerwatly menyatakan Menimbang, bahwa fukla

yang terjaci dan tidak disangkal oleh Pemohon Dalam Konpensi / Termolion
Dalam Rekonpensi adalali bahwa ia telah terlambat  menyelesaikan
pembangunan provek ;lquu " mamim dalam amar putusan konpensi butir 2
Justru menyatakan - Termohon (ki Pemohon) yang teluh melakukan
wanprestasi, dengan denukian terbukli antara pertiubangan hukun dan
amar putusan Majelis Arbiter terselbut  saling bertentangan  dan tidak
didasarkan pada hukum, demikian pula mengenai amar putusan Pemohon
(Termohon) melakukan wanprestasi sama sekali tidak di pertimbangkan asal
usuliiya dari perbuatan apa vang menjadi dasar Majelis Arbiter memutuskan
Pemohon dalam keadwan Wanprestasi, untuk it terbukli Jelas Pulusan
Arbitrase Ad Hoe tersebut tiduklah didasarkan pada ketentuan llukum dan

bertentangan dengan pasal 36 ayat il LU Mo. 30 tahun 1999,

Demikian IJuia amar Pulusan f\[djk.llb Aubitrase -Ad Hoe dalam Konpensi
butir 3-yang * menyalakan balnwa Akt Pevimjion Nomor, 78 tanggal 29 Julj
1996 telah berakhir sejuk ldllllc.dl 04 Februari 1998 adalah tidak
berdasarkan pada ketentusm hukuny, dimane Ternichon I sulaku Pemolion
tidak pernal IllLllj,d_]le@]cnlll\lml. oleh Karenanya terbukti Putusan

Majelis Arbiter telah mengabulkon sesuatu yang, tidak dituntut oleh pihak

lawan ( putusan Tebil ), dan karenaya bertentangan dengan pasal 56 ayal

(1), jo pasal 58 UTI No.30 tahun 1999 ;

Bahwa disamping itu pula antara amar putusan dan pertimbangan hukum
putusan Majelis Arbiter terschut saling bertentangan, terbulti dinyatakan
Akta Perjanjian Nomor.75 tanggal 29 Juli 1996 telah beraldhit sejak tanggal
04 Februari 1998, sedangkan i lain pihak dinyatakan prestasi Termohon |
(Pcmohc_)_l_}:_l__I:)_g'ﬁg._‘_"i__-lj'g_l,.‘g:,:tuu‘i. 1998 baru sebesar .. 67,3780 %, dengan
clemiki;n adalah aneh dan tiduk berdasar ukum bahwa bagaimana mungkin
perjanjian yang sudah berakhir bisa Jievaluasi lebih lanjut dikemudian hari
oleh Majelis Arbiter :

Bahwa berdasarkan ketennman pasal 11 ayat | Undlang-undang No.13 tahun

1983 tentung Bea Materas, teluh ditetapkan Pefabat Fetnertah, Hukim
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Panitera, Jurusita, Notaris, dan Pejabal umum Jainnya (tennasuk Arbiter)
. masing-nusing dulam tugas afau fabatanya Gdok  dibenarkan untuk -
menerima, mempertimbangkan. atay menyimpulkan dokumen yang bea
meterainya tidak atau kurang bayar *, sedangkan Pevaluran Pemerintah R,
No.24 tahun 2000 yang Lerlaku efektit tanpgal 01 ‘Mei 2000 tefah
menetapkan baliwa Bea Materai wiluk alat pembuktian menjadi 14p.6,000,
dengan  dewikian  waka  Putusan Arbittase Ad Hoe  No.
OI/X/AD HOC200]1 tuggal 03 Uklober 2001 tersebut vang  terbukti
didasarkan pada pertimbangon dari bukti-bukti den Surat Kuasa bermaterai
ARP.200- elan kurang bayar adalah jelas Dertentangan dengan hukum dan
Undang-Usidang, yabani 10 Mo 3 tahon TYUSS jo. 1P No. 24 tabin 2000, dan
Karenanya menurut hukum putusan tersebut Liaruslah dibatalkan, karena
disamping putusan fersebul lidak sali, maka pengajuan pennohionan
Arbitrase Ad-Hoe yang didasarkan puda Sural Kuasa bermeterai kurang
bayar adaluh wenjadi Ldubh sab pula, dengan demikian derivative yang,
ditimbulkan cari permohonin Arbitrase Ad-Hoc tersebut menjadi tidak sah
pula;

Bahwa demikian pula berdasarkan. pasal 1888 KUH Perdata, telah

ditetapkan bahwa kekuatan pembuktion suatu tulisan adalali pada Aktanya

asli, Derdasackan  atas ketentuan ” jeseout,  maka  putusan Ad MHaoc

No.01/X/ADHOC2001 tanggal 03 Oktaber 2001 terscbul yang, didasarkan

pada pertimbangan atas bukti-bukti tertulis berupa folo copy yang tidak ada

aslinya, maka terbukti putusan fersebot bertentangan dengan -ketentuan

hukum, dan karenays menurut hukum sudali sepatutinys putusan Arbitrase

 Ad-Hoc tersebut haruslah dibataikan ;-

——
[F]]

i

.Baliwa sesuai kelentuan pasal 28 U New30 ol 1999 telah ditetapkan

bahasa yang dipergimakan dalam semua proses Arbitrase adalah bahasa
Indonesta, kecuali atas perselujuan Arbiter atau Majelis Arbiter, para pluk
dapat memilih bahasa lain yang akan digunckan, dan oleh karena dalam
perkara a quo tidak ada persetujisn/usulan nengaunakan bahasa lain, maka
sesuai ketentuan hukum bubasa vang dipergonakan adalal balasa lndonesia,
dengan  demikian  terbukti oleh karena  putusan  Arbitrase  Ad  Hoe

No.OIAVADHOC2H0T tangeal 03 Gktober 2008 didasarkan pada

pertitnbangan atas bubti-bukli terulis berbalisa asing, tanpa dikanpirkan

terjenaltan vesmi balisa Indonesia sesual ketentuan hukum, maka mcuum

I




hukum sudoh sepatuinya putisan Arbilease Ad-Hoc lersebut haruslab
. o ‘

“dibatalken, harena bertentengan dengan ketentuan hukum ‘

16.Bahwa dati pertimbangan putusan Arbitrase hulamnan SO alinea ke 2 dar
bawah, terbuku tipu mustihat Termedion | yang nendaliikan seolah-olal ada
pekerjuan pertaliap diluar perungian No.75, sehingga dalil tersebut telah
mempengaruhi Majelis Arbitrase Ad-Hoe dalam memutuskan perkara a quo,
yang berakibat puusan Majelic Arbiter tidak  didasarkan pada hukum,
dimana dinyatakan “Menimbang  bahwa  Majelis - Arbitrase terbentuk
berdasarkan perjanjian Nomor 75 pasal 24, sedangkan pekerjoan tahap I
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan secara diam-diom diluar perjanjian
75, maka Majelis menjadi ticlak berwenang untub memeriksa semua
senpketa yong terjudi sejuk pekerjuan tahap 11 mulai difaksanakan yailu
Pebruari 199, dengan demikian Jare pertimbangan tersebut terbukti Majelis
Arbiter tanpa didasarkan [):-Ild‘d Fetentuan hukum telab mewbagi perkara
aquo mergjach 2 lahag, |>atla;11ul seliyatanya lidak ada pembagian pekerjaan
pertahap  dalam  peganjian Mo 73 dengan  demikian  putusan  Majelis
Arbitrase tersebut telal nrenimbulkan ketidak pastiun Jari sengketa yang
tunbul dari perjanjian No.75 terscbul, dan karcuanya merugikan Pemolion
untuk itu herlasarkan ketentan hukum terhadap putusan yang demikian
sucdah  sewajumya Laruslali dibatalkan, kavena lidak  didasarkan  pada
pertimbangan berdasarkan ketentuun hukum sebagaiinana yang diisyaratkan

pasal 56 ayat (1) UL No.30 lahun 1999 ¢

Balhwa lebihi uneh lugi Termolon T U1 dan [V dalam dictum putusannya

dalam konpensi memutuskan - Bila sampai 30 (tiga puluh) hari sejak

putusan divcapkan belun dilaksunakan penibayarant yang, merupaken hak -

Pemohion dalam konpensi, maka aken dibayar melalui pencairan dana
Escrow Account Mo, R/K 700 141002352008 (rekening rupiah) dan R/K
No.3081.411.0003.6 trckening US Dollary yang berada di Bank Mandiri
(d/h Bank Dagang Negura (pesero) cabang segitiga Senen Jakarta Pusat
dan bila dana yang tersedia tickek mencukupi, maka akan dilunasi melalui
pelelangan lanali selues 3.621 M2 yaug merupakan sebagian dari lanaly Hak
Guna Bangunan No.1440/Gunung saharl, Kec. Sawali Besar Jakarta Pusat,

Kelurahan Gunung Sahari Uhara dan bangunan proyek Chrysant Tower

Kondominitm Rajawali yang didirikan clin!.asny%)z
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Bahwa dictum tersebut alalt jelas bertentangan dengan ketentuan pasal |
“ayat (1) dau ayot 3 jo. Pasal 3 avit (1) UL No 3o wdwg 1999, kerena PT.
Bank Mandiri adalaly bukan pihak dalam perkara aquo dan bertentangan
dengan pasal 1917 KUH Pedata yang secara tegas menyebutkan bahwa

putusan lraiya mengikal para pilak, disamping bahwa ; -

. Escrow Accounl yang dimaksud adalab merupakan dana penampungan
milik ribuant konsumen Urysant Tower Aparemen  Rajawali yang

dipergunakan unluk penyelesaian provek tersebut |

b, Sentiftkat HGOB No.J440 1 chnung Sahari, adalal sudah mempakan
milik ribuan konsumen  Chrysant Tower, untuk  dilakukan  proses

pemecahan ke Sertitikat [lak Milik atas satuan rumah susun |

Dari uraian  diatas, jelas bahwo  dictum  Putuson  tersebut  adalah

bertentangan dengan hukum dan menjadi bersilat non executable ;

Bahwa akhirnya ticdak aneh «wn tetbukti jika Putusan Arbitrase Ad Hoc
tersebut tidaklah dickesrhon pada Betentusn-ketentuan hukuny, keadilan can
kepatutan, dimana ‘lermohon [V menyatakan keberatan atas Putusan
Arbitrase Ad Hoc yang dismbil Termohon 0 dau Tenuohon 01 dengan
mengajukan Dissenting Opition puula balanan 53 alines ke 1 dari bawah
yang mencatal ~ Menimbang, bahwa  Arbiter Soegiliarto, SH.  telah
mengajukan Keberatau alas pertimbongsn putusan Majelis Arbitrase Ad-
Hoc, karenu banyek pertiibungun yvang  tidak  berdasarkan  hukam,
kesusilaan  don ketertiban wmum. karena pertunbangon tersebut tidak
menwtus { mempertinbangbu akibal cidlera Janji ff\\fulxial'csltlsi yang

dituntut para pihak ~. dan kaenonya adulah sudah sepatutiya menuut

. hukum Putusan Arbitrase tersebul  haruslah dibatalkan, dan karenanya

kepada Termohan 1L, HI clan [V haruslah mematuhi Putusan ini ;

.Bahwa oleh karenanya Putusan Arbitrase Ad Hoe No @ 017X ADHOC 2001

tanggal 03 Oktober 200 tersebut adalah didasarkan atas tipu mustihat, yang
dilakukan oleh Tenmohon | dengan cara bercdulih seolah-olah telah terjadi
kesepukatan untuk merubah system pendasaan dari Tum Rey ke systemn
paket-perpaket, pudabal senyatanya tdak Lenar, serta disembunyikannya

dokumen yang dopat membubtiken dana-dana yang dikeluarkan oleh

Pemohon kepada Ternwhon 1 rersebut adilaly dana pinjanan, serla lcrbuW
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pertimbangan hukum yang diambil Termohon 11 dan Termohon T selaku
lj\'Iujeiis Arbiter adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum, Keedilan dan
Kepatutan serta bertentangan dengan liikdin. kesusilaan dan ketectiban
wmum adalal sudah sepatutnga wenl pasal 72 UV No.30 b 1999,
Putusan tersebut liarustal dibatalkan, atau batal demi lukum atau setidak-
tidaknya tidak mempunyai kekuatan hubin (buiten effect stellen), dan
harustaly dinyatakan  sengkela Perjanjian Non?235 tesebut siclahy tidak:

mungkin lagi disclesatkan melalui Arbitrase .

19.Bahwa  oleh Karena terbukli  Pulusan  Asbitrase Ad  Hoc  No

O17X7AD HOC2001 tanggal 03 wkteber 2001 tersebut adalah didasarkan
alas tipy muslibat Termohon | dengan cara mendalilkan  seolah-olah
Perjanjian No. 73 tersebut dinubah  mienjadi oekerjaan  pertalap,  dan
disembunyikaaya dekumen yang membuktikon dana yang dikeluarkan
Pemohon adalah merupakan pinjanan Termolion 1. dan Karenanya kepada
Termolion { Laruslal dinyataban terbuhti telat melakukan tipu muslihat

dalam perkara Arbitraze Ad-Hoe tersebu ¢

20. Bahwa detikian pula oleh karena Akt Perjanjian kerjosama No 75 tanggal
29 Juli 1996 tersebut acalah merupakan Alta Authentik dan tidak dibantah
kebenarannya uleh Pemohion maupun Termohon 1 karenanya meénuwrut
hukum adalah Sah, dengan demikian tidak dapat diselesaikannya pekerjaan
pembangunan Chrysant Tower Kondominium Rajawali Jakarta sesuai waktu
yaug I.cl:a“h disepakati bersan dallum perjanjian dan balikan oleh Termohon 1

*telah dihentikan pembanguuainya Jun diterbengkalaikan, maka tindaken
Termohon 1 tersebut adakal jelas mcmpnk;m perbuatan Wanprestasi yvang
merugikan Pemohon, dan sudall sewajarmya pula kepada Termolion 1 untuk:

» dihukum men.bayar ganti rugl kepada Pemohon : ebesar tuntutan Permohon
dalam Penuohorman Rekonpensi vakni @ Rp.262.686.122.985,- ( dua ratus
enam puluh dua milyard eran ratus delapan pululy enam juta seratus dua
puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lina rupiah ), seketika secara.

tunai dan lunas, setelah perkara ini diputus ;

21. Bahwa oleh karena Pernuchotian Pentuhon tersebut adaluh didasarkan pada
alasan hukut yang Letar disertai bukti-bukti authientik yang kebenarannyu

tidak dapat disangkal lagi oleh para Termohon, untuk itu menurut hukum

adalah sudah sepatutnya Putusainya haruslah dinyatakan dapat dilaksma%

1




lebils clahulu meskipun sl Verset Bantahan, Bantahan, Banding alaupun
Kasesi Wil Voerbaar Uij voemuid 1 dan kepsuda para Tennohon harustaly

dihukum untuk membayar hiaya perkara ini secara tangeung jawab |
DALAM PROVISL:

Bahwa terbulti dari itikad buruk Termohon | yang di justifikasi oleh Termohon
11 dun Termohon U dengan putusan Arbitrase Ad Hoe yang tidak buerdasurkan
ketettuan  hukun. waka agar Pemohon tidah terus menjadi korban dun
dirugikan terus menerus. mclulmu agar Bapak Ketua Pengaditon Negeri Jakarta
Barat bcrkeuaul menjatulikan putusan Provisi wntuk menunda eksekusi Putusan
- Arbitrase Ad Hoe No.0l/3/AD HuC 7 2001 tanggal 03 Olktober 2001 sampai

dengan permohonan permibatalan ini mempunyai kekuatan hukumm yang tetap |

Berdasarkan lial-hal terurai dimas maka Pemohon mohon kehadupan yang
Terhonnat Bapuk Ketus Peongadilan Megeri Jokaita Baral yang menieriksa

perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut ©
DALAM PROVISL: ' :

1. Mengabulkan permohonan Provisi Jari Pemohon, tersebut yntuk selurulinya ;

2. Menyatukan  menunls  cksekusi - Pulusan Arbise  Ad - Hoc

No.tHAVADHCCR200L  tanggal 03 Oklober 2001 sampai  dengan

permolionan pemnbatalan i meipunya kekuatan hukum yang tetap |

3. Menghukum Termohion L Tenuelion I, Termchon Q1 secara tanggung
renteng untuk membayar Liaya perkara | -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemolhion tersebut untuk seluruhnya ;

2. Menguatkan pulusan provisi tersebut untuk seluulinys ;

3, Menyalakan Termaohon 1 welali mielakukan Upy muslihat dalam perkara
Acbitrase Ad Hoe No. 1 OLDEAD.HOC2001 tanggal 03 Oktober 2001

tersebum




+ Menyatakan putusan Arbinuse Ad Hoe NoOHXAAD-LIOC2001 tan
Ohtober 2001 adulidy Lanal
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tidak mempunyai kekuutan Intkum (haiten effict stellen)

3. Menghukmn Termalion 11, Termalon UL, dan Tennolon [V untul fuewluk

dlan mematali isi putusan i com 1 aehiengen en te gedogen)

6. Menyatakan Ak Perfangin Kerpsama Momor - 53 fnggal 29 Jali 1996,
mengial hepjusatia peberiom petnlnginan proyek  Cluvsant  Tower
Apartemen Rajawali Jukarta udelal saly menurut hukum ¢ )

7. Menyatakan Termohon | felah melaknkan wanpresiusi yang erugikan
Penmohon ;

8. Menghubwn  Termohon | tntak membuayar ganli pugi sebesar
Rp.262.686.1 22,985~ tdua ratus ennam Pulih dna milyard enam ratus
clelapan pululy enam jota seibstus s i dua vilae senibilan ratus delapan
pulub Lima vapialiy kepada Panolson, sehetihi secara lunai Jan haas., selolah

perkara iu diputus

.

9. Menyatakuun sengketa ntas Perket juan penibungunan proyek Cluysanl Tower

Apartemen Rajawali Jakavta berdasarkan Akla Perfanjian Kerjasama Nomor

; ?5 Lan L’,‘:ll 29 Jll]i IWG i:ld‘d]'dll lif.li:!k nuny, Zhi disclcs‘uikan l'c'IL’,i mclalui
a4 = ¢ ' &
}\_rbiuusc .

10. Menyatakan patusan ini dapat dilshsanakan lebili duliulu weskipun ada

verzet, bantahan, banding ataupun Kasasi (Uit voerbacr bij voerraad) ;
1. Menghukum Termohon L, Termohon™ I, Termohon Hl dan Termohon [V
.+ Secara tanggung renteng untuk metnbayar Uiaya perkara ing ;

Atau ;

Apabila Pengadilon Negeri Jubaita Baral berpendapat lain, mohon pulusan yaig,

seadil-adilnya (ex acquo et bono) : .

Menimbang, buhwa pada hari persklangan yang telali ditentukan umuk
kepentingan Pemolion datang, mengracdap Kussanya ALLXIUS TANTRAJAYA,
SH dan DANNY DARMAWAN, SI{. sedangkan Termoehon 1 datang menghadap

kuasanya YULIONG ASCCHIDL SH. berdasarkan Sural Ktrasa Khusus tertanggal

12 Nopewmber 2001 Termohon 1l datang mengliadap Kuasanye  SEHLEIK H.A.%’Z

1ty

peal 03

s batal Jemi Lk st seliclih-ticdaksrya




LﬁBIS. SH berdasarkan Strat Kuasa Klusus tertanggal 12 Nopember 2001,
Termohon 1V datung. menghadag kvasmya 1L TEUKU IBRAILM, SH,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2001, adapun Termohon

IIT tidak dlatang menghadap neskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang,

- tanggal ¥ dan 15 Nopember 2001 telahi dipanggil dengan patut, sedang tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebubkan sesuatu halangan yang sah, dan ia

tidak puta menyiih orang tain untuk fadie sebagai wakilnys -

Menimbang. baliwa Majelix telah mengusahakau perdamaian kepada kedua
belah pihak yang hadir, namun para pihak Letap mengupayakan perdamaian sambit
perkara ini berjalan dan memaohon .. persichngan dilanjutkan  meskipun  tanpa

hadirnya Termolon 111, telapi upaya perdamaian temyata tidak berhasil -

Menimbang, bahwa atas pembacaan  Pemohon pembatalan  putusan
Arbitrase Ad Hoc No.01/N/AD HOC 2001 tanggal 23 Oktober 2001, Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya :

i

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon. Termohon I telah
mengajukan jawabutmys lerlanggal 20 Nopember 200) vaurg, berbimyi sebagai
- Ed

berilaut :

1. Bahwa Termohon I menelak keras semua dalil vang diajukan Pemohion dalam
permohonannya, kecuali yang kebenarannya secira nyata-nyala dan tegas diakui

oleh Termohon I

2. Bahwa antara Pemobon can ‘Termohon [ memang telah pernah terjadi sengketa

' mengenai  pekerjaan  pembangunan  provek  Cluysant  Tower Rajawali
Kondoninium (“Proyek™), yang terletak <i Jakarta Pusat, yang dilaksanakan
bc}‘dusarl-:a'u: Akta Nomor 75 tauggal 29 Juli 1996 dari Sugiri Kadarisman, SH
Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 757,

3. Bahwa adalah juga benar sengketa aguo telah diperiksa dan diputus oleh Majelis
Arbitrase Ad Hoc dengan putusan Nomor : 01/ X/ARB/AdHocr2001] tanggal 03
Oktober 2001 (“Putusan Arbitrase™) yang amar putusannya seperli yang

didalilkan Pemohon pada butir (51 permohonan ;

4, Bahwa adalah benar tidals pemah dibuat Adendum terhadap Akta Nomor 75

untuk mengatur kesepakalan Pemohon dan Termohon 1 wengenai perubalan

sislem pengerjaan proyek mengudi sisten paket-paket pekerjuan, Oleh kurcuurm
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- -~ benar pula bahwa pengerjaan proyek berdasarkan sistem paket-paket pekerjaan

semata-mata hanyn didasarkan kesepakatan (baru) yung tidak terkait dengan
Akta Nomor 75,

_Bahiwa sesuai hukum dan menunat peratugan perundang-undangan yang berlak,

In casu UU Nomar 30 talun 1999 1entang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian
sengketa (UL Arbitrase 19997) preal 60 bahwa putusan Arbitrase bersifat final
dan mempunyai kekuatan lukum tetap den mengikat pera pihak, yaitu Pemohion
dan Termohon. Akan telapi meskipun telah ditegaskan demikian oleh UL,
namun putusant Arbitraze a1 que masih dimohonkan oleh Pemnohion supaya

dibatalkan Pengadilan ;

Bahwa sctelah dalil-dalil dalin permobonan dari Pemchon dicermati dengon
seksana, maka pennohonan pembatalan pu[lisau Arbitrase didasarkan Pemohon
pada dua (2 alasan yang diatwr dalam pasal 70 UG Nomor 30 talun 1999
tentang Arbitrase dan altemalil penyelesaian sengketa hurul (b1 dan hupl ()
yaitu (1) karena lipu musliliat yang dilakukan Termohon [ dalam pemeriksaan

sengketa di Arbitrase Ad Hoe, Jdan (21 karena Termohoen 1 menyembunyikan

Cdokumen vang bersifal menentukan herupa dokumen permolionan pinjaman
yang !

dana kepada Pemohon untuk pengecjaan proyek (vide dalil posita permohonan

butir ke-8, ke-16, ke 13 dan he-19) 2

Bahwa Ternohon | menolak keras dafil-dalil petnbatalan putusan Arbilrase aquo
karena tidak benar dan tidak berdasar. Sama sckali tidak adua tipy muslihat
apapun yang dilakukan Termohon | schingga pulusan Arbitrase acuo merupakan

putusan yang dismbnl carf tipu mushliat yang dimaksud dalam pasal 70 hust' &

CUU Arbitrase 1999

Bahwa adalah sulit dipuliami nalur logis don dibenarkan secara yuridis perihal

dalil Petnohent yang menyatakan bahwa dalil Tenmonon 1 ketika peweriksaan di

Arbitrase vaitu tentang perubalian sistenm pengerjaan proyek dari sistem tum-key

inenjadi sistem paket-paket pekerjaun merpakan suatu tipu muslibat.. Sebab
fakta meteriil yang sesunggulnya adalah memang demikian, Setelah pengerjaan
proyek terhenti dan masa 60 tenam pulul) hari pengensan denda keterlambatan
(liquidated damages) berakhir, pengerjoan proyek dilakukan dengan sistem yang
sama sekali berbeda dari yang diatur dalam Akta Nomor 75 sistem pengerjaan

diubah menjadi paket-paket pekerjaan, dan sumber pembiayaan proyek berasal

dari Pemohou {selaku pemilik proyek) bersana-sama Termohon (sclam

I¥




kontraktor), maypun dari escrow account yang diperjanjikan dalam Akta Nomor

75 menumg untuk membayar prestasi kera Termolon | sedta dari Pemolion
sendiri ;

Bahwa terjadi perubuhan sistem pengerjaan proyek dari Tum-Key menjadi
pakel-pakel pckerji;uu. adalaly disetujui dan ditering oleh Pemolion tanpa adunya
pemaksaan, bujukan atau tekanan dalam bentuk apapun dari Termohon L Hal i
temyata dari pengakuan Pemohon sendiri dalum sidang  Arbitrase, yaug
L] P
keinudian diulangi dalam permolionan (dalil butic & hunf C) dengan
menyatakan perubahan  sistem pengerjaan  proyek  aquo  sebagai  suatu
“emergency action”. Selain itu balwa hasil-hasil dari sistem pengerjoan proyek
berdasarkan paket-paket pekesiann a quo juga telah dimanfaatkan Pemohon

untuk keuntungannya sendir |

10.Bahwa karena telah demikian faklanys, make patutlah wluk dipertanyakan

“apakal perubahan sistem pengerjaan proyek vang dicdasarkan persetujuan vang
didasari kehendak bebas dari kedua belah pihak. dan telal nyata-nyata pula

diterima manfoatnya olel para pilak, dupat dikualifikasi sebagai suatu-perbuatan

tipu mustihat™, Olel sebaly ity, secara yuridis dalil Pemohon vang menyatakan

_Termohaon 1 etah melakukan tipu muslihat selama dan dalam sidang Arbitrase

1

R

menjadi tiddk dapot dibenarkan karena tidak memenuhi unsur nomatit dari
ketentuan pasal 74 huruf £ UU Arbitrase 1999, sehingga karenanya adalah patut

dan berdasar untuk dikesampingkan Majelis Hakim:

.Bahwa “dalil Pemohon yang menyatakan Termchon I menyembunyikan

dakumen yang bersilat menentukan dalam persidangan Arbitrase, juga ditolak
keras oleh Termohon L. Sama sekali tidak benar balwa ada dokumen dan atau
périiah dibuat perjanjian pinjaman dana pembiayaan provek vang dibuat oleh
Pemohon dan Termolion | untk melanjutkan pengerjaan proyek. Seandainya
saja dokumen aquo ada, dan itu disembunyikan Termohon 1 selama persidangan
Arbitrase quod nou, maka sudah dapat dipastikan dokumen aquo akan diajukan
Pemohion selama persidangann Asbivase. Scbal seperti didalilkannya bahwa
bukanlah kedudukan Pemohon selalu penyandang dana dalam petjanjian aquo,

qued non. yang tenfunva juga memegang dokinmen aquo -

12.Bahwa perubahan cara pembiayaan karenta acdanya kescpakatan baru disebut

Majelis Arbiter dengan istilahy kesepakatany secara diam-dium yang dibuat |

Pemohon dan Ternohon | untuk melanjutkan pengejaau proyek, mcmpakm
7
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. konsekuensi logis-prakiis dori kexepakatan untuk mengubah sister pengerjaan

proyek menjadi sistem paket-paket pekerjuan, Dalam hal ini tidak pernah dibuat
dokumen apapun apalagi dokumen mengenai petjanjisn pinjaman dana oleh
Termohon T kepada Pemohon, Hal itu tenitama karena sumber dana untuk
membiayai pengerjoan paket-paket pekerjuan aquo lidak cuma dari Pemohon

semata-mata, tetapi juga dari Termohon [ maupun Escrow Account ;

13. Bahwa seperti hatuya dalil adanyu tipu muslihat yang digjukan Pemohon, maka

dalit  Pemehon tentang  adanyn  dokumen  bersifal menentukan  yang

disembunyikan Termohon [ secara yuridis, tidak memenuhi unsur nommatit yang,

diatur dalam ketentuan pasal 70 ural (b UL Arbitrese. Oleh sebab itu, adalah

sangat tepat, berdasar, ¢an patut hagi Majelis Hakin untuk menolak <an

mengesampingkan dalil-dalil Pemolon aquo;

14.Bahwa sclain didasarkan kedua alasan pembatadan tersebut diatas, Pemohon

juga mengajukan pembatalan putusan Asbitrase vang dalam  pencermatan
Termohon 1 didasackan pada 4 (empat) alasai lain vang tidak diatur dalam
Undang-Undang Arbitrase 1999 yaitu (1) mengenai materaj yang, kurang bayar
{dalil posita butir ke-13). {b} mengenai bukti-bukti yang sebagian besar dalam
bentuk copy swrat {dalil posita butir-ke-8 hurul G dan butir ke-14). (¢) mengenai

adanya bukti dalam bahasa asing (dalil posita butir ke-15), serta (d) mengenai

pertimbangan hukum dan putusan Majelis Arbiter Ad Hoc yang saling:

bertentangan. <lan telah saengabulkan sesuatu yang tivak dituntut {dalil posita

butir ke-10 dengan Lulir ke-12):

13, Bahwa dalil-dalil pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan Pemolhion aquo

ditolak keras olel Termchon L. Periha!l dalil materar kwang bayar quod non
tidak mengakibatkan batalnya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan
Arbitrase,  Kouselkuensi  yuridisnya  hanyalah  melekatnya kewajiban  bagi

Termohon I untuk melunasi bea materai yang berhutang ke kas Negara ;

16. Balwa perihal dalil sebagian bukti dulam benwk copy surat, dapat dikemukakan

tidak melanggar ketentuan beracars dalam Arbitrase yang diatur dalam U
Atbitrase 1999, Tidak ada satupun ketentuan beracdra dalam UU Arbitrase 1999
yang secara tepas melarang pengajuan copy surat sebagai bukli dalem
persiclangan. Selanjutnya juga tidak aca satupun ketentuan dalam UL Arbitrase

1999 yang mengatur digunakan ataw diberlakukannya ketentuan beracara di

Pengadilan (HUIIIIG) apabila tidak ditemukan atau belum diatur dalam lm
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Arbitrase 1999, Oleh sebaly itu dalil Pemolion yang menmpersoalkan keabsahan
bukti-bukti aquo berdasarkan ketentuans KUL Perdata dan atoy hukum berucara

di Pengadilan (Negeri) adalah sanpat keliry dan harus ditolak Majelis Hakim ;

17. Bahwa  perihul dulil adanya bukti dalane Lalasie asing ditoluk keras oleh
Ternmohon L Sebab sama sekali tidak melanggar ketentuan UU Arbitrase 1999,
faktanya bahwa balasa yong digunakan dalam persidangan Asbitrase seluruhnya
adalah bahiasa Indonesia, Kalaupun ada selagian bukti yang dalam balasa asing
(Inggris), namun maksud dan ist dari dokumen bukti aquo dapat diterina,
dipahami dengan beik oleh para pihakserts tol-% disetujui Majelis Arbiter untuk

(dapat) diperiksa dalam persiclangan Arbitrase

18.Bahwa Termohon L juga menolal dalil Pemohon perihal pertimbangan hulum
dan putusan Majelis Arbiter ad o ya:.ig suling, Lertenlangun, dan telub
mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut. Dalil aguo merupakan penilajan
terhadap pertimbangan (hukun Majelis Arbitrase maupun putusan Arbitrase
yang (telah) bersifat final dan mémpunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat
(vide pasal 6O VLI Arbitrase 19991 Sementara itu didalam UL Arbiwrase 1999
pun telah tegas dan jelas diatur bahwa “Ke<tua Pengadilan Negeri tidak
memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase™ (vide pasal 62 ayat
4 UU Arbitrase 19091,

19.Bahwa dengan demikian terbukti dalil<halil Pemolion aquo sama sekali tidak
memenuhi ':&yaru'l noralil pembstakm putusan” Arbiirase vang diatur dalam
ketentuan pasal 70 UL Arbitrase 1999. Konsekuensi yuricdisuya adalah bahwa
alasan-alusan pembatalan putusan Aubitrase vang diajukan Femohon demi

hukum harus ditolak Majelis Hakin : S

.

20, Bahwa selanjutnya se'oinn mengajukan pembatalan putusan Arbitrase, Pemohon
temmyala juga mengajukan gugataivtuntulan ganti rugl karens Termohon 1
didalilkannya telah melakukan petbuatan wanprstasi dengan menghentikan
pengerjoan proyek. Lntuk itu Pemobion mengajukan tuntutan agar Pengadilan
menghukum Termohon 1 membayar ganti rugi sebesar Rp.262.686.122.985,-

(dalil posita bulir ke-20) ;

21.Baliwa sengketa yang terjudi antara Pemohion dan Tenwohion | terjadi dalam

kerangka pelaksanaan Akta Hontor 75, Dalam pasal 24 ayat (2) Akta Nomor 75

telah tegas dun jelas diperjunjiban dan ditering baik oleht kedua belal pﬂ%z
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- : Badan Arbitrase Nasional Indonesia™

bahwa “segala perselisilin yang timbul ari petfanjian akan  diselesaikan

'. mela!m arbitrase dalam tingkat pertania dan tera
:

22.Bahwa mengajuan tuntutar ganti wugi berdosarkan  dalil wanprestasi  yang,

digjukan Pemolion aquo tiduk berdasar, dan balikan welanggar ketentuan hubkum
dan perundang undangan yang berlak, wi casu U Arbitrase 1999 pasal 3 dan
pasal 11, yang selengkapnya menegaskan sebagai berikut :

ng,x_l_'% : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para

pihak yang telal: tecikat dalam petjanjian arbitrase ;
Pasal 11 : (1). Adanya suatu perfanjian arbitrase tertulis meniadakan hal para
pihak untuk mengajuban penyelesaian sengketa atau beda

pendapat vang termuat dalam petjanjian ke Pengaditan
Negeri;

Pengadilan N-,m: wajib menolal dan liduk akan campur
langan d:dalmu sualu - penyelesaian sengketa yang  telah

diletapkan melawr wbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu
yang ditetapkan dalom Lhddng-Undang ;

Balwa karena telah tegas diperjunjikbun datom Akta Nomor 75, dan terutama

Pengajuan wntutan ganti rugi oleh Peniohon telaly nelay sgar keten{uan pasal 3
Jo- Pasal 11 Ul Arbitrase 1999 tersebut diatas. maka tuntutan Pemohon harus

ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim

23.Bahwa dalil tuntulan provisional yang digjukan Pemalion, secara tegas ditoluk

Termolion 1, karena tidak Lerdasar dun inengada-uda, Sclain melauggar pasal 3
Jo. Pasal 11 U Arbitase 1999, buhwa apa yang .dituntul Pemohon bukan
sesuiatu yang menjadi hik Pewolion. Sebab Jana dalam Exerow Account acalal
dana yang diperjanjikan dalam Akl Momor 735 unwuk membayar pekerjaan
Termohon 1 Pada sisi lain, bulnwy sebogion tanah Sertifikat HGB Nomor
1(1:1L1rUm1Lu1g Sabari juga tidak benar dan bukan kepunyaan ribuan konsumen
Chrysant Tower, tetapi milik Pemohon vang dijadikan faminan pelunasan harga
proyek oleh Pemohon kepada Termohon | dimana masih belum sempat dibebani
Hak Tanggungan seperti yang diperjanpka: Mvahon dan Termolion Lrdalam
Akta Nomor 73 aquo. Cleh sebab it seperti halnya dalil-dalil Pemohon
loinnya, maka dalil twiutan provisions) dari Pemohon Juga tidak berdasar

hulum untuk dikabutkan Majelis Hukim W}
[ A

il

khir menurut peraturan prosedur




Berdasarkan dalil jawaban yang duwaikan ‘Termohon 1 tersebut Jiatas, Lenutama
Karena permolionan itu seidui tidkak Derdasar hukai, nwka dimolion kepada
Majelis Hakim yang tethormat sudi mengadili dan memutuskan dengan amar

putusan :

1. Menolak tututan provisi untuk selunibnya :
2, Menolak permahionan wik selurahnga .

3, Menghukum Pemobon untuk membayar biaya ;. coara .

Atau, mohon putusan yang seadif-adilnyn tex aeque el hator lamana Majelis

Hakim berpetcapat lain .

Menimbang, baliwa selmjuinya Termehon I juga telalt wengajukan

jawabannya tertanggal 13 Nopember 2001 yang istiyva sebagan berikut :

1. Putusan Asbitrase Ad loc NoO1/NAD-KZUGL slaly Letul karena ticak
melanggar UL Mo 36 tabun 1999
2. Terhadap gugatan Pemohon PT. Jays Nur Sukses

Termohon 11 (Sdr. Mohammad Salinu St

1. Menyangkal Lalwa sebelum Leraklie hontrak, pekerjuan PT. Hulama Rarya

baru selesai 73,5448 puersen .
2. Menyangkal adanya pengurangan pekerjaan sebanyak § lantai ;
3. Menyangkal paket-paket secara lisan tersehut mengikat kontraktor ;

4. Menyangkal bahwa FI. Hutama Rarya menghentikan pekegjoon pembuangunan
sejak 19 Juni 19993

Tetapi penyokong ;
Tuntutan PT, Hutama Karyaa s/d [':

Meninbanyg, babwe  hemudian femmohont 1V welali pula mengajukan

jawabannya tertanggal 23 Nopember 2001 yang materinya sebagai berikut ©

1. Bahwa pada prinsipnya dalii-dalil perimohonan yang diajukan oleh Pemohon

butir | sfd 19 adalah benar adanya m




; Bahwa untuk jtu’ Termohon 1V seluku wantan akim selama lobih kurang 40

'?tallun yang kebetulan ditunjuk oleh Pemolion seleku Asbiter Ad loc oleh

Pemohon, tetap berpegang tegul kepada prinsip hukum vang berlaku dalam

proses pemeriksann dan putusan Arbitrase Ad 1loe dengan wemperhatikan azas

objektifitas dan uupama! sebayaitma tersurat dalam UU No.30 tahun 1999,

sehingga pada al\hu'nyt Termohon IV terpaksa Jarus mettyatakan  sikap

keberatannya atas puatusan Majclis Asbiter Ad-Hoce

bersama-sama  dengan
Termohon I dan Tenuolion 111 duingn

mengajukan  perbedaan pendapat
Anggota Majelis/Dissenting Lipinion sehagaimana teryata dari hal 53 alinea ke

1 dari bawah-putusan Arbitrase Ad-lloe No.OFXZADOC2001 1anggal 03
Oktober 2001 yang berbunyi “Menimbuyg, buliwa Arbiter Soegiliarto, SH tulaly
mengajukan keberatan atas peitimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc
karena banyak pertimhangan yang fidak herd

ketertiban THA karena

asarkan hukum kesusilaan dan

pertinbatigan tersebul Udak
memutus/mempertimbungkan

pihak™;

akibat eiders funjirwanprestasi yang dituntut para

. Bahwa Dissenting Opinion lersebut tetpaksa diambil karetia “Termohon I dan

Termohon LI dalam proses musvawaral Arbiter untuk wetjalubkan putusan

telahl  mengpunakan konsepiya  sendiri, dengan liduk . metperhatikan

pertimbangan yuridis yaug ada davi Eilta-lakta yang ter un"Ldp dipersidangan,

yakni : alat-alat bukti vang sali digjukan olely para pihak serta ketentuan hukun

1Je1'dula materiel ‘maupun (ornil yang berkdou, Lahkau sama sekali tidak mau
mempu hatikan saran dan pert unbrmk.an yuricis yang dikemukakan Termohon
IV sehingga pada akhimya Tetinohon U dun Termohon I menjatubikan putusan

yang berakibat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

3.1. Hukum Acara Perdata yang berlaku I,

.....

3.1.1. Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Gani Dijenat &

Partners  No.DUFET.L358/5K:193 langgal 12 Juli 1999 dari
Tertmobon 1 yaug dijadiban Casar pengajuat Arbitrase  Ad-Hoe
berikut seluruh bukti-bukti P-1 sampai P43 dengan calatan adanya 2
bukti P-44 dengan subtansi yang berbecka vang diajukan Fermohon 1
selaku Pemohion dalain prsidangan perkura Asbitrase  tersebut

sebagian besar adulah benueterai Rp.2000,- dan karenanya tidak -

memenuhi ketentoun pasal L1 ayal | Uindang-Undang, Mo.13 mh&%z

Ryl




3.1.

2

313

[ ]

316 B

98BS jo. Peraturan Pemerintaly RI No.24 tahun 2000 yang berlaku
elehtilsefuk tinggal 1 Mei 20001

. Baliwa demikian pula sebagian besar dari bukti-bukti yang diajukan

1.4,

'l‘ermulwu I selaku Pensalion: Arbivase Ad-iloc adalah Lerupa foto
copy vanb tidak ada aslinga (bukti P-2 sampai P-10, dan P-14
sampai P-39 dan P-40, P A serta P-42), dan juga bukt P-5, P-6, P-
QO P-110P=12, P-R3C 118, P-2o 220, =230 =25 seluralya adalah
berbahwsa Inggrix dan tidak disertai terjemahian restui dalain balasa
Indonesia, karenanya adulah berlentangan dengan pasal 28 YU
No. 30 taln 1999 dan pasal 1888 KU Perdata serta yurisprudensi
tetap MART

Balwa lebih lagi dalaw punesan bokt-bukti yang diajukan oleh
Termwhon [ {cdubuly Pemohon) maupun oleh Perohon (dalwlu
Termohon) ik dinratkan mengenai subtlansinyva, sehingga tidak
wengherankan jika dalam pertimbangan puiusan halaman 47 alinea 2
hanya disebutkan burkti P-1 wid P4, padalial kenyatamya terdapat 2
Lukti P-4 dengan sublansi vang besheda serta bukti =45 yang lidak

disebutkan oleh Majelis Arbiter Ad-Haoc ;

Bahwa demikian juga halnva dicddalare putusan lidak dnratkannya
keterangan  saksi-saksi  youg  diajukar  Termohon  (sekarang

Penohon yang, terungkap di persidangain -

. Bahwa begitu pula tidak disebutkon/diuraikan hasil pemeriksaan

seletnpat ('Plaailclijkc ouderzoke) ke lokasi objek sengkela oleh

Majelis Arbiter Ad-Hoe yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus
2001,

3aliwa sehingga tidak heran jika pertimbangan hukum yang diambil
adalali tidak berdasarkan kx.pddd alal bukli yang sal menurut hukuim
serty bertentangan deuigan huLum kesusilaan dan ketertiban urium,
seliingga terjadi bukl P-45 tidak disebutkan keberadaannya dan pada

akhirnya menimbulkan kekeliruan <alam amar putusan |

Bahwa sudab seharusnya dalam mengambil suata putusan adalah

mutlak didasarkan atas pertimbangan hukum yang benay duu_,m

-.—a-.mu»-ru-




didasari olel alat-alat bukti yang sah menunit hukum, sebagaimana
diatur dulam pasal 56 uyat (1) UU No.30 talun 1999 ;

3.2. Hukum Perdata Materil yang berlaku berupa :

3.2.1. Bahwa.duri putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc lersebut, didalam

i
13

pertimbangan  hukunmya halaman 48 alinea ke 2 dari bawah

menyataban “Meuimbasz, babwa Gkla vang terjudi dan tidak
disangkal oleh Pemohon Dakon  KonpensicTenmohon  Dalam
Rekonpensi adalah  babwa i telah  terdambat  menyelesaikan
pembangunan proyek ague”, namun dakan amar putusan Konpensi
butir 2 justru menyatakan Tentwohon (kini Pemohon) yang telah
melakukan  wanprestasi.  dengan demikian  lerbukti  antara
pertimbangan hukum dan awar pulusan Majelis Arbiter tersebut
saling bertentangan dan tidak didasarkan pada hukum, demikian pula
mengenai  amar  putusann Pemohon  ¢Clenmohon)  melakukan
wanprestasi sama ‘sckali tidak dipertimbangkan asal usuloya dari
perbuatan apa yang menjudi dasar Majelis Arbiter memutuskan
Pemohon dalam keadaan wanpréstasi, untuk itu terbukti jelas
putusan Arbitrase  Ad-Hoc fersebut tidaklah didasarkan pada
Ketertuan hukur dan bettentangan dengm pasal 56 ayatl 1 Uy
No.30 tahun 1999 ; -

. Demikian pula A Pulusan -Majelis Arbitrase Ad-loe dalam

KRonpensi butir 3 yang  menyatakan bahwa Akia Perjanjian No.75
tanggal 29 Juli 1996 telah berakhir <ejak tanggal tanggal 04 Febiuari
1998 * adalal tidak berdasarkan pada ketentuan hukum, dimana
'I‘ermélmn I selakar Pemohoni tidak - permah mengajukan petitum
demikian, olelh karenanya terbukti Puluson Majells Arbiter telah
mengabulkan sesuatu yang tidak: dituntut oleh pihak lawan (putusan
lebih), dan karenanya Dertentangan dengan pasal 56 ayal | jo. Pasal
58 UU 10.30 Tahun 1999 :

Balwa disamping itu pula antara amar putusan dan pertimbanigan
hukum Putusan Majelis Arbiter tersebut  saling  bertentangan,
terhukti cdinyatalan Akta Perjanjian No.75 tanggal 29 Juli 1996

telah berakhir sejak tanpgal 04 Febiuari 1998, sedangkan dilain

pihak dyatakan prestasi ‘Terinohion | (Femohon) per 28 Pcbn%z

o




199 bani sebesar 6737800 dengan demikian ndalabh anch dan
Aok Derdasie hukum i knrenanys Termohon IV tiduk
sependapat bahwa bagatmana mungkin pegjanjian vang sudoh

berakhiv hisa dievaliasi tebih Lujot dikemudian hari oleh Majelis
Arbiter :

3.2.3. Balwa periimbangan huehum Majelis Arbiter Ad-Foe datam halatnan

50 alinea 3 yang menyebutkan bahwa

Menunbang, bLahwa =ejuk bulan Februari 1998 telah terjadi
perubalian dwri ketentuan-ketertuan  yang,  lercanlum  dalam
perjattjian No. 73 dinana perubahan-peribahan tersebut tidak pemah
dituanglan  secara tenulis  dalam * Lentuk-bentuk  perjanjian
lambahiar/kesepakaton lambahan/MOU Addenduy. Kontrak oleh
kedua belds pihak. selingga Majelis menilai bahwa sejak peketiaan
tahap U omuba dilaksanakan antara para pihak  telah terjadi
kesepakalan secara liam-ctiam diluar perjanjian No.73 adalab tidak
berdasarkan hukun havena

Baliwa Lerdasarkan pasal 23 ayat 5 Akta No.75 menyebutkan, jike
tegjadi perubahan perjongian nitka harus (|i|.l‘lal'1\':-'ll.l adendumm secara
tertidis auntars Peschon tsetaula Tenuebiowy  dan Termohion [

(semula Pemohon :

Bahiwa Terimohon 1V bapendapat dalam hukum Ldak dikenal

adanya lerminologi kesepakatan diam-dian, |

Bahwa sebenamya yang terungkap dalam persidangan fakta-fakta

hukum sebagai Lerikul -

A. Bahwa terbukti Termaolion | (semula Pemohon) telah melakukan
wanprestasi kepada Pemohon (semula Tenohion) dengan tidak
menyelesaikan |;c111l)zi|:gt1t1;1:1 proyek pada 1S Oktober 1997
sesuai jucdwal pembangunan menurul Akta No.75 (vide putusan
halamen 48 aliniea ke 2 dari bawahy. bahkan prestasi per 28

Februari 1998 Laru mencapai 67, 378(#% ;

B, Bahwa sclanjitnya Temohon { terbukti yang secara legas

menyatakon dini dalam kesutitan beuangan lalu mobon l:zmll%Z
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pinganan dava kepada Pemohion dan Pemiohon terdorong, atas
desukan hopsusmen dan e lungguug jrwab serta itikad baik
bepseddia  wemenuln  perminlaan  pinjawan dana  tersebut
walaupin sestinggabnya konsep pendanaan proyek  acdalaly

sistent (ru key. sehingga merugikan Perolior ;

. Babiwa disinilal terhiit adanya tipu mustibal yang dilakukan
Termohon I dengan menyembruiyikan dokumen yang bersifat
menentukan yaitu meugajukan pegmolionan, pinjaman dana
kepada Pemolion yung swat e juga sedang dilanda amok
Konsumen yang menuntut kepada Pemohon, sehingea tindakan
Pemaohon unfuk memberikan pinjaman dana kepada Termohon |
gdalah Lukun sebugal kesepakatan dion-diamn untuk
mengeuyampiigkan ketentuimn Akta Mo.73 vang berlaku sebagai

Unelang-Unetang bagi jara pihak (asas pacta sunt servada) -

D. Dahwa lial Dudie O diatas (o e daed tidak periali dibuatnya
Addendum pecianjan sebagaimana diisyaratkan pasal 23 ayat 3
Akla No.75 dan jugy Jiskul eleh Termohon | dulam dalil

penmohonainya Arbitrase Ad Hoc |

3240 Laliwa bienar posita Pemahon batic 9 hunal H seandainga Majelis

w

1o
(¥l

Arbiter Ad-Hoe Ly secara cermial memenksa seluray buk-
bukti yong, diyukan dan tidak ade yang disembunyikan disertal tipu
musiibal dan keterangan sakisi-saksi yang terungkap di persicangan
dan hasil pemeriksvan setempat. tentulaly putusan Majeliz Arbiter
Ad-lloe akan menjadi ki dan dapal memenubi rasa keaditan paca

pihak yang bersangkutan in casu Pamohon dan Tenuohon T,

Jaliwa yaug sangal falal dan merupakan kekelivuan besar dilakukan
Ternmohon B dis Termohon L adadah sama sckali tidak
menpertintbangkan akidat dart wanprestasi Termobon 1 (dalwilu
Pemohon) tedwdap dirl Pemalion (dahdu Teruobon) yang, diajukan
dalam permohionan Rekonpenst untuk membayar biaya ganti rug,
denda cant bunga (Kosten, Scaden en nteresseny yang timbul sebagai
konsekuensi logis darl wanprestasi Termohon | (semula Pemolon)

menurut  pasal 1236 dun 1243 KUEHL Perdata sebesar

R 2620680, 122985 - dus valus et puludy dua milyae enam mW

N




e 4

delapan puluh enam juta seratus dua pulzh dua ritnt sembilan ratus

delapan puluh lima rupialt) sebagaimana perincian dilampirkan ;

Balwa  kerugian-kerugian  Pemohon (semula Termwolion)  yang
timbul dikorenakan adanya keterbumbatan pembanguian proyek
Clirysart Tower tersebul dapatlalt dipahami akan berakibat para
pembeli‘costomer melukukan ki, pembatalan pembelian, tidak
mau membayar angsuran penbelian sehingga terjadi pendebetan
dana Bscrow account oleh Bank Dagang. Negara selaku pembely
KPR, kehilangan keuntunpan yang scharusnya diperolel, biaya
overhaad akibat proyek terbengkalai dan kerugian immateriel serta
biaya-biaya lain secara terinei dilampirkan, serta penunjukan
kontgktor pilik ketia untuk mekmjutkans proyek atas Diaya

Termohon I

3.2.6. Bahwa padalial menunat bemat “lermohon 1V lal tersebut adalaly
mutlak harus dipertimbangkan dan suclah dibukaikan secara sah oleh

Pemohon dalani persidangan disertai lengkap dengan® bukti-bukti
pendukungnya ;

. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbiter Ad-Hoc halaman 52
alineg he T yung menyatakan adil untuh memberikan kerugian
sebesar Rp 5,000t~ (lua milyar rupiah) kepada Pemohon
(dahuly Termohon dalim KenpeusyPemolion Jalam Rekonpensi)
adalah pertimbangan hubum yang sangat keling karena pengertian
kerugian dun ganti kerugisn secara yuridis adalaly sangat berbeda,
dan sangat wonis jika pihak yang terlebih dahulu melakukan

. wanprestasi justru dapat terbebas dari kelentuan pasal 1236 dan 1243

KUTH Perdata dan balikan memperolel keuntungan dari paduanya ;

4. Bahwa lebih keliru lagi Majelis Asbiter Ad-Hoe dalam Dictuni putusannya

dalam Konpensi menmutuskan :

Bila sampai 3¢ (tiga puluh) han sefak putusan diucapkan belum dilaksanakan
pembayaran yang werupakan hak Pemohon dalam Koupensi akan dibayar
melalui  pencairan duna Escrow  Accownt No.R/K  700.144.00255.2.01.8
(rekening rupiah) dan NeR/K 3ugl.411.000.6 (rekening US Dollar) yang

berada di Bank Mandiri {dds Bunk Dagang Negara (Persero) cabang chil(i%Z




Senen, Jakarta Pusat dan bila daa yang tersedia tidak mencukupt, maka akan
dilunasi melalui pelelongan tumdy selhus 3,621 M2 yang merupakan sebugion
dari tanah Mak Guna Bangunan No.1-H0/Gunung: Sahari Kel. Gunung Sahari
Utara Kec. Sawah Besar Jakurta Pusat, dun bangunan proyek Chrysant Tower

Kondomiiun Rajawali yang didivikan diatasuya :

Balhwa diktum temsebut adalals jelus bertentangan dengan kelentuan pasal 1 ayat
I dan ayat 3 Juneto pasal 3 aval 1 UL No36 Talu 1999, karena P, Bauk
Mandiri adalah bukan pihak dalam perkara o quo, dan betentangan dengan
pasal 1917 KUH Perdata yang secura tegas menyebutkan bahwa putusan hanya
mengikat para pihak, disamping bahwa :

a. Bsorow Account yang dumaksul terbukli adalah merupakan  dana

penampungan milik ribuan konsumen Clrysant Tower Apartemen Rajawali

yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut

Sertifikat HGE No.1400/Gunuig Salwari terbukti adalal sudah merupakan
milik ribuan konsumen Cluysam Tower untuk dilakukan proses pemecahan

ke Sertifikat Fak Milik atas saian numal SUSHI Y

Dari uraian diatas, jelas hahwa dikium putusan tersebut adalah bertentangan
dengan hukum dun keretanya Termohon IV tidal sependapat untuk itu

seharusnya putisannya menjadi bersifat non executabel -

-

5. Bahwa O'lc_li karenanya * priusan Arbitrase Ad-Hoc Mo.0FX/AD.HOC 2601

tanggal 3 Oktober 2001 tersebut terbukli adanya tpu wusliiat yang dilakukan
oleh Termohon I dengan cara berdulih seolali-olaly telah te:iiadi kesepaliatan
untuk merubah sistem pendanaan dari Turn Key ke sistem paket per pakel,
padahal senyateanya diﬁcmidaugau tidak terbukli adanya addendum perubalian
perjanjian dan dengan disembunyikannya dokumen vang dapat membuktikan
dana-dana yang dikeluarkan oleh Pemohon kepada Termohan I tersebut adalah
dana pinjaman serta terbukti pentimbaigan hukum yang diambil Termolion 1I
dan Termolion UL selakyu Majelis Arbiter adalul tidak berdasarkan ketentuan
hukum keadilan dan kepatutan serta bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan
ketertiban umuem adalah sudah sepatutngs wenwrut pasal 72 GU No. 30 talun
1992, putusan tersebut haruslah dibatikan, atau batad denii hukum atau setidak-

tidaknya tidak inempunyai keluatan hukum (buiter: effect stellen) dan haruslah

dinyatakan senghela pedfanjins Mo.33 tesebut sudaly tidak mungkin 16%2
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- diselesaikan melalui arbitrase serta putusan Arbitease Ad-Floc tersebut Laruslah

bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketentraman umum ;

6. Bahwa pengalaman diatas wok Termohon 1V selalu Arbiter Ad Lloc adulah
merupakan suatu tragedi dan sangat wemprihatinan karena lujuart lembagy
Arbitrase sebogainung disanathan Ui No.;'*li taliun 1999 scbagai allematil

_penyelesaian sengketa’ ar]a_iah menjadi wubazir, Karena justru menciptakan
masalah banu ;

Berdasarkan bal-hal terurai diatas, Termolon (V pada prinsipnya dapat. menyetujui

permohonan  pembatalan  putusann Arbitese Ad-Hoe  Na.OSYZAD HOC2001

Y A

tanggal 13 Oktober 2001 dan sudal sewajwmya Pengaclilan Negeri Jakarta Barat

“harus menyatakan dirinya Lerwenang untuk memeriksa dent wemutus perkara ini,
&

dengan membatalken  putusan  Aubitrase Ad-Hoc  tersebul  alou  setidaknya
dinyatakan Non Executabel ;

NMenimbang, bahwa  berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865
RKUHPerdata, Penobon untuk  menegubibay dadil-dalil pemobonsamya telah
mengajukan alat bukti berupa loto copy surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-
14, yaitu : ‘ o

1. Putusan Arbitrase Ad Hoe NotliNAL-HUC2001 tanggal 03 Oktober 2001,

antara PT. Hutaina Karya lawan PT. Jaya N_ur Sukses, bukti P-1

o

Sural  kuusa  dart Pemwhon  hepuda Gani Djent & Partiers
No.DLZET.1358/SKA93 tanggal 12 Juli 1999 sebagal dasar mengajukan

permuohionan Arbilrase Ad Hoe benmeterai Rp, 2000 bukti P-2

3. Surat dari Bank Bxim kepada PT, Hitama Rarya Up. Bp. Ir. Robert Mulyono
Suntoso perilial keringanan pembayaran bunga g fasiltas KMK atas nama

PT. Hutama Karya, bukti P-3 ;

4.-5.11111{ BANKRUPTCY  ARNNOUNCEMENT tertanggal 19 Marel 1999,
bukti P-4 ;

S. Putusan Malikamaly Agrng RI Mo GLRAOF) antara PTJAYA READYMIX,
Cs melawan PT. HUTAMA KNARYA_ €3, tertanggal 23 Pebruari 1999,

bukti PW

M

dibatalkan atau setidaknya dinyatakan besilt non  Executabel, karena’




-

6. Putusan Mahkamali Agung R.1 No.Gsd PE/NAY99 antara 1. Hutama Karya, Cs
melawan PT. Jaya Readymis. tertanggal 6 Aprif 1999, bukii P-6 ; '

7. Sural dari Hutaimu- BM kepada PT. Jaya Nur Sukscs No L3/BA0GS81/201/1/98,
tertanggal 12 lebruari 1998, Tukti %7 ¢

8. Surat dari James Koh.L.M kepada PY. Jaya Nur Sukses Nodik-
BM/1482/Div.C7146 tertanggal 29 wikioher 1997, bukt P-8:

9. Terjemahan resmi dari surat Termohon [ tertanggal 29 Oktober 1997 yang
ditujukan kepada Pemohon dengan maksud untuk minta bantuan dana sebesar
Rp.2.000.000.000.- bukti P-8A ¢

10, Bukti Bank keluar No.1-230412 sebesar Rp, 70,000,000, - letanggal 17 Pebruari
1998, bukti P-9.1 ;

11. Bukti Bank keluer No.8-230413 sebesar Rp63.000.000,- tertanggal 24 Pebruari
1598, bukti P-9.2.

1998, bukti P-9.3 ;

13. Bukti Bank keluar Mo.7-238679 schesar Ry 71,250,000, (eitanggal 10 Maret
1998. Bukti P-9.4; )

14.Bukti Bank keluar No.207676 schesar Rp.121.750.000,-, tetanggal 17 Mare(
1998, bukti P-9.5 .

15. Bukti Bank keluar No.207677 sebesar Rp.40.000.000,-. tertanggal 18 Maret
1998, bukti P-9.6'; '

1998, bukti P-9.7 ;

17. Bukti Bank keluar No.207693 sebesar Rp.134.457.000.- tertanggal 1 April 1998,
bukti P-9.8 ;

18. Bukti Bank keluar No.562001] sebesar Rp.122.655.4X)).- tertanggal 9 April 1998,

bukt P-9.9

19.Bukti Bank keluar No.563280 scbesar Iip.-'iS.t')('.HZl.{ZlEX.J.- tertanggal 9 September

1998, bukti P-9.10 W




le

- 20.Bukti Bank kelugr Mo 3633 sebwesur Rp S0axio oo, tertaonggal 1 Gktober

1998, bukti P-9.11 .

21. Bukti Bank keluar No. 363289 scliesan R, 79000000 - tert tegal 21 Septetuber
1998, bukti P-9.12;

22, Bukti Bauk kelwar No. 562400 sebesur Rp. 157,000,000, tedanggal 12 Mei 1994,
buki P-9.13

23.Bukti Bauk keluar Mo.S63412 sehesar Rp 13.000.000,- teranggal 2 Oktober
1998, bukti P-9.14

24.Bukti Bank Leluar No. 5362411 sebesan R|J.?5.m".’.(“.ﬂ.’:- lertuggal
1998, bukti P-9.15 .

T Oktober

25.Bukti Bank keluar No.21036/0 seebsur Rp.169.132.000,- tertanggal
1998, bukti P-9.16:

5 Cktober

26, Bukti Bank keluar No.1 31316 seehsar Ry 127,350,000, - lertanggal 19 Oktober
199%, bukti P-9.17

27.Bukti Bank Kelwr Mo 40025613 sebesar Rpp 18470000007 lertanggal 13
Oktaber Y998, buk 1:-9.1% ¢

28. Bukti Bauk keltar No.gS9460 selesar Rp 6100000~ tértaiggal 27 Uklober
1998, bukti P-9.19: '

29, Bukti Bauk keluar No. 562533 sebuesur Rp. 29.000.000 - tertanggal 1 Juli 1998,
bukti P-9.20

30. Bukti Bank keluar Ha. 362549 sebesar Rp 21000000~ lertanggal 9 lali 1998,
bukti P-9.21

31.Bukti Bank keluar No.562330 scbusar [Rp. 25,000,000~ lertaiggal 30 Juni 1998,
bukti P-9.22 .

32.Bukti Bank keluar Nu. 3062774 scehesar Rp. 14 730,000, tertanpgat 21 Juli 199%,
bukti P-9.23 4

33. Bukti Bank keluar No.563068 schesar Rp.25,500.000,- tertanggal 31 Juli 199%,

bukti P-9.2:¢
T8 2.
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48. Bukti Bank keluar No, 562019 sehesar Rp.6-1.991 00~ tertanggal 17 April 1998,
Lukti P-9,39; :

49, Pembuktion gugatan / luntutan rekonpensi Panohon yang diajukan secara rinet,
bukti P-10;

50.Surat yang dikirim melalul faximide & pox No 2V Zuul tertanggal 19 April
2001, bukti P-11:

51.8urat keputusan No.OF/VIFAD-HOC 2001 mengznal biaya persidangan dalam

rekonpensi tertanggal 8 Juni 2001, bukti P-12 ¢

32, Surat permohonan Arbitrase Ad Hoe dalon perkaca antara PT. Hutama Kaorya

melawan PT. Jaya Mur Sukses, terfanggal 30 April 2001 bukti P-13;

53.Surat Kuasa No.DIWet, 1358/SK/193 dari Ir. Robert Mulyono Santose kepada
Humphirey R. Diemat dkk tertanggal 12 Juli 1999, bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa [oto copy surat Lersebut dialas setelah
diperiksa ternyata semuanya bermeterai cukup.;n_le'mlun ada yang sesuai aslinya yaitu
].?-1,‘ P-7, P-8, P-SA, P-9.1 sampai dengan P-9.39, P-10, P-11 dan P-12, adapun
lainnya hanya ditunjukkan foto copynya yaitu P-2 sampai dengan P-6 (reproduksi),
P-13 dan P-14

Menimbang. bahwa selanjutnya dari pihak Termohon, hanya Termohon 1V
yang mengajukan alal bukti berupa lote copy surat yang ditanda T.IV-] dan T-1V.2

yaitu :

1, Turunan Penetapan NoO43/Pdt.PA20/PNIKT.BAR langgal 7 Marel 2000 atas
" nama PT. JAYA NUR SUKSES, bukti T-1V-1;

&

Putusan Asbitrase Ad Hoe Nol/X/AD-LGCZ00] tanggal 3 Uktober 2001

antara PT. Hutama Karya (persero) lawan PT. Juya Nur Sukses, bukti T-IV-2;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa foto copy surat tersebut diatas setelah
diperiksa temyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga

berdasarkan pasa) 188% KUH Perdata dinilai mempunya. kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa kedua pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa

Jagi dan selanjutitya memolion pulusmm’
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-

. 34.Buldti Bank keluar No.§627%2 sebesar Rp.A2.780.000,- tertanggal 23 Juli 1998,
bukti P-9.25 ;
35.Bukti Burk keluar No.363069 schesar Rpp.34.91 7000~ tertanggal 7 Agustus
1998, bukti P-9.26 ;
36.Bukti Bank keluar No. 440025613 sebesar Rp.79.066.000,-. tertanggal 6
Agusu_ls'l 99, bukti 9,27 .
' 37.Bukti Bank keluar No. 1440025613 seebsar Rp.8S.500.000.- tertanggal 14
Agustus 1998, bulti P-9.2% :

38.Bukti Bank keluar No.8%$821 sebesar Rp.3.000.000.~ tertanggal 10 Agustus
1998, bukti P-9.29 ;

39.Bukti kas keluar No.1327 sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 14 Agustus 199Y,
bukti P-9.30

40. Bukti Bank keluar No 888347 sebesar Rp.13.000.000,- tertanggal 21 Agustus
1998, bukti P-9.31 ; "

4]1.Bukti Bank keluar No.563173 sebesar Rp.62.295.0001,- tertanggal 27 Agustus
1998, bukti P-9.32 ;

42.Bukti Bank keluar No.5631§4 sebesar Rp.175.000.000,~ tertanggal 2 September
1998, bukt_i P-9.33;

43. Bukti Bank keluar No.563233 sebesar Rp.22.5300.000,- tertanggal 10 September
1998, bukti P-934 ;

44. Bukti Bank keluar No.562524-sebesar 1p. 104,000,000, - tertanggal 16 Juni 1998,
bukti P-9.35 ;

45. Bukti Bank keluar No.562449 sebesar Rp. 119.000.000,- tertanggal 3 Juni 1998,
bukti P-9.36 ;

46. Bukti Bank keluar No.56201 2 sebesar Rpp.40.0x0,0X) - teitanggal 135 April 1998,

bukti P-9.37 -

47.Bukti Bank keluar No.362043 sebesar Rp.199.485.000,- tertanggal 30 April

1698, bukti P-9.3m
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